
. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER- 4 /BC/2019 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA 

MASUK DAN TIDA.K DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS 

IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG 

PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN 

Menimbang 

UNTUK DIEKSPOR 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

b ahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50 

Peraturan Mentert Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 

tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut. Pajak 

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai clan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan 

untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pacta Barang Lain 

dengan Tujuan untuk Diekspor, perlu menetapkan 

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 160/PMK.04/2018 tentang 

Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak 

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan 

untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pacta Barang Lain 

dengan Tujuan untuk Diekspor; 
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1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ten tang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik · 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 51 , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

4. Keputusan Mentert Keuangan Nmnor 231/KMK.03/2001 

tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena 
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Pajak yang Dibebaskan da1i Pungutan Bea Masuk 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 /PMK.010/2018 

tentang Perubahan Keenam atas Keputusan M enteri 

Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tent.ang Perlakuan 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang 

Dibebaskan dart Pungutan Bea Masuk; dan 

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan 

Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, 

Dirak.it, atau Dipasang pacta Barang Lain dengan Tujuan 

untuk Diekspor. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 

DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU 

PAJAK PERI'AMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 

BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN 

UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 

LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud 

dengan: 

l. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1995 ten tang Kepabeanan 

sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang 
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Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang­

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 

2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1995 tentang Cukai. 

3 . Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, yang 

selanjutnya disebut KITE Pembebasan, adalah 

pembebasan Bea Masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor atau 

pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dart luar 

daerah pabean untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang 

pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. 

4. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, yang 

selanjutnya disebut KITE Pengembalian adalah 

pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor 

atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dart 

luar daerah pabean untuk Diolah, Dirakit, atau 

Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk 

diekspor. 

5 . Bea Masuk adalah pungutan Negara berdasarkan 

Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap 

barang yang diimpor 

6. Bea Masuk Tambahan adalah tambahan atas Bea 

Masuk seperti Bea Masuk antidumping, Bea Masuk 

imbalan, Bea Masuk tindakan pengamanan, dan Bea 

Masuk pembalasan. 

7. Perusahaan KITE Pembebasan adalah badan usaha 

yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE 

Pembebasan. 

8. Perusahaan KITE Pengembalian adalah badan usaha 

yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE 

Pengembalian. 
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9. Barang dan Bahan adalah barang dan bahan baku, 

termasuk bahan penolong dan bahan pengemas yang: 

a. diimpor; atau 

b. dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat, 

Kawasan Be bas dan/ a tau kawasan ekonomi khusus 

yang berasal dart luar daerah pabean, 

dengan fasilitas KITE Pembebasan, untuk Diolah, 

Dirakit, atau Dipasang pada barang lain untuk menjadi 

barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah. 

10. Barang dan Bahan Rusak adalah Barang dan Bahan 

yang mengalami kerusakan dan/atau penurunan mutu 

dan tidak dapat diproses atau apabila diproses akan 

menghasilkan barang Hasil Produksi yang tidak 

memenuhi kualitas/standar. 

11. Barang Contoh adalah barang yang digunakan sebagai 

contoh untuk menunjang kegiatan proses produksi yang 

barang Hasil Produksinya untuk tujuan diekspor. 

12. Hasil Produksi adalah hasil pengolahan, perakitan, atau 

pemasangan Barang dan Bahan. 

13. Hasil Produksi Rusak adalah Hasil Produksi yang 

mengalami kerusakan dan/ a tau penurunan 

kualitas/ stan dar mutu. 

14. Diolah adalah dilakukan pengolal1an untuk 

menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai 

nilai tambah. 

15. Dirakit adalah dilakukan perakitan dan/atau penyatuan 

sehingga menghasilkan barang Hasil Produksi yang 

mempunyai nilai tambah. 

16. Dipasang adalah dilakukan pemasangan, pelekatan 

dan/ a tau penggabungan dengan barang lain sehingga 

menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai 

nilai tambah. 

17. Konversi adalah suatu pemyataan dari Perusahaaan 

KITE Pembe:basan mengenai komposisi pemakaian 

Barang dan Bahan untuk setiap saluan Hasil Produksi. 
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18. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, 

atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu 

yang digunakan untuk menimbun barang dengan 

tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea 

Masuk. 

19. Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat 

untuk menimbun barang impor, dapat disertai I (satu) 

atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan 

kembali, penyortiran, penggabungan (kitting). 

pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang­

barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk 

dikeluarkan kembali. 

20. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat 

untuk menimbun barang impor dan/ a tau barang yang 

berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna 

diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diin1por 

untuk dipakai. 

21. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah 

Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang 

impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa 

barang dart dalam daerah pabean untuk dipamerkan. 

22. Pusat Logistik Berikat adalah Terripat Penimbunan 

Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah 

pabean dan/ a tau barang yang berasal dari temp at lain 

dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih 

kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk 

dikeluarkan kembali. 

23. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, 

yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu 

kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dart daerah 

pabean sehingga bebas dart pengenaan Bea Masuk, 

Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, dan Cukai. 
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24. Mitra Utama Kepabeanan yang selanjutnya disebut 

MITA Kepabeanan adalah importir dan/ a tau eksportir 

yang diberikan pelayanan khusus di bidang 

kepabeanan. 

25. Mentert adalah Mentert Keuangan Republik Indonesia. 

26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan 

Cukai. 

27. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan 

tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu 

berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang­

Undang Cukai. 

28. Kantor Wilayal1. adalah Kantor Wilayah di lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

29. Kantor Pelayanan Utama yang selanjutnya disingkat 

KPU adalah Kantor Pelayanan Utama di lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

30. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya 

kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang 

Kepabeanan. 

31. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat 

SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh 

Kantor Wilayah, KPU, dan Kantor Pabean dalam rangka 

pengawasan dan pelayanan kepabeanan. 
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BAB II 

PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN, 

KEWAJIBAN PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN, DAN 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI 

PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN 

Bagian Pertama 

Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan 

Pasal2 

{1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan, badan usaha yang telah memenuhi 

kriteria dan persyaratan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak 

Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, 

Dirakit, atau Dipasang pacta Barang Lain dengan 

Tujuan untuk Diekspor mengajukan permohonan 

kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang 

mengawasi lokasi pabrtk atau lokasi kegiatan usaha 

badan usaha dengan mengisi daftar isian berupa: 

a. Nomor Induk Berusaha; 

b. nomor, tanggal, dan nama instansi penerbit izin 

usaha industrt; 

c. jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau 

bukti penguasaan lokasi; 

d. daftar Barang dan Bahan, daftar Hasil Produksi, dan 

daftar penertma subkontrak, dalam hal terdapat 

proses produksi yang akan disubkontrakkan; 

e. data jumlah investasi, jumlah tenaga kerja, serta 

jumlah aset, utang, dan permodalan; 
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f. data indikator kine:rja utama (key performance 

indicator) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk 

mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari 

pemanfaatan fasilitas KITE Pembebasan, seperti 

peningkatan pajak penghasilan badan. peningkatan 

investasi, dan peningkatan tenaga ke:rja; dan 

g. waktu kesiapan pemeriksaan lokasi serta 

pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan 

kriteria. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1) 

disampaikan secara elektronik melalui Sistem Indonesia 

National Single Window dalam kerangka Online Single 

Submission. 

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pacta 

ayat ( 1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, 

permohonan disampaikan secara tertulis kepada: 

a. kepala Kantor Wilayah melalui kepala Kantor 

Pabean; atau 

b. kepala KPU, 

yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan 

usaha perusahaan. 

Pasal3 

( 1) Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). SKP 

melakukan validasi terhadap isian data yang diajukan 

oleh badan usaha. 

(2) Dalam hal data tidak valid, SKP memberikan respon 

penolakan disertai dengan alasan penolakan. 

(3) Dalam hal data valid, SKP memberikan respon kepada 

kepala KPU atau kepala Kantor Pabean atau Pejabat 

Bea dan Cukai yang ditunjuk yang mengawasi lokasi 

pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha untuk: 

a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pem<:>riksaan 

lokasi; dan 

b . men erbitkan berita acara pemeriksaan. 
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(4) Dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), kepala 

KPU atau kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk yang mengawasi lokasi pabrik atau 

lokasi kegiatan usaha badan usaha: 

a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan 

lokasi; dan 

b. menerbitkan berita acara pemeriksaan. 

(5) Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (3) huruf a dan ayat 

(4) huruf a meliputi: 

a. validasi Nomor Induk Berusaha, dalam hal 

permohonan disampaikan secara tertulis; 

b. validasi atas izin usaha industri atau sejenisnya; 

c. pemeriksaan data isian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat ( l) dengan dokumen pembuktian 

kriteria dan persyaratan yang menjadi dasar 

pengisian; dan 

d. pemeriksaan terhadap pemenuhan kriteria dan 

persyaratan meliputi: 

l. pemeriksaan jenis usaha (nature of business): 

a . jenis kegiatan produksi dan uraian proses 

produksi, jenis barang dan bahan serta basil 

produksi; 

b. keterkaitanjenis barang dan bahan yang akan 

diimpor dengan fasilitas KlTE dengan bidang 

usaha badan usaha dan basil produksi yang 

akan diekspor; 

2 . pemeriksaan bukti kepemilikan atau penguasaan 

lokasi kegiatan usaha; 

a . untuk kegiatan produksi, tempat penimbunan 

Barang dan Bahan serta Hasil Produksi paling 

singkat 3 (tiga) tahun sejak permohonan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE 

Pembebasan diajukan; 
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b. untuk tempat penimbunan Bahan Baku dan 

tempat penimbunan Hasil Produksi paling 

singkat 6 (enam) bulan sejak penetapan 

sebagai Perusahaan KITE Pembebasan 

diajukan, dalam hal tempat penimbunan 

terpisah dari lokasi untuk kegiatan produksi; 

3. penilaian sistem pengendalian internal; 

4. pemeriksaan pemenuhan kriteria 

pendayagunaan sistem informasi persediaan 

berbasis komputer (IT inventory) sesuai Peraturan 

Direktur Jenderal mengenai penerapan sistem 

informasi persediaan berbasis komputer (IT 

inventory) pada perusahaan pengguna fasilitas 

KITE Pembebasan; 

5. pemeriksaan lokasi kegiatan usaha, tempat 

penyimpanan, pembongkaran; dan 

6. pemeriksaan terhadap badan usaha penerima 

subkontrak berdasarkan manajemen risiko. 

(6) Dalam hal diperlukan, kepala Kantor Wilayah, kepala 

KPU, dan kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi 

pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha dapat 

meminta asli dokumen pembuktian krite1ia dan 

persyaratan. 

(7) Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan 

penerbitan be1ita acara pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), dilakukan paling 

lama 3 (tiga) hari ke1ja setelah waktu kesiapan 

pemeriksaan lokasi dalam permohonan. 

(8) Kepala Kantor Pabean menyampaikan berita acara 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

kepada kepala Kantor Wilayah . 

Pasal4 

(1) Badan usaha yang mengajukan permohonan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, h arus 

melakukan pemaparan mengenai proses bisnis dan 

pemenuhan kriteria da n persyuratan sebagaiman a 
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diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak 

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah alas Impor Barang 

dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada 

Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, kepada 

kepala Kantor Wilayah a tau KPU. 

(2) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (I). 

dilakukan oleh wakil anggota direksi perusahaan. 

(3) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau 

paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 

penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal3 ayat (3) atau ayat (4) . 

(4) Berdasarkan pemaparan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), Kepala Kantor Wilayah a tau KPU a tau Pejabat 

Bea dan Cukai yang ditunjuk membuat berita acara 

yang ditandatangani pihak badan usaha dan Kantor 

Wilayah atau KPU, yang paling kurang mencantumkan 

basil pemaparan serta waktu selesai pemaparan 

sebagai dasar janji layanan penerbitan persetujuan 

atau penolakan atas permohonan penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan. 

(5) Dalam hal terdapat hal yang belum dipaparkan 

dan/ atau h al yang perlu dilengkapi oleh badan usaha, 

pemaparan dinyatakan belum selesai dan dilakukan 

penjadwalan ulang. 

(6) Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud pacta ayat (3). kepala 

Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai 

yang ditunjuk membuat berita acara tentang tidak 

dilakukannya pemaparan sesuai waktu yang 

ditentukan. 
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Pasal 5 

( 1) Kepala Kantor Wilayah a tau KPU atas nama Menteri 

memberikan: 

a. persetujuan dengan menerbitkan Keputusan 

Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan; atau 

b. penolakan dengan menerbitkan surat penolakan 

dengan menyebutkan alasan penolakan, 

berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau ayat (4), serta 

berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat 

(4) dan Pasal 4 ayat (6). 

(2) Dalam hal dilakukan pemaparan, Keputusan Menteri 

Keuangan mengenai penetapan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan atau surat penolakan sebagaimana 

dimaksud pacta ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) 

jam setelah pemaparan selesai dilakukan. 

(3) Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), 

kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan 

penolakan dengan menerbitkan surat penolakan 

disertai dengan alasan penolakan sebagaimana 

dimaksud pacta ayat (1) huruf b pada hari kerja 

berikutnya. 

(4) Format dokumen yang digunakan oleh badan usaha 

dalam permohonan penetapan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan, serta format yang digunakan oleh 

Pejabat Bea dan Cukai dalam proses penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan, sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 
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Bagian Kedua 

Kewajiban Perusahaan KITE Pembebasan 

Pasal6 

(l) Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal 

penerbitan keputusan penetapan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan, sistem informasi persediaan 

berbasis komputer (IT Inventory) yang didayagunakan 

Perusahaan KITE Pembebasan, wajib dapat diakses 

oleh Direktorat J enderal Bea dan Cukai secara daring. 

(2) Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan wajib memasang papan nama yang 

paling kurang mencantumkan nama Perusahaan KITE 

Pembebasan dan status sebagai perusahaan penerima 

fasilitas KITE Pembebasan pada setiap lokasi pabrik, 

lokasi penimbunan, dan lokasi kegiatan usaha. 

(3) Perusahaan KITE Pen1bebasan wajib melakukan 

penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pembebasan 

sehingga dalam pencatatan dan/ a tau pembukuan 

dapat dibedakan dengan barang yang bukan asal 

fasilitas KITE Pembebasan. 

(4) Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan 

pengawasan untuk memastikan dipenuhinya kewajiban 

pemenuhan sistem informasi persediaan berbasis 

komputer (IT inventory) yang dapat diakses oleh 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara daring dan 

kewajiban pemasangan papan nama melalui 

mekanisme n1onitortng dan evaluasi. 

(5) Kegiatan pengawasan untuk memastikan dipenuhinya 

kewajiban pemenuhan sistem informasi persediaan 

berbasis komputer (IT inventory) yang dapat diakses 

oleh Direktorat J enderal Bea dan Cukai secara daring 

dilakukan sesuai tata cara dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan 

Direktur J enderal ini. 
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Pasal 7 

(1) Perusahaan KITE Pembebasan wajib menyampaikan: 

(2) 

a. laporan keuangan tahunan; dan 

b. laporan mengenai dampak ekonomi pemberian 

fasilitas KITE Pembebasan, capaian indikator kinerja 

utama (key performance indicator) yang telah 

ditargetkan, serta target indikator kinerja utama (key 

performance indicator) periode berikutnya. 

Laporan sebagaimana dimaksud pacta 

disampaikan kepada kepala Kantor Wilayah 

yang menerbitkan keputusan penetapan 

ayat (1) 

atau KPU 

sebagai 

Pen1sahaan KITE Pembebasan paling lambat pacta akhir 

bulan ke-4 (empat) setelah akhir tahun pajak. 

(3) Atas laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau 

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk: 

a. melakukan pendataan atas penyampaian laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; dan 

b. melakukan pencatatan dan pengelolaan data 

keuangan, data mengenai dampak ekonomi 

pemberian fasilitas KITE Pembebasan, dan data 

capaian indikator kinerja utama (key performance 

indicator) Perusahaan KITE Pembebasan. 

(4) Data keuangan dan data capaian indikator kinerja u tama 

(key performance indicator) Perusahaan KITE Pembebasan 

digunakan sebagai salah satu sumber data dalam 

pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi terhadap 

pemberian fasilitas KITE Pembebasan. 

(5) Laporan mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas 

KITE Pembebasan, capaian indikator kinerja utama (key 

performance indicator) yang telah ditargetkan, serta target 

indikator kinerja utama (key performance indicator) periode 

berikutnya sebagaimana dima ksud pada ayat (1) huruf b 

sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 
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(6) Pencatatan data laporan keuangan, data mengenai 

dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE Pembebasan, 

dan laporan capaian indikator kinelja utama (key 

performance indicator) sebagaimana dimaksud pacta ayat 

(3) huruf b sesuai contoh format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 

t.erpisahkan dari Peraturan Direktur J enderal ini. 

Bagian Ketiga 

Perubahan atas Keputusan Penet.apan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan 

Pasal8 

(l) Dalam hal terdapat perubahan data dalam keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, 

Perusahaan KITE Pembebasan yang bersangkut.an harus 

mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah 

atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan untuk diterbitkan 

perubahan atas keputusan penetapan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat (l) disertai 

dengan alasan perubahan dan melampirkan dokumen 

pendukung dalam bentuk salinan digital (soft copy). 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan secara elektronik. 

(4) Dalam hal pennohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat 

( 1) tidak dapat disampaikan seem-a elektronik, 

permohonan disampaikan secara tertulis kepada kepala 

Kantor Wilayah a tau KPU. 

(5) Terhadap permohonan perubahan data sebagaimana 

dimaksud pacta ayat. (l) , kepala Kantor Wilayah atau KPU 

atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk: 

a. menerima berkas permohonan beserta lampirannya; 

b. meneliti kelengkapan dan kesesuaian permohonan 

beserta lampirannya; dan 
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c. mela.kukan pemeriksaan lapangan dalam hal 

diperlukan. 

(6) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk dapat mela.kukan koordinasi dengan 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU lain, atau dengan Kepala 

Kantor Pabean terdekat dalam melakukan pemeriksaan 

lapangan. 

(7) Kepala Kantor Wilayal"I atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk dapat meminta asli dokumen 

pendukung sebagaimana dima.ksud pacta ayat (2). dalam 

hal terdapat dokumen dalam bentuk soft copy yang kurang 

jelas dan/ a tau memerlukan penjelasan lebih lanjut . 

(8) Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana 

dima.ksud pacta ayat (5) dinyatakan sesuai, kepala Kantor 

Wilayah atau KPU menerbitkan keputusan tentang 

perubahan atas keputusan penetapan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan dan mela.kukan pemutakhiran data. 

(9) Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tida.k sesuai, kepala 

Kantor Wilayah atau KPU memberikan surat 

pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan 

penola.kan. 

(10) Persetujuan atau penolakan perubahan data keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan 

diberikan paling lama: 

a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

elektronik dan tidak dila.kukan pemeriksaan lapangan ; 

a tau 

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal: 

1) permohonan disampaikan secara elektronik dan 

dila.kukan pemeriksaan lapangan; atau 

2) permohonan disampaikan secara tertulis. 

( 11) Dalam h al terdapat perubahan data keputusan 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) yang elemen data 

perubahannya telah disetujui oleh instansi terkait, dan 
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elemen data tersebut tersedia dalam sisiem informasi 

Direktorai J enderal Be a dan Cukai, Perusahaan KITE 

Pembebasan menyampaikan pemberitahuan perubahan 

data dimaksud kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU 

yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai 

Perusal1aan KITE Pembebasan untuk diterbitkan 

keputusan perubahan. 

(12) Keputusan tentang perubahan atas keputusan penetapan 

sebagai Perusahaan KITE Pembebasan sesuai conioh 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan clari Peraturan 

Direktur J enderal ini. 

( 13) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud 

pacta ayat (9) sesuai contoh format sebagaimana 

tercantum dalam Lamp iran VI yang meru pakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur J enderal ini. 

BABIII 

IMPOR DAN/ATAU PEMASUKAN, JAMINAN. PEMERIKSAAN 

PABEAN,PENGOLAHAN,PERMUTAN,DAN/ATAU 

PEMASANGAN, KONVERSI. SUBKONTRAK, SERTA PERIODE 

KITE PEMBEBASAN 

Bagian Pertama 

Impor dan I a tau Pemasukan 

Pasal 9 

(1) Barang dan Bahan dan Barang Contoh dapat diimpor 

dan/ a tau dimasukkan dari: 

a. luar daerah pabean; 

b. Pusat Logistik Berikat; 

c. Gudang Bt>rikat; 

d. Kawasan Berikat; 

e. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat; 

f. Kawasan Bebas; 

g. kawasan ckonomi khusus; dan/ a tau 
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h. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh 

Pemelintah. 

(2) Perusahaan KITE Pembebasan melakukan impor 

dan/atau pemasukan sebagaimana dimaksud pacta ayat 

(l) dengan ketentuan: 

a. pelaksanaan impor dan/ a tau pemasukan Barang dan 

Bahan dan Barang Contoh menggunakan dokumen 

pembelitahuan pabean impor sesuai dengan asal 

Barang dan Bahan dan Barang Contoh; 

b. jenis Barang dan Bahan yang diimpor dan/ a tau 

dimasukkan harus sesuai dengan jenis yang tercantum 

dalam lampiran keputusan penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan; dan 

c. menyerahkan jaminan paling sedikit sebesar nilai 

Bea Masuk serta pajak pertambahan nilai atau pajak 

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang 

mewah atas barang dan bahan sebagaimana 

dibelitahukan dalam pemberitahuan pabean impor 

dan/ a tau pembelitahuan pabean pemasukan. 

(3) Atas impor sebagaimana dimaksud pacta ayat (l) huruf a 

berlaku ketentuan sebagai belikut: 

a. menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor; 

b. mengisi pilihan "KITE Pembebasan" dan 

mencantumkan nomor dan tanggal keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pacta 

kolom 33 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan; 

c. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pacta 

lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan 

persyaratan/ fasilitas; 

d. mencantumkan nilai bea masuk yang dibebaskan, PPN 

dan PPnBM pacta kolom yang ditentukan dalam 

dokumen pembe1itahuan pabean impor sesuai 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai pemberitahuan pabean impor; 

e. menyampaikan PIB yang telah diisi dengan lengkap dan 

benar kepada Kantor Pabean bongkar; dan 
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f. tata cara penyampaian pemberitahuan pabean impor 

mengikuti peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai impor barang untuk dipakai. 

(4) Atas impor sebagaimana dimaksud pacta ayat (l) hun1f b 

berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang 

dari Pusat Logistik Berikat; 

b. mengisi pilihan "KITE Pembebasan" dan 

mencantumkan nomor dan tanggal keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pacta 

kolom 37 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan; 

c. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pacta 

lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan 

persyaratan/ fasilitas; 

d. mencantumkan nilai bea masuk yang dibebaskan, PPN 

dan PPnBM pacta kolom yang ditentukan dalam 

dokumen pemberitahuan pabean impor sesuai 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor 

Dart Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk 

Dipakai; 

e. menyampaikan dokumen pemberitahuan impor barang 

dari Pusat Logistik Berikat yang telah diisi dengan 

lengkap dan benar kepada Kantor Pabean bongkar; dan 

f. tata cara penyampaian dokumen pemberitahuan impor 

barang dari Pusat Logistik Berikat mengikuti peraturan 

perundang-unclangan yang mengatur mengenai Tata 

Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Pusat Logistik 

Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai. 

(5) Atas impor sebagaimana dimaksud pacta ayat (l) huruf c, 

huruf d, dan huruf e berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. Pengusaha Tempat Penimbunan Be1ikat melakukan 

hal-hal sebagai berikut: 

l. mengisi dokumen pemberitahuan impor barang dari 

Tempat Penimbunan Berikat untuk diimpor untuk 

dipakai; 
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2. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan 

pacta kolom "Penerima Barang"; 

3. mengisi pilihan kode 03 untuk fasilitas KITE pacta 

kolom 1 7 Fasilitas Impor; 

4. mencantumkan nilai bea masuk pada kolom 

"Dibebaskan" dan pajak dalam rangka impor pada 

kolom "Dibayar"; 

5. melakukan pelunasan atas tagihan pajak dalam 

rangka impor; 

6. menyerahkan dokumen pemberitahuan impor 

barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk 

diimpor untuk dipakai kepada Perusahaan KITE 

Pembebasan untuk proses penyerahan jaminan; 

7. menyampaikan dokumen pemberitahuan impor 

barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk 

diimpor untuk dipakai yang telah diterbitkan Surat 

Tanda Terima Jaminan dan dilunasi tagihan pajak 

dalam rangka impornya kepada Kantor Pabean yang 

mengawasi Tempat Penimbunan Berikat yang 

selanjutnya Kantor Pabean akan melakukan 

konfirmasi Surat Tanda Terima Jaminan; dan 

8. melakukan pengeluaran barang setelah mendapat 

persetujuan. pengeluaran barang dari Kantor Pabean 

yang mengawasi Tempat Penilnbunan Berikat; 

b. Perusahaan KITE Pembebasan melakukan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. menyerahkan jaminan alas dokumen 

pemberitahuan impor barang dari Tempat 

Penimbunan Berikat untuk diimpor untuk dipakai 

ke Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan 

penetapan Fasilitas KITE Pembebasan atau Kantor 

Pabean untuk mendapatkan Surat Tanda Terima 

Jaminan; dan 



- 22-

2. mengirtmkan kembali dokumen pemberitahuan 

impor barang dari Temp at Penimbunan Berikat yang 

telah dilengkapi dengan fotokopi Surat Tanda 

Terima J aminan dan fotokopi j ami nan kepada 

perusahaan Tempat Penimbunan Bertkat; 

c. Tata cara penyampaian dokumen pemberitahuan impor 

barang dart Tempat Penimbunan Berikat dan 

pengeluaran barang mengikuti peraturan perundang;­

undangan yang mengatur mengenai Tata Laksana 

Pengeluaran Barang Impor dart Tempat Penimbunan 

Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai. 

(6) Atas impor sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) huruf f 

berlaku ketentuan sebagai bertkut: 

a. Pengusaha di Kawasan Bebas melakukan hal-hal 

sebagai berikut: 

l. mengisi dokumen Pemberttahuan Pabean untuk 

pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari 

Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, 

dan pengeluaran barang dart Kawasan Bebas ke 

tempat lain dalam Daerah Pabean; 

2. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan 

penetapan sebagai Perusal1aan KITE Pembebasan 

pacta kolom "Dokumen Pelengkap Pabean" pacta 

baris "Lainnya"; 

3. mencantumkan nilai Bea Masuk pada kolom 

"Dibebaskan" dan pajak dalan1 rangka impor dalam 

kolom "Dibayar··; 

4. melakukan pelunasan atas tagihan pajak dalam 

rangka impor; 

5. menyerahkan dokumen Pemberitahuan Pabean 

untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan 

dart Kawasan Bebas dart dan ke luar Daerah 

Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan 

Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean kepada 

Perusahaan KITE Pembebasan untuk proses 

penyerahan jaminan; 
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6. menyampaikan dokumen pemberitahuan impor 

barang dari Kawasan Bebas untuk diimpor untuk 

dipakai yang telah dit.erbitkan Surat Tanda Terima 

Jaminan dan dilunasi tagihan pajak dalam rangka 

impomya kepada Kantor Pabean yang mengawasi 

Kawasan Bebas yang selanjutnya Kantor Pabean 

akan melakukan konfirmasi Surat Tanda Terima 

Jaminan; dan 

7. melakukan pengeluaran barang setelah mendapat 

persetujuan pengeluaran barang dari Kantor Pabean 

yang mengawasi Kawasan Bebas; 

b. Perusahaan KITE Pembebasan melakukan hal-hal 

se bagai beriku t: 

1. menyerahkan jaminan atas dokumen 

pemberitahuan impor barang dari Kawasan. Bebas 

untuk diimpor untuk dipakai ke Kantor Wilayah 

atau KPU penerbit keputusan penetapan Fasilitas 

KITE Pembebasan atau Kantor Pabean untuk 

mendapatkan Surat Tanda Terima Jaminan; dan 

2. mengirimkan kembali dokumen Pemberitahuan 

Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang 

ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah 

Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan 

Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean kepada 

Pengusaha di Kawasan Bebas yang telah dilengkapi 

dengan fotokopi Surat Tanda Terima J aminan dan 

fotokopi jaminan untuk proses pengeluaran barang; 

c. tata cara penyampaian dokumen pemberitahuan impor 

barang dari Kawasan Bebas dan pengeluaran barang 

mengikuti peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai tata laksana pengeluaran barang 

impor dmi Kawasan Bebas untuk diimpor untuk 

dipakai. 
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Bagian Kedua 

Jaminan 

Pasal 10 

( 1) Atas impor dan/ a tau pemasukan Barang dan Bahan 

dengan fasilitas KITE Pembebasan, Perusahaan KITE 

Pembebasan hams menyerahkan jaminan kepada: 

a. Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan; atau 

b. Kantor Pabean tempat pemberitahuan pabean 

disampaikan, 

pada saat pemberitahuan pabean diajukan. 

(2) J aminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pacta 

ayat (1) paling sedikit sebesar Bea Masuk serta pajak 

pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan 

pajak penjualan atas barang mewah atas Barang dan 

Bahan sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan 

pabean impor dan/ a tau pemberitahuan pabean 

pemasukan. 

(3) Jangka waktu jaminan sebagaimana dimaksud pacta ayat 

(1) paling singkat selama penjumlahan waktu: 

a. periode KITE Pembebasan; dan 

b . tiga bulan sesuai jangka waktu penyampaian laporan 

pertanggungjawaban, penelitian laporan 

pertanggungj a waban, dan penyelesaian j aminan. 

(4) Dalam hal terdapat perpanjangan periode KITE 

Pembebasan, Perusahaan KITE Pembebasan wajib 

melakukan perpanjangan jangka waktu jaminan. 

(5) Dalcun hal jangka waktu jaminan tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud pacta ayat (3) dan ayat 

(4), laporan pertanggungjawaban tidak dapat diproses. 

(6) Perusahaan KITE Pembebasan dapat menyerahkan 

jaminan sebagaimana dimaksud pacta ayat (l) dalam 

bentuk jaminan perusahaan (corporate guarantee) dengan 

ketentuan: 
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a. Perusahaan KITE Pembebasan telah mendapatkan 

pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat 

(authorized economic operator); 

b . Perusahaan KITE Pembebasan merupakan importir 

yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan ; 

a tau 

c. Perusahaan KITE Pembebasan dengan kategori risiko 

rendah, 

yang memiliki kondisi keuangan yang baik, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan. 

(7) Bentuk, waktu , dan tata cara penyerahan jaminan 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (1). serta penetapan 

Perusahaan untuk dapat menyerahkan jaminan dala m 

bentuk j aminan perusahaan (corporate guarantee) 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (6) dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan. 

Pasal 11 

(1) Terhadap jaminan yang diserahkan oleh Perusahaan KITE 

Pembebasan, s elain jaminan dalam ben tuk jaminan 

perusahaan (corporate guarantee}, Pejabat Bea dan Cukai: 

a . melakukan penelitian terhadap jumlah dan jangka 

wal<tu jaminan; dan 

b . dapat melakukan konfirmasi penerbitan jaminan 

kepada penjamin atau surety dengan 

mempertimbangkan tingkat risiko Perusahaan KITE 

Pembebasan dan penjamin. 

(2) Dalam hal h asil penelitian jaminan sebagaimana 

dimaksud pacta ayat (l) terdapat ketidaksesuaianjaminan , 

Pejabat Bea dan Cukai menolak jaminan dengan 

menerbitka n surat penolakan jaminan . 

(3) Dalam hal basil penelitian jaminan sebagaiman a 

dimaksud pa cta ayat (1) terdapat kesesu aian jaminan, 

Pejabat Bea dan Cukai men erbitkan Surat Tanda Terima 

J aminan (STIJ ). 
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(4) Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) sebagaimana 

dimaksud pacta ayat (3), sesuai contoh format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Bagian Ketiga 

Pemeriksaan Pabean 

Pasal 12 

(1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan pabean 

atas pemberitahuan pabean impor dan/ a tau 

pemberitahuan pabean pemasukan yang menggunakan 

fasilitas KITE Pembebasan. 

(2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 

dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko. 

(3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) 

meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik 

barang. 

(4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (3) ditemukan adanya 

ketidaksesuaian jumlah dan/ a tau jenis barang an tara 

yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor 

dan/ a tau pemberitahuan pabean pemasukan dengan 

hasil pemeriksaan fisik barang, berlaku ketentuan sebagai 

berikut: 

a . terhadap kelebihan jumlal1. dan/atau 

ketidaksesuaian jenis barang dimaksud tidak dapat 

diberikan fasilitas KITE Pembebasan; dan 

b. dilakukan penelitian dan diproses lebih lanjut sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepabeanan. 

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dokumen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kedapatan bahwa 

jumlah barang sesuai dan jenis barang yang diimpor 

sesuai dengan jenis barang yang tercantum dalam 

lampiran keputusan KITE Pembebasan, nan1un 
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ditemukan adanya ketidaksesuaian tcuif dan/ a tau nilai 

pabean antara yang diberitahukan dalam pemberitahuan 

pabean imp or dan/ atau pemberitahuan pabean 

pemasukan dengan hasil penelitian dokumen, sehingga 

nilai jaminan tidak mencukupi, Perusahaan KITE 

Pembebasan melakukan penyesuaian jaminan. 

(6) Untuk melakukan penyesuaian jaminan sebagaimana 

dimaksud pacta ayat (5) kepala Kantor Pabean atau Pejabat 

Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan nota 

pembetulan jaminan kepada: 

a. perusahaan KITE Pembebasan; dan 

b. kepala Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, 

dalam hal jaminan diserahkan kepada kepala Kantor 

Wilayal1 a tau KPU. 

(7) Berdasarkan nota pembetulan jaminan sebagaimana 

dimaksud pacta ayat (6), Perusahaan KITE Pembebasan 

menyerahkan jaminan pengganti. 

(8) Atas jaminan pengganti sebagaimana dimaksud pacta ayat 

(7), kepala Kantor Wilayah a tau KPU a tau kepala Kantor 

Pabean menerbitkan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ). 

Pasal 13 

(1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan pabean 

atas kesesuaian jumlah dan jenis Barang Contoh yang 

diimpor berdasarkan surat persetujuan impor Barang 

Contoh dengan mendapatkan fasilitas pembebasan Bea 

Masuk serta pajak pertambahan nilai atau pajak 

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang 

mewah terutang tidak dipungut. 
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(2) Dalam hal berdasarkan hasil pen1eriksaan pabean 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya 

ketidaksesuaian jurnlah dan/ a tau jenis Barang Contoh, 

terhadap kelebihan jumlah dan/ a tau ketidaksesuaian 

jenis Barang Contoh tidak dapat diberikan fasilitas 

pembebasan Bea Masuk serta pajak pertambahan nilai 

atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas 

barang mewah terutang tidak dipungut. 

(3) Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat 

(2) , Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih 

lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 

bidang kepabeanan. 

Pasal 14 

(1) Perusahaan KITE Pembebasan wajib membongkar dan 

menimbun Barang dan Bahan, Barang Contoh, serta Hasil 

Produksi di lokasi yang tercantum dalam lampiran 

keputusan KITE Pembebasan. 

(2) Perusahaan KITE Pembebasan dapat n1elakukan 

pembongkaran dan penimbunan Barang dan Bahan, 

Barang Contoh, serta Hasil Produksi di lokasi selain lokasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: 

a. mengajukan permohonan dan mendapatkan 

persetujuan dari kepala Kantor Wilayah atau KPU; 

a tau 

b. menyampaikan pemberital1um1 penambahan atau 

perubahan tempat lokasi penimbunan kepada kepala 

Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan 

keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE 

Pembebasan, bagi perusahaan KITE Pembebasan 

yang telah mendapatkan pengakuan sebagai operator 

ekonomi bersertifikat (authorized economic operator) 

dan/ a tau importir yang telah ditetapkan sebagai 

MITA Kepabeanan. 

(3) Permohonan sebagaimana dilnaksud pada ayat (2) huruf a 

dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b disampaikan secara elektronik. 
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(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a atau pemberttahuan sebagaimana dimaksud 

pacta ayat (2) huruf b tidak dapat disampaikan secara 

elektronik, pem10honan. atau pemberitahuan disampaikan 

secara tertulis kepada kepala Kantor Wilayah a tau KPU. 

(5) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan 

atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a paling lama: 

a. 5 (lima) jam ke:rja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

elektronik; atau 

b. 3 (tiga) hari ke:rja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

tertulis. 

(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menerbitkan surat persetujuan pembongkaran dan 

penimbunan Barang dan Bahan, Barang Contoh, 

dan/ atau Hasil Produksi di lokasi selain yang tercant urn 

dalam lampiran keputusan KITE Pembebasan. 

(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat 

(2) huruf a ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan 

alasan penolakan. 

(8) Persetujuan pembongkaran dan/ a tau penimbunan di 

lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran 

dan/ a tau penimbunan. 

(9) Dalam hal lokasi pembongkaran dan/ atau penimbunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan secara 

tetap dan/ atau berulang, Perusahaan KITE Pembebasan 

wajib melakukan perubahan data keputusan penetapan 

sebagai Perusahaan KITE Pembebasan. 

( l 0) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan membongkar 

dan/atau menimbun Barang dan Bahan, Barang Contoh, 

serta Hasil Produksi selain di lokasi penimbunan 
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sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dan/ a tau tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pacta 

ayat (2). fasilitas KITE Pembebasan dibekukan. 

(11) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, sesuai contoh format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian t.idak 

terpisahkan dart Peraturan Direktur J enderal ini. 

( 12) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b, sesuai contoh format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(13) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pacta ayat (6). 

sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Bagian Keempat 

Pengo laban, Perakitan, dan/ atau Pemasangan Barang dan 

Bahan, Konversi, dan Subkontrak 

Pasal 15 

(1) Barang dan Bahan wajib Diolah, Dirakit, atau Dipasang 

pacta barang lain untuk menghasilkan barang Hasil 

Produksi dengan tujuan diekspor. 

(2) Terhadap Barang dan Bahan yang Diolah. Dirakit, atau 

Dipasang pacta barang lain sebagaimana dimaksud pacta 

ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan wajib 

menyerahkan Konversi kepada kepala Kantor Wilayah 

atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan dalam hal Konversi belum 

direkam dalam SKP. 

(3) Penyerahan konversi sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) 

dilakukan sebelum proses produksi dimulai. 
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(4) Dalam hal terdapat perubal1an Konversi atas Hasil 

Produksi sebelunmya, Perusahaan KITE Pembebasan 

harus mengajukan perubahan Konversi kepada kepala 

Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, dengan 

menyerahkan Konversi baru. 

(5) Perubahan Konversi sebagaimana dimaksud pacta ayat (4) 

harus diajukan paling lama sebelum tanggal 

pemberitahuan pabean ekspor. 

(6) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan menyerahkan 

Konversi melewati batas waktu sebagaimana dimaksud 

pacta ayat (3) atau mengajukan perubahan Konversi 

melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pacta ayat 

(5). laporan pertanggungjawaban atas Barang dan Bahan 

yang merujuk pacta Konversi tersebut ditolak. 

(7) Perubahan Konversi setelah tanggal pemberitahuan 

pabean ekspor dapat dilakukan dalam hal: 

a. kesalahan penulisan kode satuan; 

b. kesalahan penulisan karakter pacta kode Barang dan 

Bahan dan/ a tau kode Hasil Produksi, seperti karakter 

"1", tertulis 'T'; dan/atau 

c. kesalahan penulisan koefisien karena ekuivalensi, 

seperti "1 00 em", tertulis " 1 m". 

(8) Perubahan Konversi sebagaimana dimaksud pacta ayat (7) 

dilakukan dengan menambahkan kode baru Hasil 

Produksi dan/ a tau kode Barang dan Bahan setelah seri 

terakhir kode Hasil Produksi dan/atau kode Barang dan 

Bahan pacta nomor Konversi yang telah ada dalam 

database SKP fasilitas KITE Pembebasan. 

(9) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan tidak 

menyerahkan Konversi, laporan pertanggungjawaban 

tidak diterima. 

Pasal 16 

(1) Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) 

atau perubahan Konversi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (4) diserahkan dengan cara: 
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a. dikirim secara daring melalui pertukaran data 

elektronik ke dalam SKP fasilitas KITE Pembebasan; 

a tau 

b. dlserahkan dengan surat permohonan pengunggahan 

(loading) Konversi kepada Kepala Kantor Wilayah atau 

KPU. 

(2) Terhadap Konversi dan perubahan Konversi yang 

diserahkan secara daring melalui pertukaran data 

elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, 

proses penerimaan dan penyampaian tanda terima Loading 

Konversi dilakukan menggunakan SKP fasilitas KITE 

Pembebasan. 

(3) Terhadap Konversi dan perubahan Konversi yang 

diserahkan dengan surat permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejabat Bea dan Cukai: 

a. menerima surat permohonan pengunggahan (loading) 

Konversi dan data Konversi yang akan diunggah; 

b. melakukan pengunggahan (Loading) data Konversi ke 

dalam SKP fasilitas KITE Pembebasan; dan 

c. menyampaikan tanda terima loading Konversi kepada 

Perusahaan KITE Pembebasan. 

(4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur J enderal ini. 

(5) Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) 

sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Pasal 17 

(1) Perusahaan KITE Pcmbebasan dapat mensubkontrakkan 

sebagian dari kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau 

pemasangan Barang dan Bahan kepada penerima 

subkontrak yang tercantum dalan1 data keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan. 
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(2) Perusahaan KITE Pembebasan dapat mensubkontrakkan 

seluruh kegiatan pengolahan, perakit.an, dan/at.au 

pemasangan at.as kelebihan kontrak yang tidak dapat 

dikerjakan karena keterbatasan kapasit.as produksi 

kepada penerima subkontrak yang tercantum dalam data 

keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE 

Pembebasan, dengan ketent.uan Perusahaan KITE 

Pembebasan: 

a. berstatus perusahaan terbuka yang sebagian atau 

seluruh sahamnya dimiliki oleh masyarakat; 

b. telah mendapatkan pengakuan sebagai operator 

ekonomi bersertifikat (authorized economic operator); 

c. merupakan importir yang telah ditetapkan sebagai 

MITA Kepabeanan; atau 

d. selain sebagaimana dimaksud pacta huruf a, huruf b, 

dan huruf c, dengan kategori risiko rendah, 

dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah a tau KPU yang 

menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan. 

(3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Perusahaan KITE Pembebasan mengajukan 

permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU 

dilampiri dengan: 

a. paparan mengenai kapasitas produksi; dan 

b. perjanjian kerja sama subkontrak paling kurang 

memuat uraian pekerjaan yang dilakukan. 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat (3) 

disampaikan secara elektronik. 

(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat 

(3) tidak dapat disampaikan secara elektronik, 

permohonan disampaikan secara tertulis. 

(6) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan penelit.ian atas 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) . 

(7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat (3), 

kepala Kantor Wilayah atau KPU membertkan persetujuan 

atau penolakan paling lama: 
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a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan ditertma secara 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

elektronik; atau 

b. 3 (tiga) hart keija setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal pennohonan disampaikan secara 

tertulis. 

(8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menerbitkan surat persetujuan subkontrak seluruh 

kegiatan pengolahan, perakitan, dan/ a tau pemasangan 

atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan 

karena keterbatasan kapasitas produksi. 

(9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menyampaikan surat penolakan dengan menyebutka n 

alasan penolakan. 

( l 0) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pad a ayat (3). 

sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XIII yang merupakan bagian tida.k terpisahkan 

dart Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(11) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8). 

sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahka n 

dari Peraturan Direktur J enderal ini. 

(1) Dalam hal 

Pasal 18 

Perusahaan KITE Pembebasan 

mensubkontrakkan kegiatan pengolahan, perakitan , 

clan/atau pemasangan kepada penertma subkontrak yang 

belum tercantum dalam keputusan penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan, Perusahaan KITE 

Pembebasan wajib: 

a. mengajukan permohonan terlebih dahulu kepacla 

kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan 

keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE 

Pembebasan; a tau 
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b. menyampaikan pemberitahuan penambahan 

penerima subkontrak kepada kepala Kantor Wilayah 

atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan 

sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, 

bagi Perusahaan KITE Pembebasan yang telah 

mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi 

bersertifikat (authorized economic operator) dan/atau 

importir yang telah ditetapkan sebagai MITA 

Kepabeanan. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) huruf a 

dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pacta ayat (l) 

huruf b disampaikan secara elektronik. 

(3) Dalam hal pennohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat 

(l) huruf a atau pemberitahuan sebagaimana ctimaksud 

pacta ayat (1) huruf b tictak ctapat disampaikan secara 

elektronik, permohonan atau pemberitahuan disampaikan 

secara tertulis kepada kepala Kantor Wilayal1 a tau KPU. 

(4) Atas pennohonan sebagaimana ctimaksud pacta ayat (l) 

huruf a, kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan 

persetujuan atau penolakan paling lama: 

a . 5 (lima) jam kerja setelal1 permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

elektronik; atau 

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

tertulis. 

(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat 

(l) huruf a disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menerbitkan surat persetujuan subkontrak kepada 

penerima subkontrak yang belum tercantum dalam 

lampiran keputusan KITE Pembebasan. 

(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat 

( l) huruf a clitolak, kepala Kantor Wilayah a tau KPU 

menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan 

alasan penolakan. 
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(7) Persetujuan kegiatan subkontrak kepada penerima 

subkontrak yang belum tercantum dalam keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan 

sebagaimana ctimaksuct pacta ayat ( 1) huruf a a tau 

pemberitahuan sebagaimana dimaksuct pacta ayat (l) 

huruf b hanya berlaku untuk l (satu) kali kegiatan 

subkontrak. 

(8) Dalam hal subkontrak sebagaimana dimaksuct pacta ayat 

(l) akan ctilakukan secara tetap dan/atau berulang, 

Perusahaan KITE Pembebasan harus mengajukan 

perubahan data penerima subkontrak dalam keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan. 

(9) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) 

huruf a, sesuai contoh format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dart Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(10) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pacta ayat 

( l) huruf b, sesuai contoh format sebagaimana tercantum 

ctalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tictak 

terpisahkan ctari Peraturan Direktur J enderal ini. 

(ll) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

sesuai contoh format sebagaimana tercantum dala1n 

Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dart Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Pasal 19 

(l) Perusahaan KITE Pembebasan dapat mensubkontrakkan 

kegiatan pengolahan, perakitan, dan/ a tau pemasangan 

kepada penerima subkontrak di 1uar daerah pabean, 

dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah a tau KPU yang 

n1enerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan. 

(2) Kegiatan subkontrak sebagaimana dimaksud pacta ayat 

(l) hanya dapat dilakukan dalam hal secara teknis 

pekerjaan subkontrak tersebut tidak dapai dikerjakan di 

dalam daerah pabean atau tidak dapat memenuhi standar 

mutu dalam hal dike1jakan di dalam daerah pabean. 
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(3) Atas impor kembali hasil pekerjaan subkontrak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 

a. dilakukan pemeriksaan fisik; 

b. fasilitas KITE Pembebasan tetap diberikan dalam hal 

dapat dibuktikan barang yang diimpor kembali 

merupakan barang yang disubkontrakkan ke luar 

daerah pabean; dan 

c. atas bagian-bagian (parts) pengganti a tau 

ditambahkan, serta biaya pengeljaannya termasuk 

ongkos angkutan dan asuransi, berlaku ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengat.ur 

mengenai impor kembali barang yang telah diekspor 

untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan 

pengujian. 

(4) Ekspor untuk kegiatan subkontrak kepada penerima 

subkontrak di luar daerah pabean dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai ekspor. 

(5) Impor kembali hasil pekerjaan subkontrak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

pengeluaran barang impor untuk dipakai. 

Pasal 20 

( 1) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan 

mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah 

atau KPU dilampiri dengan: 

a. daftar jenis dan jumlah barang yang akan 

disubkonlrakkan disertai dokumen pemberitahuan 

pabean imp or dan/ a tau dokumen pemberitahuan 

pabean pemasukan asal barang yang akan 

disubkonlrakkan; 

b. alur proses produksi dan alasan perlunya dilakukan 

kegiatan subkontrak kepada penerima subkontrak di 

luar daerah pabean; 
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c. dokumen yang akan dapat membuktikan bahwa 

barang yang nantinya diimpor kembali merupakan 

barang yang disubkontrakkan ke luar daerah pabea n; 

dan 

d . daftar perkiraan bagian-bagian (parts) pengganti atau 

ditambahkan, serta biaya perbaikannya termasuk 

ongkos angkutan dan asuransi, dalam hal terdapat 

penggantian, penambahan, atau biaya-biaya 

dimaksud. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat (l) 

disampaikan secara elektronik. 

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat 

(l) tidak dapat disampaikan secara elektronik, 

permohonan disampaikan secara tertulis. 

(4) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditujuk melakukan penelitian atas 

permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat ( l). 

(5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat (l). 

kepala KantorWilayah atau KPU memberikan persetujuan 

atau penolakan paling lama: 

a . 5 (lima) jam ke1ja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

elektronik; atau 

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal pem1ohonan disampaikan secara 

tertulis. 

(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaks ud pada ayat 

(l) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menerbitkan surat persetujuan subkontrak kepada 

penerima subkontrak di luar daerah pabean. 

(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menyampaikan suraL penolakan dengan n1enyebutkan 

alasan pen olakan. 



- 39-

(8) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l). 

sesuai contoh format sebagaimana tercant.um dalam 

Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

drui Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(9) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 

sesuai contoh format sebagaimana t.ercantum dalam 

Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Bagian Kelima 

Periode KITE Pembebasan 

Pasal21 

( l) Periode KITE Pembebasan merupakan periode yang 

diberikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk 

melaksanakan realisasi ekspor terhitung sejak tanggal 

pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/ a tau 

pemberitahuan pabean pemasukan. 

(2) Periode KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pacta 

ayat (l) diberikan: 

a. untuk waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; atau 

b. melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dalam hal Perusal"laan KITE Pembebasan memiliki 

masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

(3) Pen1sahaan KITE Pembebasan mengajukan pem1ohonan 

perpanjangan periode KITE Pembebasan dilampiri dengan 

bukt.i yang mendukung pemenuhan persyaratan 

perpanjangan pe1iode KITE Pembebasan. 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksuct pacta ayat (3) harus 

disampaikan sebelum periode KITE Pembebasan berakhir. 

(5) Permohonan sebagaimana climaksud pacta ayat (3) 

disampaikan secara elektronik. 

(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat. 

(3) tidak dapal ctisampaikan secara elektronik, 

permohonan clisampaikan secara tertulis. 
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(7) Atas permohonan perpanjangan periode KITE 

Pembebasan, Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau 

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan 

penelitian terhadap: 

a. periode KITE Pembebasan atas dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/ a tau 

pemberitahuan pabean pemasukan; 

b. alasan permohonan perpanjangan periode KITE 

Pembebasan; dan 

c. bukti pendukung terkait alasan permohonan 

perpanjangan periocte KITE Pembebasan. 

(8) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan 

atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud 

pacta ayat (3) paling lama: 

a. 5 (lima) jam ke1ja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan ctisampaikan secara 

elektronik; atau 

b. 3 (tiga) hari kelja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

tertulis. 

(9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksuct pacta ayat 

(3) ctisetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU: 

a. menerbitkan surat persetujuan perpanjangan periode 

KITE Pembebasan, ctengan jangka waktu paling lama 

sesuai ketentuan; dan 

b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perusal1aan 

KITE Pembebasan untuk memperpanjang jangka waktu 

jaminan. 

( 1 0) Dalam hal permohonan sebagaimana ctimaksuct pacta ayat 

(3) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan 

alasan penolakan. 

(11) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat (3), 

sesuai contoh fonnat sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

ctari Peraturan Direktur Jenderal ini. 
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(12) Surat persetujuan perpanjangan periode KITE 

Pembebasan, sesuai contoh format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(13) Surat penolakan atas permohonan perpanjangan periode 

KITE Pembebasan, sesuai contoh format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(l) Perusahaan 

permohonan 

Pembebasan 

Pasal22 

mengajukan 

periode KITE 

perpanjangan 

KITE Pembebasan dapat 

perpanjangan kembali 

yang telah diberikan 

sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 21 ayat (9). dengan 

dilampiri bukti yang menctukung pemenuhan persyaratan 

perpanjangan periocte KITE Pembebasan. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksuct pacta ayat (l) 

ctisampaikan secara elektronik. 

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat 

( 1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, 

permohonan disampaikan secara tertulis kepada Direktur 

Fasilitas Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal melalui 

kepala Kantor Wilayah a tau KPU. 

(4) Atas permohonan perpanjangan periode KITE 

Pen1bebasan, Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau 

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk n1elakukan 

penelitian terhadap: 

a. periode KITE Pembebasan dokumen pembe1itahuan 

pabean impor dan/ a tau pemberitahuan pabean 

pemasukan; 

b. alasan permohonan perpanjangan periode KITE 

Pembebasan; dan 

c. bukti pendukung terkait alasan permohonan 

perpanjangan periode KITE Pembebasan. 
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(5) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan 

rekomendasi kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan 

mengenai persetujuan atau penolakan atas permohonan 

sebagaimana ctimaksuct pacta ayat (l) paling lama: 

a. 5 (lima) jam kerja setelah pennohonan ctiterima secara 

lengkap, ctalam hal permohonan disampaikan secara 

elektronik; atau 

b . 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secm·a 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

tertulis. 

(6) Atas rekomendasi sebagaimana dimaksuct pacta ayat (5), 

Direktur Fasilitas Kepabeanan atau Pejabat Bea dan Cukai 

yang ditunjuk melakukan penelitian kembali terhactap: 

a. periode KITE Pembebasan dokumen pembe1itahuan 

pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean 

pemasukan; 

b. alasan permohonan perpanjangan periocte KITE 

Pembebasan; dan 

c. bukti pendukung terkait alasan permohonan 

perpanjangan periode KITE Pembebasan. 

(7) Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Direktur 

Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan atas 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling 

lama: 

a. 5 (lima) jam kerja setelal1 rekomenctasi dari Kepala 

Kantor Wilayah atau KPU diterima, ctalam hal 

permohonan disampaikan secara elektronik; atau 

b. 3 (tiga) hari kerja setelah rekomendasi dari Kepala 

Kantor Wilayah atau KPU diterima, ctalam hal 

permohonan disampaikan secara tertulis. 

(8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat 

(l) disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan: 

a . menerbitkan s urat persetujuan perpanjangan periocte 

KITE Pembebasan , dengan jangka waktu paling lama 

sesuai ketentuan; dan 



- 43-

b. menyampaikan pemberitahuan kepacta Perusahaan 

KITE Pembebasan untuk memperpanjangjangka waktu 

jaminan. 

(9) Dalam hal permohonan sebagaimana ctimaksuct pacta ayat 

( 1) ctitolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan menyampaikan 

surat penolakan ctengan menyebutkan alasan penolakan. 

(10) Surat permohonan sebagaimana ctimaksuct pacta ayat (1), 

sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XXIII yang merupakan bagian tictak terpisahkan 

ctari Peraturan Direktur Jencteral ini. 

(11) Surat rekomenctasi mengenai perpanjangan periocte KITE 

Pembebasan, sesuai contoh format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur J enderal ini. 

(12) Surat persetujuan perpanjangan periocte KITE 

Pembebasan, sesuai contoh format sebagaimana 

tercantum ctalan1 Lampiran XXV yang merupakan bagian 

tictak terpisahkan dari Peraturan Direktur J encteral ini. 

(13) Surat penolakan atas permohonan perpanjangan periocle 

KITE Pembebasan, sesuai contoh format sebagaimana 

lercantum ctalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian 

tictak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jencteral ini. 

BABIV 

EKSPOR 

Pasal23 

(1) Perusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan ekspor 

terhactap seluruh Hasil Proctuksi. 

(2) Ekspor sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dapat 

dilaksanakan ctengan cara: 

a. langsung ke luar daerah pabean; 

b . melalui Pus at Logistik Berikat; dan/ a tau 

c. diserahkan kepada Perusahaan KITE Pembebasan 

lain atau Perusahaan KITE Pengembalian, untuk 

ekspor barang gabungan. 
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(3) Atas ekspor melalui Pusat Logistik Berikat sebagaimana 

dimaksud pacta ayat (2) huruf b dapat digunakan sebagai 

pertanggungjawaban atas Barang dan Bahan dalam hal 

Hasil Produksi telah dikeluarkan dari Pusat Logistik 

Berikat ke pelabuhan muat untuk diekspor. 

(4) Ekspor barang gabungan sebagaimana dimaksud pacta 

ayat (2) huruf c digunakan sebagai pertanggungjawaban 

atas Barang dan Bahan dalam hal telah diekspor; 

(5) Ekspor barang gabungan sebagaimana dimaksud pacta 

ayat (2) huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut: 

a. digabungkan dengan Hasil Produksi Perusab.aan 

KITE Pembebasan lain atau Perusal1aan KITE 

Pengembalian; 

b. wajib diekspor dalam satu kesatuan unit; 

c. Ekspor sebagaimana dimaksud pacta huruf c 

dilakukan sebelum periode KITE Pembebasan; 

d . penyerahan barang untuk tujuan penggabungan 

dilakukan dengan menggunakan Surat Serah Terima 

Barang (SSTB); dan 

e. diberitahukan dalam 1 (satu) dokumen 

pemberitahuan pabean ekspor sebagai ekspor Hasil 

Produksi dengan mengisi nomor dan tanggal SSTB 

dalam lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean. 

(6) Diekspor dalam satu kesatuan unit sebagaimana 

dimaksud pacta ayat (5) hurufb merupakan Hasil Produksi 

Perusahaan KITE Pembebasan digabungkan menjadi satu 

kesatuan yang utuh dengan hasil produksi perusahaan 

lain namun masing-masing barang masih dapat 

dipisahkan. 

Pasal24 

(1) Atas ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 

(2) huruf a, Perusahaan KITE Pembebasan: 

a. memberitahukan ekspor sebagai kategori ekspor 

dengan fas ilitas KITE Pembebasan; dan 
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b. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan. 

pacta dokumen pemberitahuan pabean ekspor. 

(2) Atas ekspor melalui Pusat Logistik Berikat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b. Perusahaan 

KITE Pembebasan mencantumkan nomor dan tanggal 

keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE 

Pembebasan pacta dokumen pemberitahuan pabean 

ekspor. 

(3) Dalam hal dokumen pemberitahuan pabean ekspor tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pacta ayat 

(l) atau ayat (2). atas ekspor dimaksud tidak dapat 

digunakan sebagai penyelesaian Barang dan Bahan yang 

mendapat fasilitas KITE Pembebasan. 

(4) Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang­

undangan yang mengatur mengenai ekspor. 

BABV 

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN KEPABEANAN DAN 

PERPAJAKAN KARENA KEADAAN TERTENTU 

Pasal25 

(l) Dalam keadaan tertentu. atas Barang dan Bahan 

dan/ a tau Barang Contoh yang peri ode KITE Pembebasan 

belum berakhir dan belum clipertanggungjawabkan. 

Perusahaan KITE Pembebasan dibebaskan dart kewajiban 

membayar: 

a. Bea Masuk scrta pajak pertambahan nilai atau pajak 

pertambal1an nilai dan pajak penjualan atas barang 

mewah; 

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

ten tang pengenaan sanksi administrasi berupa denda 

di bidang kepabeanan; dan 
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c. sanksi administrasi atas pajak pertambahan nilai 

atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan 

atas barang mewah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pacta ayat (l) 

meliputi: 

a. kondisi kahar (force majeure}, seperti peperangan. 

bencana alam, atau kebakaran; atau 

b. kondisi lain yang mengakibatkan Perusahaan KITE 

Pembebasan tidak dapat mempertanggungjawabkan 

Barang dan Bahan dan/ a tau Barang Contoh 

berdasarkan manajemen risiko dan pertimbangan 

kepala Kantor Wilayah a tau KPU. 

(3) Pembebasan dart kewajiban sebagaimana dimaksud pacta 

ayat (l) diberikan berdasarkan persetujuan kepala Kantor 

Wilayah atau KPU atas nama Menteri. 

(4) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud 

pad a ayat (3), Perusahaan KITE Pembebasan 

menyampaikan permohonan kepada kepala Ka11.tor 

Wilayah atau KPU dengan melampirkan: 

a. bukti keadaan sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) 

berupa surat keterangan dart instansi yang 

berwenang; 

b. pernyataan jenis, jumlah, dan uraian barang yang 

musnah atau hilang karena keadaan sebagaimana 

dimaksud pacta ayat (2) disertai dengan pencantuman 

nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean; 

dan 

c. bukti yang mendukung bahwa barang musnah atau 

hilang karena keadaan sebagaimana dimaksud pacta 

ayat (2); 

(5) Permohonan sebagnimana dimaksud pacta ayat (4) 

disampaikan secara elektronik. 

(6) Dalam h al permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat 

(4) tidak dapat disampaikan secara elektronik, 

permohonan disampaikan secara tertulis. 
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(7) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditujuk melakukan penelitian: 

a. kebenaran bukti keadaan sebagaimana dimaksud pacta 

ayat (2); 

b. bukti yang mendukung bahwa barang musnah atau 

hilang karena keadaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2); 

c. periode KITE Pembebasan atas barang yang musnah 

atau hilang karena keadaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2); dan 

d. dalam hal diperlukan, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat 

melakukan pemeriksaan fisik, meminta untuk 

dilakukan audit kepabeanan dan/ a tau menlinta 

pertimbangan pihak ketiga yang berkompeten untuk 

membuktikan Barang dan Bahan telah musnah atau 

hilang karena keadaan sebagain1ana dimaksud pacta 

ayat (2). 

(8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat 

(4) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama 

Menteri melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a . menerbitkan surat keputusan pembebasan ctari 

kewajiban sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) ; 

b. mengembalikan jaminan sebesar kewajiban 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) yang telah 

dibebaskan; dan 

c. melakukan penyesuaian saldo Barang dan Bahan 

yang harus dipertanggungjawabkan berctasarkan 

surat keputusan pembebasan dari kewajiban 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) . 

(9) Surat keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud 

pacta ayat (8) huruf a sesuai dengan contoh format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang 

merupakan bagian tictak terpisahkan ctari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 
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BABVI 

PERTANGGUNGJAWABAN 

Bagian Pertama 

Penyelesaian Barang dan Bahan 

Pasal26 

(l) Barang dan Bahan yang diimpor dan/atau dimasukkan 

oleh Perusahaan KITE Pembebasan diselesaikan dengan 

cara Diolah, Dirakit, dan/ a tau Dipasang untuk diekspor. 

(2) Barang dan Bahan Rusak, yang tidak dapat Diolah, 

Dirakit. atau Dipasang, diselesaikan dengan cara 

din1usnahkan, diekspor kembali. atau dikembalikan. 

(3) Barang dalam proses (work in process) rusak sehingga 

tidak dapat Diolah, Dirakit, dan/ a tau Dipasang, 

diselesaikan dengan cara dimusnahkan. 

(4) Hasil Produksi Rusak diselesaikan dengan cara 

dimusnahkan. 

(5) Barang dan Bahan Rusak, yang karena sifat barang 

tersebut tidak dapat dimusnahkan, dan tidak dapat di 

ekspor kembali atau dikembalikan, diselesaikan dengan 

cara dirusak. 

(6) Barang dalam proses (work in process) rusak dan Hasil 

Produksi Rusak, yang karena sifat barang tersebut tidak 

dapat dimusnahkan, diselesaikan dengan cara dirusak. 

(7) Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan yang diimpor da1i luar daerah 

pabean dapat diekspor kembali. 

(8) Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan yang dimasukkan dari tempat 

sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 9 ayat (1) dapat 

dikembalikan dengan persetujuan kepala Kantor Pabean 

yang mengawasi tempat lokasi pengolal1an atau pabrik. 

(9) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1) sampai 

dengan ayat (8) dapat digunakan sebagai 

pertanggungjawaban atas Barang dan Bahan sepanjang 

dilakukan dalam periode KITE Pembebasan. 
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Pasal27 

(1} Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea Cukai 

yang ditunjuk melakukan monitoring atas penyelesaian 

Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

26. 

(2} Dalam hal berdasarkan basil monitoring kedapatan 

Barang dan Bahan tidalc dilakukan penyelesaian, kepala 

Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat penetapan 

dan menyampaikan kepada Perusahaan KITE 

Pembebasan untuk melunasi: 

a. Bea Masuk dan pajalc pertambahan nilai atau pajak 

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang 

mewah atas Barang dan Bahan yang terutang; 

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda 

di bidang kepabeanan; dan 

c. sanksi administrasi atas pajak pertambahan nilai 

atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan 

atas barang mewah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

(3} Pelaksanaan monitoring dan penerbitan surat penetapan 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (l) dan ayat (2) dapat 

dilakukan dengan menggunakan SKP fasilitas KITE 

Pembebasan. 

Pasal28 

(1} Sisa proses produksi (waste/scrap) dapat dimusnahkan 

atau dijual kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah 

pabean. 

(2} Dalam hal sisa proses produksi (waste/ scrap) dijual 

kepada pihak lain eli tempat lain dalam daerah pabean, 

Perusahaan KITE Pembebasan wajib: 
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a. memberitahukan sisa proses produksi (waste/scrap) 

yang dijual dalam dokumen pemberitahuan 

penyelesaian barang asal impor yang mendapat 

kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4) kepada 

kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi 

kegiatan usaha; 

b. membayar: 

1. Bea Masuk, dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

a) 5% (lima persen) dikalikan harga jual, dalmn 

hal tarif Bea Masuk umum (Most Favoured 

Nation) Barang dan Bahannya 5% (lima 

persen) atau lebih; atau 

b) iarif yang berlaku dikalikan harga jual, dalam 

hal tarif Bea Masuk umum (Most Favoured 

Nation) Barang dan Bahannya kurang dari 5% 

(lima persen); 

2. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah atas Barang dan Bahan impor 

dan/atau pemasukan, yang dihitung 

berdasarkan harga jual; dan 

c. memungut pajak pertambahan nilai atau pajak 

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang 

mewah dan membuat faktur pajak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan. 

(3) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi kegiatan 

usaha: 

a . meneliti dokumen pemberitahuan penyelesaian barang 

asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan 

ekspor; 

b. melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen 

risiko; dan 

c. menerbitkan tagil1an (billing) untuk pelunasan 

kewajiban sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) 

hurufb. 
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Pasal29 

( l) Perusahaan KITE Pembebasan hants mengajukan 

permohonan kepada kepala Kantor Pabean yang 

mengawasi lokasi tempat pengolahan atau pabrik untuk 

dapat melakukan pemusnahan: 

a . Barang dan Bahan Rusak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (2) , dengan dilampiri: 

1. dokumen pemberitahuan penyelesaian barang 

asal impor yang mendapat kemudahan impor 

tujuan ekspor (BC 2.4); 

2 . dokumen pemberitahuan pabean impor 

dan/ a tau dokumen pemberitahuan pabean 

pemasukan serta dokumen pelengkap pabean; 

dan 

3. rekapitulasi jenis, jumlah, satuan, kode barang, 

serta nomor dan tanggal dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/ a tau 

dokumen pemberitahuan pabean pemasukan 

Barang dan Bahan Rusak yang akan 

dimusnahkan. 

b . Barang dalam proses (work in process) rusak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Hasil 

Produksi Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

26 ayat (4), dan sisa proses produksi (waste/ scrap) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), 

dengan dilampiri: 

l . dokumen pemberitahuan penyelesaian barang 

asal impor yang mendapat kemudahan impor 

tujuan ekspor (BC 2.4); 

2. dokumen pemberitahuan pabean in1por 

dan/ a tau dokumen pemberitahuan pabean 

pemasukan serta dokumen pelengkap pabean; 

dan 
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3. daftar barang yang akan dimusnahkan memuat 

rincian beru pa: 

a) uraian jenis, jumlah, satuan, kode barang 

dalam proses (work in process) rusak, Hasil 

Produksi Rusak, atau sisa proses produksi 

(waste/ scrap); 

b) uraian jenis. jumlah, kode Barang dan 

Bahan serta nomor dan tanggal dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/ a tau 

dokumen pemberitahuan pabean 

pemasukan asal Barang dan Bahan dart 

barang dalam proses (work in process) 

rusak dan/ a tau Hasil Produksi Rusak yang 

akan dimusnahkan. 

(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( l) 

huruf a, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian: 

a. kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen 

pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang 

mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4); 

b. kelengkapan pengisian rekapitulasi jenis, jumlah, 

kode barang, serta nomor dan tanggal dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/ a tau dokun1en 

pemberitahuan pabean pemasukan Barang dan 

Bal1an Rusak yang akan dimusnahkan; 

c. kesesuaian jenis Barang dan Bahan Rusak yang akan 

dimusnahkan dengan jenis barang dalam dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/ a tau dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan; 

d. kesesuaian jenis, jumlah dan kode barang yang akan 

dimusnahkan dengan dokumen pemberitahuan 

penyelesaian barang asal impor yang mendapat 

kemudaha.n impor tujuan ekspor (BC 2.4); dan 

e. periode KITE Pembebasan Barang dan Bahan yang 

akan dimusnahkan berdasarkan dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/ a tau dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan. 
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(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, Pejabat Bea dan Cukai melakukan peneliiian: 

a. kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen 

pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang 

mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4); 

b. kelengkapan pengisian daftar barang berupa: 

l) uraian jenis, jumlah, satuan, kode barang dalam 

proses (work in process) rusak, Hasil Produksi 

Rusak, a tau sis a proses produksi (waste I scrap); 

dan 

2) uraian jenis, jumlah, satuan, kode Barang dan 

Bahan serta nomor dan tanggal dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/ a tau dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan asal Barang 

dan Bahan dari barang dalam proses (work in 

process) rusak dan/ a tau Hasil Produksi Rusak 

yang akan dimusnahkan; 

c. kesesuaian jenis Barang dan Bahan asal dari barang 

dalan1 proses (work in process) rusak atau Hasil 

Produksi Rusak yang akan dimusnahkan dengan 

jenis Barang dan Bahan berdasarkan dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan; 

d. kesesuaian jenis, jumlah, satuan, dan kode barang 

yang akan dimusnahkan dengan dokumen 

pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang 

mendapat kemudahan impor tujuan ekspor; dan 

e. periode KITE Pembebasan Barang dan Bahan asal 

dart barang dalam proses (work in process) rusak atau 

Hasil Produksi Rusak yang akan dimusnahkan 

berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor 

dan/ a tau dokumen pemberitahuan pabean 

pemasukan. 

(4) Dalam hal h asil penelitian sebagaimana dimaksud pacta 

ayat (2) dan ayat (3) sesuai, Pejabat Bea dan Cukai: 

a. melakukan pencacahan; 
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b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pemusnahan; dan 

c. membuat beriia acara pemusnahan. 

(5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pacta ayat (4) dilakukan 

dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan 

diterima secara lengkap. 

(6) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pacta 

ayat (2) dan ayat (3) terdapat barang yang tidak memenuhi 

syarat untuk dilakukan pemusnahan, permohonan 

pemusnahan terhadap barang tersebut ditolak. 

Pasal30 

(1) Perusahaan KITE Pembebasan harus mengajukan 

permohonan kepada kepala Kantor Pabean yang 

mengawasi lokasi tempat pengolahan atau pabrik untuk 

dapat melakukan penyelesaian dengan cara dirusak 

terhadap: 

a. Barang dan Bahan Rusak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (5), dengan dilampiri: 

1. dokumen pemberitahuan pabean impor 

dan/atau dokumen pembe1itahuan pabean 

pemasukan serta dokumen pelengkap pabean; 

2. rekapitulasi jenis, jumlah, kode barang, serta 

nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan 

pabean impor dan/ a tau dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan Barang dan 

Bahan Rusak yang akan diselesaikan dengan 

cara dirusak. 

b. Barang dalam proses (work in process) rusak dan 

Hasil Produksi Rusak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26 ayat {6), dengan dilampiri: 

l . dokumen pemberitahuan pabean 

dan/ a tau dokumen pemberitahuan 

impor 

pabean 

pe1nasukan serta dokumen pelengkap pabean 

asal Barang dan Bahan dari barang dalam 

proses ( u..Jork in process) rusak dan Hasil 

Produksi Rusak; 
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2. daftar barang yang akan diselesaikan dengan 

cara dirusak memuat rincian berupa: 

a) uraian jenis, jumlah, kodc barang dalam 

proses ( worlc in process) rusak a tau Hasil 

Produksi Rusak; 

b) uraian jenis, jumlah, kode Barang dan 

Bahan serta nomor dan tanggal dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/ a tau 

dokumen pemberitahuan pabean 

pemasukan asal Barang dan Bahan dari 

barang dalam proses (work in process) 

rusak dan/ a tau Hasil Produksi Rusak yang 

akan diselesaikan dengan cara dirusak. 

(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat (l) 

huruf a, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian: 

a. kelengkapan pengisian rekapitulasi jenis, jumlah, 

kode barang, serta nomor dan tanggal dokumen 

pemberitahuan pabean imp or dan/ a tau dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan Barang dan 

Bahan Rusak yang akan diselesaikan dengan cara 

dirusak; 

b. kesesuaian jenis Barang dan Bahan Rusak yang akan 

diselesaikan dengan cara dirusak dengan jenis 

barang dalam dokumen pemberitahuan pabean impor 

dan/ a tau dokumen pemberitahuan pabean 

pemasukan; dan 

c. periode KITE Pembebasan Barang dan Bahan yang 

akan diselesaikan dengan cara dirusak berdasarkan 

dokumen pembe1itahuan pabean impor dan/ a tau 

dokumen pemberitahuan pabean pemasukan. 

(3) Atas perrnohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1) 

huruf b , Pejab<lt Bea dan Cukai melakukan penelitian: 

a. kelengkap<ln pengisian daftar barang berupa: 

l) uraian jenis , jumlah, satuan, kode barang dalam 

proses ( worlc in process) n1sak a tau Hasil Produksi 

Rusak; dan 
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2) uraian jenis, jumlah, satuan, kode Barang dan 

Bahan serta nomor dan tanggal dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/ a tau dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan asal Barang 

dan Bahan dari barang dalam proses (work in 

process) rusak dan/ a tau Hasil Produksi Rusak 

yang akan diselesaikan dengan cara dirusak; 

b. kesesuaian jenis Barang dan Bahan asal dari barang 

dalam proses (work in process) rusak atau Hasil 

Produksi Rusak yang akan diselesaikan dengan cara 

dirusak denganjenis Barang dan Bahan berdasarkan 

dokumen pembe1itahuan pabean impor dan/ a tau 

dokumen pemberitahuan pabean pemasukan; dan 

c. periode KITE Pembebasan Barang dan Bahan asal 

dari barang dalam proses (work in process) rusak a tau 

Hasil Produksi Rusak yang akan diselesaikan dengan 

cara dirusak berdasarkan dokumen pemberitahuan 

pabean impor dan/ a tau dokumen pemberitahuan 

pabean pemasukan. 

(4) Dalam hal basil penelitian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3) terdapat barang yang tidak memenuhi 

syarat untuk dilakukan penyelesaian dengan cara 

dirusak: 

a. barang yang tidak memenuhi syarat untuk dirusak 

tersebut ditolak; dan 

b. pelaksanaan penyelesaian barang dengan cara din1sak 

dilakukan terhadap barang yang memenuhi syarat. 

(5) Terhadap barang yang akan diselesaikan dengan cara 

dirusak berdasarkan basil penelitian sebagaimana 

dimaksud pacta ayat (2) dan ayat (3) sesuai atau memenuhi 

syarat sebagaimana dimaksud pacta ayat (4) huruf b, 

Pejabat Bea dan Cukai: 

a . melakukan pencacahan; 

b . melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

penyelesaian dengan cara dirusak; dan 
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c. membuat bertta acara penyelesaian dengan cara 

dirusak. 

(6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pacta ayat (2), ayat (3) . 

dan ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) h art 

kerja sejak pennohonan ditertma secara lengkap. 

(7) Berdasarkan bertta acara penyelesaian dengan cara 

dirusak, Perusahaan KITE Pembebasan: 

a . memberttahukan Barang dan Bahan, barang dalam 

proses (work in process) rusak, dan Hasil Produksi 

Rusak yang diselesaikan dengan cara dirusak dengan 

menggunakan dokumen pemberitahuan penyelesaian 

barang asal impor yang mendapat kemudahan impor 

tujuan ekspor (BC 2.4) kepada kepala Kantor Pabean 

yang mengawasi lokasi kegiatan usaha; 

b. membayar bea masuk dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

1. 5% (lima persen) dikalikan harga jual, dalam hal 

tartf Bea Masuk umum (Most Favoured Nation) 

Barang dan Bahannya 5% (lima persen) atau lebih; 

a tau 

2. tarif yang berlaku dikalikan harga jual, dalam hal 

tartf Bea Masuk umum (Most Favoured Nation) 

Barang dan Bahannya kurang dart 5% (lima persen); 

c. membayar pajak pertambahan nilai atau pajak 

pertambahan nilai dan pajak penjualan a tas b arang 

mewah atas Barang dan Bahan impor dan / a tau 

pemasukan yang dihitung berdasarkan hargajual; dan 

d . memungut pajak pertambahan nilai atau pajak 

pertamba.han nilai dan pajak penjualan atas barang 

mewah dan membuat fakiur pajak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

(8) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi kegiatan 

usaha atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk: 

a. meneliti kelengkapan dan kebenaran pengis ian 

dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal 

impor yang mencla pat kemu dahan impor tujuan 

ekspor; dan 
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b. menerbitkan tagihan (billing) untuk pelunasan 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (7) huruf b dan ayat 

(7) huruf c. 

Pasal 31 

(l) Untuk dapat melakukan ekspor kembali Barang dan 

Bahan Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 

(2) dan Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (7), Perusahaan KITE Pembebasan 

mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Pabean 

pemuatan. 

(2) Untuk dapat melakukan pengembalian Barang dan Bahan 

Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan 

Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (8). Perusahaan KITE Pembebasan 

harus mengajukan permohonan kepada kepala Kantor 

Pabean yang mengawasi lokasi tempat pengolahan atau 

pabrik. 

(3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud 

pacta ayat ( l) a tau ayat (2) dilampirkan pad a saai 

pengajuan dokumen pemberitahuan ekspor kembali atau 

pengembalian. 

(4) Ekspor kembali atau pengembalian Barang dan Bahan 

Rusak dan Barang dan Bahan sisa dilaksanakan sesuai 

dengan: 

a. peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai ekspor; 

b. peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai Tempat Penimbunan Berikat; 

c. peraturan pcrundang-undangan yang mengatur 

mengenai Kawasan Ekonomi Khusus; atau 

d. peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai Kawasan Bebas. 
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(5) Pcrusahaan KITE Pernbebasan merninta salinan dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan ke Tempat 

Penimbunan Berikat. Kawasan Ekonomi Khusus, atau 

Kawasan Bebas, atas pengembalian sebagaimana 

dimaksud pacta ayat (2) untuk kelengkapan penyampaian 

laporan pertanggungjawaban. 

Bagian Kedua 

Laporan Pertanggungjawaban 

Pasal32 

(l) Perusahaan KITE Pembebasan wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban atas penyelesaian Barang 

dan Bahan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang 

menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

berakhirnya periode KITE Pembebasan. 

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 

pacta ayat (l) disampaikan dalam bentuk laporan 

pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01). 

(3) Laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (l) dapat disampaikan 

dengan cara: 

a. diserahkan dengan surat permohonan pengunggahan 

(loading) BCL.KT 01 kepada kepala Kantor Wilayah 

a tau KPU; a tau 

b. dikirim secara daring melalui pertukcu.-an data 

elektronik ke dalam SKP fasilitas KITE Pembebasan. 

(4) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyan1paian laporan 

pertanggungjawaban jatuh pacta hari libur nasional, 

laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lama 

pacta hart ke1ja berikutnya setelah tanggal jatuh tempo. 

(5) Kewajiban pcnyampaian laporan pertanggungjawaban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terpenuhi dalam hal 

telah diterima dalam SKP, dengan mendapatkan register. 
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(6) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan monitoring atas 

kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban 

Barang dan Bahan (BCL.KT 01). 

(7) Kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaika n 

pemberitahuan pertama kepada Perusahaan KITE 

Pembebasan atas Barang dan Bahan yang belum 

disampaikan laporan pertanggungjawabannya, 30 (tiga 

puluh) h ari sebelum periode KITE Pembebasan berakhir. 

(8) Kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan 

pemberitahuan kedua kepada Perusahaan KITE 

Pembebasan atas Barang dan Bahan yang belum 

disampaikan laporan pertanggungjawaban, 30 (tiga puluh) 

hari sebelum batas waktu penyampaian laporan 

pertanggungj a waban berakhir. 

(9) Pemberitahuan pertama sebagaimana dimaksud pacta ayat 

(7) dan pemberitahuan kedua sebagaimana dimaksud 

pacta ayat (8) dapat disampaikan menggunakan SKP. 

( 1 0) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana 

dimaksud pacta ayat (1) atau ayat (4) laporan 

pertanggungjawaban tidak disampaikan, fasilitas KITE 

Pembebasan dibekukan. 

(11) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman atas 

pembekuan sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1 0) dalam 

SKP. 

( 12) Perusahaan KITE Pembebasan dapat menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban paling lama 30 (t.iga puluh) 

hari sejak tanggal dibekukan atas Barang dan Bahan yang 

belum disampaikan laporan pertanggungjawaban 

sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1 0) setelah melakukan 

perpanjangan jangka waktu jaminan, dalam hal Barang 

dan Bahan telah dilakukan penyelesaian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26. 

(13) Dalam hal Perusah an KITE Pembebasan tidak dapat 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai 

dengan 30 (tiga puluh) hari sejak fasilitas KITE 
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Pembebasan dibekukan sebagaimana dimaksud pacta ayat 

( 1 0). kepala Kantor Wilayah a tau KPU menerbitkan dan 

menyampaikan surat penetapan kepada Perusahaan KITE 

Pembebasan untuk melunasi: 

a. Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah atas Barang dan Bahan yang teru tang; 

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda 

di bidang kepabeanan; dan 

c. sanksi administrasi atas pajak pertambahan nilai 

atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan 

atas barang mewah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

(14) Surat penetapan sebagaimana dimaksud pacta ayat (13) 

disampaikan kepada penjamin/ surety dalan1 hal 

penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan melalui 

pencairan jaminan. 

(15) Laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 

01) sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) sesuai contoh 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

( 16) Register sebagaimana dimaksud pacta ayat (5) sesuai 

contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Direktur J enderal ini. 
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Pasal 33 

(l) Penyampaian laporan perlanggungjawaban Barang dan 

Bahan (BCL.KT 0 1) dilampiri dengan: 

a. dokumen pemberitahuan pabean berupa: 

1. dokumen pemberitahuan pabean impor 

dan/atau dokumen pemberitahuan pabean 

pemasukan serta dokumen pembe1itahuan 

pabean ekspor. yang telah mendapatkan 

persetujuan keluar Pejabat Bea dan Cukai; 

2. dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian 

Barang dan Bal1an Rusak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) . barang dalam 

proses (work in process) rusak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), dan/ a tau 

Hasil Produksi Rusak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (4) serta berita acara 

pemusnahan dalam hal diselesaikan dengan 

cara dimusnahkan; 

3. dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian 

Barang dan Bahan Rusak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), barang dalam 

proses (work in process) rusak, dan/ a tau Hasil 

Produksi Rusak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26 ayat (6) serta berita acara penyelesaian 

dengan cara dirusak, dalam hal diselesaikan 

dengan cara dirusak; 

4. dokumen pemberital1uan pabean ekspor atas 

penyelesaian Barang dan Bahan Rusak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) 

dan penyelesaian Barang dan Bahan sisa atau 

tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7). 

dalam hal diselesaikan dengan diekspor kembali; 

5. dokumen pemberitahuan pabean pemasukan ke 

Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Ekonomi 

Khusus. atau Kawasan Bebas atas penyelesaian 

Barang dan Bahan rusak sebagaimana dimaksud 
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pada Pasal 26 ayat (2) dan penyelesaian Barang 

dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan sebagaimana 

dimaksud dalam pada Pasal 26 ayat (8), dalam hal 

diselesaikan dengan dikembalikan; 

6. Surat Serah Terima Barang (SSTB) dalan1 hal 

dilakukan ekspor gabungan; dan 

b. bukti realisasi ekspor, dalam hal Barang dan Bahan 

diselesaikan dengan diekspor, berupa: 

1. laporan hasil penelitian realisasi ekspor; dan 

2. dokumen bukti transaksi keuangan/ 

pembayaran atas ekspor I devisa hasil ekspor. 

(2) Ketentuan penyerahan salinan cetak dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/ a tau dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan serta dokumen 

pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l) huruf a a.ngka 1 dan angka 4 tidak berlaku 

bagi Perusahaan KITE Pembebasan yang melakukan 

impor dan/atau pemasukan serta ekspor yang 

pemberitahuan pabeannya diajukan di Kantor Pabean 

yang telah menerapkan SKP. 

(3) Laporan hasil penelitian realisasi ekspor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 merupakan 

laporan hasil rekonsiliasi terhadap dokumen pabean 

ekspor dan outward manifest dengan mencocokkan 

elemen data berupa nomor dan tanggal dokumen pabean 

ekspor dalam SKP. 

(4) Dalam hal 7 (tujuh) hari setelah tanggal perkiraan ekspor 

hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

kedapatan tidak sesuai, SKP memberitahukan 

ketidaksesuaian melalui notifikasi tidak rekon. 

(5) Berdasarkan notifikasi tidak rekon sebagaimana 

dimaksud pacta ayat (4). Perusahaan KITE Pembebasan 

menginput data PEB pacta SKP dan menyerahkan atau 

mengunggah dokumen: 

a. PP-PEB. dalam hal dilakukan pembetulan PEB; 

b. SSTB, dalam hal barang ekspor gabungan; 
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c. Invoice; 

d. Packing list; dan 

e. House B/L atau AWB. 

(6) Perusahaan KITE Pembebasan wajib mengunggah 

dokumen sebagaimana dimaksud pacta ayat (5) dalam SKP 

atau menyerahkan ke Kantor Wilayah atau KPU dalam 

jangka waktu paling lambat sebelum periode KITE 

Pembebasan berakhir. 

(7) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian atas dokumen 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (5) dan memberikan 

persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling 

lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya 

dokumen dengan lengkap dan sesuai dalam SKP. 

(8) Ketentuan penyerahan salinan cetak bukti realisasi ekspor 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) huruf b tidak 

berlaku dalam hal data telah tersedia pacta SKP. 

(9) Laporan basil penelitian realisasi ekspor sebagaimana 

dimaksud pacta ayat (3) dan tata cara penelitian 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (7) dilakukan sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam 

Lamp iran XXX yang meru pakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur J enderal ini. 

Pasal 34 

(1) Terhadap laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan 

(BCL.KT 01) yang diserahkan dengan surat permohonan, 

Pejabat Bea dan Cukai: 

a . menerima surat permohonan pengunggahan (loading) 

BCL.KT 01 yang akan diunggah; 

b. melakukan pengunggahan (loading) data BCL.KT 01 ke 

dalam SKP fasilitas KITE Pembebasan; dan 

c. memastikan data BCL.KT 01 yang diunggah (loading) 

telah masuk atau tersimpan dalam SKP fasilitas KITE 

Pembebasan. 
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(2) Terhadap laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan 

(BCL. KT 01) yang disampaikan dengan cara sebagaimana 

dimaksud pacta pasal 32 ayat (3), kepala Kantor Wilayah 

atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai 

Perusahaan KJTE Pembebasan atau Pejabat Bea dan Cukai 

yang ditunjuk melakukan penelitian: 

a. kebenaran pengisian laporan pertanggungjawaban 

Barang dan Bahan (BCL.KT 01); 

b. kesesuaian dokumen pemberitahuan pabean impor, 

dokumen pemberitahuan pabean pemasukan, 

dokumen pemberitahuan pabean ekspor, dan/atau 

dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian yang 

dilaporkan dengan data pada SKP atau data pacta 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

c. pemenuhan persyaratan pencantuman keputusan 

pemberian fasilitas KJTE Pembebasan pacta dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/ a tau dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan serta dokumen 

pemberitahuan pabean ekspor; 

d . pemenuhan persyaratan pemberitahuan ekspor 

sebagai kategori ekspor dengan fasilitas KITE 

Pembebasan pacta dokumen pemberitahuan pabean 

ekspor; 

e . kesesuaian jenis Bar ang dan Bahan yang dilaporkan 

dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan 

(BCL.KT 01) dengan jenis Barang dan Bahan yang 

diimpor dan/ a tau dimasukkan berdasarkan data pacta 

SKP; 

f. ketersediaan saldo Barang dan Bahan yang dilaporkan 

dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan 

(BCL.KT 01) dibandingkan dengan jumlah Barang dan 

Bahan yang h arus dipertanggungj awabkan 

berdasarkan data pada SKP; 
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g. kesesuaian jumlah dan jenis Hasil Produksi yang 

dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Barang 

dan Bahan (BCL.KT 0 1) dengan jumlah dan jenis Hasil 

Produksi dalam dokumen pemberitahuan pabean 

ekspor berdasarkan data pada SKP; 

h. kesesuaian jumlah dan jenis Barang dan Bahan Rusak, 

barang dalam proses (work in process) rusak, Hasil 

Produksi Rusak yang dilaporkan dalam laporan 

pert.anggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 0 l) 

dengan jumlah dan jenis tersebut dalam dokumen 

pemberita.huan pabean penyelesaian, dalam hal 

terdapat penyelesaian dengan cara dimusnahkan 

dan/ a tau dirusak; 

i. kesesuaian jumlah dan jenis Barang dan Bahan Rusak, 

Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan yang dilaporkan dalan1 

laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan 

(BCL.KT 01) dengan jumlal1 dan jenis barang tersebut 

dalam dokumen pemberital1uan pa.bean penyelesaian, 

dalam hal terdapat penyelesaian dengan cara diekspor 

kembali atau dikembalikan; 

j. kesesuaian nomor Konversi yang dicantumkan dalam 

laporan pertanggungjawaban Ba.rang dan Bahan 

(BCL.KT 01) berdasarkan data Konversi pada SKP; dan 

k. pemenuhan waktu realisasi ekspor dan/atau waktu 

penyelesaian Barang dan Bahan terhitung sejak 

tanggal pendaftaran pemberita.huan pabean impor 

dan/ a tau pemberitahuan pabean pemasukan sesuai 

dengan periode KITE Pembebasan. 

(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pacta 

ayat (2) kedapatan sesuai, atas laporan 

pertanggungjawaban yang disampaikan dibe1ikan register. 

(4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pacta 

ayat (2) kedapatan tidak sesuai, laporan 

pertanggungj a waban dikembalikan. 
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(5) Pemberitahuan pengembalian laporan 

pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (4) sesuai contoh format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Pasal 35 

(1) Terhadap laporan pertanggungjawaban yang telah 

mendapatkan register, kepala Kantor Wilayah alau KPU 

atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan 

penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1). 

(2) Dalam hal perusahaan belum menyampaikan 

kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 33 ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau 

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan 

pemberitahuan kepada perusahaan. 

(3) Perusahaan wajib menyampaikan kelengkapan dokumen 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) paling 

lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (2). 

(4) Dalam hal perusahaan tidak menyampaikan kelengkapan 

dokumen sebagaimana dimaksud pacta ayat (3), laporan 

pertanggungjawaban ditolak. 

(5) Dalam hal perusahaan telah menyampaikan kelengkapan 

dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) , 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap: 

a. pemenuhan waktu penyerahan Konversi, kebenaran 

impor dan/ a tau pemasukan, dan kebenaran 

transaksi ekspor atau penyelesaian lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26; dan 
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b. kesesuaian jumlah pemakaian Barang dan Bahan 

yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban 

Barang dan Bahan (BCL.KT 0 1) dengan jumlah 

pemakaian Barang dan Bahan yang terkandung 

dalam Hasil Produksi berdasarkan Konversi. 

(6) Untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran 

transaksi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

huruf a, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk 

menggunakan data: 

a. laporan hasil penelitian realisasi ekspor; dan 

b. devisa hasil ekspor atau dokumen bukti transaksi 

keuangan/pembayaran atas ekspor. 

(7) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat. (5) 

hurufb berupa: 

a. sesuai, dalam hal jumlah pemakaian Barang dan 

Bahan yang dilaporkan dalam laporan 

pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) 

sama dengan jumlah pemakaian Barang dan Bahan 

yang terkandung dalam Hasil Produksi berdasarkan 

Konversi; 

b. selisih kurang, dalam hal jumlah pemakaian Barang 

dan Bahan yang dilaporkan dalam laporan 

pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) 

lebih kecil dari jumlah pemakaian Barang dan Bahan 

yang terkandung dalam Hasil Produksi berdasarkan 

Konversi; atau 

c. selisih lebih, dalam hal jumlah pemakaian Barang 

dan Bahan yang dilaporkan dalam laporan 

pertanggungjawaban Barang dan Bal1an (BCL.KT 01) 

lebih besar drui jumlah pemakaian Barang dan 

Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi 

berdasarkan Konversi. 

(8) Penelitian sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1) dan ayat 

(5) dapat dilakukan dengan menggunakan SKP. 
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(9) Pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen sebagaimana 

dimaksud pacta ayat (2) sesuai contoh format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dart Peraturan Direktur J enderal ini. 

Pasal36 

(l) Dalam hal berdasarkan basil penelitian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf a ditemukan tidak 

dipenuhi ketentuan atau tidak dapat dibuktikan 

kebenaran penyelesaian, Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk: 

a. menginventarisasi Barang dan Bahan yang tidak 

dipenuhi ketentuan atau tidak dapat dibuktikan 

kebenaran penyelesaian; dan 

b. melakukan perhitungan kewajiban pembayaran atas 

Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pacta 

huruf a, 

sebagai bahan pengambilan putusan untuk menyetujui 

atau menolak laporan pertanggungjawaban Barang dan 

Bahan (BCL.KT 01) . 

(2) Dalam hal basil penelitian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35 ayat (5) huruf b terdapat selisih, atas selisih 

tersebut kepala Kantor Wilayal1 atau KPU melakukan 

penetapan sebagai dasar bagi Perusahaan KITE 

Pembebasan untuk melunasi: 

a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambal1an Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah atas Barang dan Bahan yang selisih; 

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda 

di bidang kepabea.nan; dan 

c. sanksi administrasi a tas Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan 

pen1ndang-unctangan di bidang perpajakan. 
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(3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

memiliki nilai Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan lebih 

dari atau sama dengan RplO.OOO.OOO,- (sepuluh juta 

rupiah), sebelum dilakukan penetapan, kepala Kantor 

Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk melakukan: 

a. konfirmasi kepada Perusahaan KITE Pembebasan dan 

meminta bukti pendukung, dengan cara 

menyampaikan pemberitahuan; dan 

b. penelitian kesesuaian tanggapan dan bukti 

pendukung yang disampaikan. 

(4) Atas konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

Perusahaan KITE Pembebasan wajib menyampaikan 

tanggapan atau penjelasan mengenai penyebab teijadinya 

selisih disertai bukti pendukung paling lama 7 (tujuh) hari 

keija sejak tanggal pemberitahuan. 

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap 

tanggapan dan bukti pendukung sebagaimana dimaksud 

pacta ayat (3) dapat dibuktikan bahwa: 

a. teijadi selisih kurang atau selisih lebih yang 

disebabkan karena kesalahan Konversi, berlaku 

ketentuan: 

1. jumlah pemakaian Barang dan Bahan disetujui 

sesuai jumlah yang dilaporkan dalam laporan 

pertanggunruawaban;dru1 

2. Perusal1aan KITE Pembebasan harus melakukan 

perubahan Konversi, apabila Konversi tersebut 

akan digunakan dalam pertanggunruawaban 

Barang dan Bahan berikutnya. 

b. teijadi selisih kurang atau selisih lebih yang 

disebabkan karena kesalahan laporan 

pertanggunruawaban, Perusahaan KITE Pembebasan 

dapat melakukan perbaikan laporan 

pertanggungjawaban; 
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c. terjadi selisih kurang atau selisih lebih yang 

disebabkan karena kesalahan laporan 

pertanggungjawaban namun atas kesalahan tersebut 

tidak ada bukti yang memadai untuk dilakukan 

perbaikan at.au Perusahaan KITE Pembebasan t.idak 

melakukan perbaikan, atas selisih tersebut kepala 

Kantor Wilayah atau KPU melakukan penetapan 

sebagai dasar bagi Perusahaan KITE Pembebasan 

untuk melunasi: 

1. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah atas Barang dan Bahan yang 

selisih; 

2 . sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang pengenaan sanksi administrasi berupa 

denda di bidang kepabeanan; dan 

3 . sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan. 

(6) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan t.idak 

menyampaikan t.anggapan atau penjelasan mengenai 

penyebab terjadinya selisih dan bukt.i pendukung dalam 

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). atas 

selisih tersebut kepala Kantor Wilayah atau KPU 

melakukan penetapan sebagai dasar bagi Perusahaan 

KITE Pembebasan untuk melunasi: 

a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah atas Barang dan Bahan yang selisih; 

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda 

di bidang kepabeanan; dan 
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c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

(7) Surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

huruf c dan ayat (6) disampaikan kepada penjamin/ surety 

dalam hal penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan 

melalui pencairan jaminan. 

(8) Pemberitahuan dalam rangka konfirmasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dmi Peraturan Direktur Jenderal 

ini. 

Pasa137 

(l) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap laporan 

pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 0 l) 

terdapat: 

a. kesalahan pengisian elemen data dalam laporan 

pertanggungjawaban, seperti kode penyelesaian, 

tanggal dan/atau nomor pengajuan dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan, tanggal 

dan/ a tau nomor pendaftaran dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/ a tau dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan, nomor seri 

barang, nomor dan tanggal dokumen pemberital1uan 

pabean ekspor, klasifikasi HS, satuan, kode Barang 

dan Bahan, kode Hasil Produksi, jumlah Barang dan 

Bahan, jumlah Hasil Produksi, dan kode kantor; 

b. ketidaksesuaian nomor Konversi yang dicantumkan 

dalam laporan pertanggungjawaban; dan/ atau 

c. waktu jamjnan yang tidak mencukupi, 

Pejabat Bea dan Cukai melakukan konfirmasi kepada 

Perusahaan KITE Pembebasan dengan mengirimkan 

pemberitahuan. 
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(2) Dalam hal basil konfirmasi sebagaimana dimaksud pacta 

ayat (1): 

a . membuktikan actanya kesalahan disebabkan 

kekhilafan yang nyata, seperti kesalahan pengetikan 

atau sejenisnya; atau 

b . Perusal1.aan KITE Pembebasan telah melakukan 

penggantian jaminan, 

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan 

kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk mengajukan 

perbaikan atas laporan pertanggungjawaban. 

(3) Perbaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana 

ctimaksuct pacta ayat (2) harus ctiajukan paling lama 7 

(tujuh) hart kerja sejak tanggal pemberitahuan. 

(4) Dalam hal pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksuct 

pacta ayat (2) melewati waktu sebagaimana dimaksud pacta 

ayat (3), penelitian ctilakukan berdasarkan data laporan 

pertanggungjawaban yang dimintakan konfirmasi 

s ebagaimana ctimaksuct pacta ayat (1). 

Pasal38 

(l) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan 

atau penolakan atas laporan pertanggungjawaban Barang 

dan Bahan (BCL.KT 0 1) berdasarkan basil penelitian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36. 

(2) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk harus n1emberikan putusan 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) paling lama 30 (tiga 

puluh) hari kerja sejak laporan pertanggungjawaban 

mendapatkan register. 

(3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa: 

a . menyetujui seluruhnya; 

b . menolak seluruhnya; atau 

c. menyetujui sebagian. 
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(4) Terhadap Barang dan Bahan yang disetujui laporan 

pertanggungjawabannya: 

a. diterbitkan surat persetujuan atas laporan 

pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01); 

b. dilakukan penyesuaian saldo Barang dan Bahan yang 

harus dipertanggungjawabkan sebesar jumlah 

Barang dan Bahan yang disetujui; dan 

c. jaminan dikembalikan atau dilakukan penyesuaian 

jaminan, dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan 

Penyesuaian J ami nan (SPPJ). 

(5) Terhadap Perusahaan KITE Pembebasan yang 

menggunakan jaminan selain corporate guarantee, 

jaminan dikembalikan dalam hal seluruh Barang dan 

Bahan telah selesai dipertanggungjawabkan. 

(6) Terhadap Barang dan Bahan yang ditolak laporan 

pertanggungjawabannya diterbitkan surat penolakan atas 

laporan pertanggungjawaban. 

(7) Terhadap Barang dan Bahan yang ditolak laporan 

pertanggungjawabannya namun periode KITE 

Pembebasannya belum berakhir, laporan 

pertanggungjawaban dapat disampaikan kembali. 

(8) Terhadap Barang dan Bahan yang ditolak laporan 

pertanggungjawabannya dan periode KITE 

Pembebasannya telah berakhir, berlaku ketentuan sebagai 

berikut: 

a. dalam hal penyelesaian Barang dan Bahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat 

dibuktikan, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

melakukan penetapan sebagai dasar bagi Perusahaan 

KITE Pembebasan untuk melunasi: 

1. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah atas Barang dan Bahan yang 

terutang; dan 
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2. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan 

Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan 

peraturan perundang-undanga n di bidang 

perpajakan. 

b. dalam hal penyelesaian Barang dan Bahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dapat 

dibuktikan, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

melakukan penetapan sebagai dasar bagi Perusahaan 

KITE Pembebasan untuk melunasi: 

1. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah atas Barang dan Bahan yang 

terutang; 

2. sanksi administrasi berupa denda sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang pengenaan sanksi 

administrasi berupa denda di bidang 

kepabeanan; dan 

3. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan 

Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan, 

karena tidak memenuhi ketentuan pembe1ian 

fasilitas KITE Pembebasan. 

(9) Surat penetapan sebagaimana dimaksud pacta ayat (8) 

disampaikan kepada penjamin/ surety dalam hal 

penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan melalui 

pencairan jaminan. 

(10) Surat persetujuan atas laporan pertanggungjawaban 

Barang dan Bahan (BCL.KT 01) sebagaimana dimaksud 

pacta ayat (4) huruf a sesuai contoh format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dart Peraturan Direktur J enderal 

ini. 
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(11) Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ) 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (4) huruf c sesuai 

contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(12) Surat penolakan atas laporan pertanggungjawaban 

Barang dan Bahan (BCL.KT 0 1) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) sesuai contoh format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal 

ini. 

Pasal39 

( 1) Dalam hal nilai Be a Masuk dan Pajak Pertambahan -Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah yang wajib dilunasi sebagaimana 

dimaksud dalam: 

a. Pasal 32 ayat (13); 

b. Pasal 36 ayat (2); 

c. Pasal 36 ayat (5) huruf c; 

d. Pasal 36 ayat (6); dan 

e. Pasal 38 ayat (8), 

kurang dari atau sama dengan Rp 100.000,- (seratus ribu 

rupiah). terhadap satu atau lebih kewajiban pelunasan 

dengan nilai tersebut diakumulasi dan dilakukan 

penetapan pacta akhir periode tahun berjalan. 

(2) Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, melakukan 

pencatatan atas ditemukannya kewajiban pembayaran 

dengan nilai sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1) pacta 

saat kegiatan monitoring dan penelitian laporan 

pertanggungjawaban, yang belum dilakukan penetapan. 

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) dapat 

dilakukan menggunakan SKP. 
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BAB VII 

IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI 

Bagian Pertama 

Impor Kembali Hasil Produksi 

Pasal40 

(1) Hasil Produksi yang telah diekspor dapat diimpor kembali 

karena alasan tertentu, dengan persetujuan kepala Kantor 

Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan. 

(2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1), 

antara lain: 

a. diimpor kembali untuk diperbaiki (rework) ; 

b. ditolak oleh pembeli di luar negeri; atau 

c. terjadi kondisi kahar (force majeure) di negara tujuan 

ekspor. 

(3) Hasil Produksi yang diimpor ken1bali sebagaimana 

dimaksud pacta ayat (1) wajib diekspor kembali dalam 

waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 

pemberitahuan pabean impor kembali dan dapat 

diperpanjang untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan 

dengan persetujua n kepala Kantor Wilayah ata u KPU yang 

menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan. 

(4) Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan kegiata n 

monitoring atas realisas i ekspor kembali sebagaimana 

dimaksud pad a ayat (3). 

Pasal41 

(l) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 40 ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan 

mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah 

atau KPU yang m enerbitkan keputusan penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan, dengan menyebutkan 

alasan disertai bukti pendukung. 
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(2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) 

antara lain berupa: 

a. salinan (copy) dokumen pemberitahuan pabean ekspor 

beserta dokumen pelengkap, Persetujuan Ekspor, 

dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan; 

b. bill of lading atau sea way biU atau air way bill pacta 

saat ekspor dan impor; dan 

c. bukti pendukung alasan impor kembali berupa: 

l. perintah kerja atau bukti lain terkait actanya 

permintaan rework; 

2. bukti penolakan dari pembeli di luar negeri; 

3. bukti yang menunjukkan kondisi kahar di Negara 

tujuan; atau 

4. bukti-bukti lain yang mendukung alasan impor 

kembali Hasil Produksi. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) 

ctisampaikan secara elektronik. 

(4) Dalam hal pem1ohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat 

(1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, 

permohonan ctisampaikan secara tertulis kepacta kepala 

Kantor Wilayah a tau KPU. 

(5) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhactap 

permohonan dan bukti pendukung yang disampaikan. 

(6) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan 

atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksuct 

pacta ayat (1) paling lama: 

a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, ctalam hal permohonan disampaikan secara 

elektronik; atau 

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan ctiteiima secara 

lengkap, ctalam hal permohonan disampaikan secara 

tertulis. 
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(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat 

(1) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menerbitkan surat persetujuan impor kembali dengan 

pembebasan dart kewajiban pembayaran Bea Masuk dan 

pajak dalam rangka impor. 

(8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat 

(l) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU n1enerbitkan 

surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan 

alas an. 

(9) Dalam hal permohonan impor kembali atas Hasil Produksi 

yang belum disampaikan laporan 

pertanggungjawabannya, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk: 

a. melakukan perpanjangan batas waktu penyampaian 

laporan pcrtanggungjawaban paling lama sampai 

dengan berakhimya batas waktu ekspor kembali 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) 

ditambal1 60 (enam puluh) hart; 

b. menyampaikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan 

untuk melakukan perpanjangan waktu jaminan; 

c. memberikan catatan atas persetujuan impor kembali 

pacta pemberitahuan pabean ekspor dalam SKP; dan 

d. menatausahakan berkas persetujuan impor kembali 

untuk bahan monitoring realisasi ekspor kembali. 

(10) Surat persetujuan impor kembali sebagaimana dimaksud 

pacta ayat (7) sesuai contoh sebagaimana clitetapkan dalam 

Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur J enderal ini. 

(11) Surat penolakan impor kembali sebagaimana dimaksud 

pacta ayat (8) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam 

Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 
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Pasal42 

(1) Pacta saat impor kembali atas Hasil Produksi yang laporan 

pertanggungjawabannya telah disetujui, Perusahaan KITE 

Pembebasan: 

a. memberitahukan dengan menggunakan dokumen 

pemberitahuan pabean impor; 

b. mengisi kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas 

Impor" dengan pilihan "barang reimpor yang mendapat 

fasilitas KITE"; 

c. mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor 

kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal41 ayat (7) 

pacta lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan 

persyaratan/ fasilitas pemberitahuan pabean impor; 

d. melampirkan persetujuan impor kembali sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7); dan 

e. menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak 

dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang 

atas barang yang diilnpor kembali. 

(2) Pacta saat impor kembali atas Hasil Produksi yang laporan 

pertanggungjawabannya belum disampaikan, Perusahaan 

KITE Pembebasan: 

a. memberitahukan dengan menggunakan dokumen 

pemberitahuan pabean impor; 

b. mengisi kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasililas 

Impor·· dengan pilihan "barang reimpor yang mendapat 

fasilitas KITE"; 

c. mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor 

kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7) 

pacta kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas hnpor"; 

d. mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor 

kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal41 ayat (7) 

pacta lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan 

persyaratan/fasilitas pemberitahuan pabean impor; 

clan 

e. melampirkan persetujuan impor kembali s ebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 1 ayat (7). 
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(3) Tata cara impor kembali mengikuti ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai 

pengeluaran barang impor untuk dipakai. 

Bagian Kedua 

Ekspor kembali atas Hasil Produksi yang diimpor kembali 

Pasa143 

( 1) Perusal1aan KITE Pembebasan pada saat pelaksanaan 

ekspor kembali atas Hasil Produksi yang diimpor kembali: 

a. menggunakan dokumen pemberitahuan pabean 

ekspor; 

b. mengisi kolom jenis ekspor dengan jenis "reekspor" 

pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor; 

c. mengisi kategori ekspor "umum" pada dokumen 

pemberitahuan pabean ekspor; dan 

d. mencantumkan nomor dan tanggal pemberital1uan 

pabean ekspor atas Basil Produksi yang diberikan 

persetujuan untuk diimpor kembali pada lembar 

lanjutan dokumen pelengkap pabean pemberitahuan 

ekspor barang; 

(2) Tata cara ekspor kembali atas Hasil Produksi yang diimpor 

kembali mengikuti ketentuan peraturan perundang­

undangan yang mengatur mengenai ekspor. 

Bagian Ketiga 

Laporan Realisasi Ekspor Kembali 

Pasal44 

(l) Perusahaan KITE Pembebasan wajib menyampaikan 

laporan realisasi atas ekspor kembali Hasil Produksi yang 

diimpor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 

ayat ( l) kepada kepala Kantor Wilayah a tau KPU yang 

menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

berakhirnya batas waktu ekspor kembali disertai dokumen 

pendukung. 
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(2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1) 

berupa: 

a. dokumen pemberitahuan pabean ekspor kembali dan 

dokumen pelengkap pabean; 

b. bukti pembayaran atas ekspor kembali a tau sejenisnya; 

dan 

c. copy persetujuan impor kembali. 

(3) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap 

laporan realisasi ekspor kembali dan bukti pendukung 

yang disampaikan. 

(4) Laporan realisasi ekspor disetujui dalam hal berdasarkan 

basil penelitian dapat dibuktikan bahwa barang yang 

diimpor kembali telah diekspor kembali sesuai jangka 

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal40 ayat (3). 

(5) Kepala Kantor Wilayah a tau KPU memberikan persetujuan 

atau penolakan paling lama 3 (tiga) hart keija sejak 

laporan realisasi ekspor diterima secara lengkap. 

(6) Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali 

Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

ayat (l) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU: 

a. menerbitkan surat persetu juan atas laporan realisasi 

ekspor; dan 

b. mengembalikan jaminan yang diserahkan pacta saat 

impor kembali. 

(7) Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali 

Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

ayat (l) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU: 

a. menerbitkan surat penolakan atas laporan realisasi 

ekspor; 

b. melakukan penetapan dan menyampaikan kepada 

Perusahaan KJTE Pembebasan untuk melunasi Bea 

Masuk serta pajak clalam rangka impor yang terutang; 

dan 

c. menyampaikan surat penetapan kepada penjamin, 

dalam hal penyelesaian kewajiban pembayaran 

dilakukan mdalui pencainm janlinan. 
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(8) Dalam hal laporan realisasi ekspor atas in1por kembali 

Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

ayat (2) disetujui, kepala Kantor Wilayal1 atau KPU: 

a. menerbitkan surat. perset.ujuan at.as laporan realisasi 

ekspor; 

b. memberitahukan agar Perusahaan KITE Pembebasan 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

(BCL.KT 01); 

c. menatausahakan persetujuan tersebut yang akan 

digunakan dalam penelitian laporan 

pertanggungjawaban (BCL.KT 01); dan 

d. merekam nomor dan tanggal pemberitahuan pabean 

ekspor kembali pacta SKP untuk kepentingan validasi 

penyampaian laporan pert.anggungjawaban (BCL.KT 

01). 

(9) Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali 

Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

ayat (2) ditolak, kepala Kantor Wilayah a tau KPU: 

a. menerbitkan surat penolakan atas laporan realisasi 

ekspor; 

b. menatausahakan penolakan tersebut yang akan 

digunakan dalam penelitian laporan 

pertanggungjawaban (BCL.KT 01); dan 

c. merekam nomor dan tanggal pemberitahuan pabean 

ekspor kembali pacta SKP untuk kepentingan validasi 

penyampaian laporan pertanggungjawaban (BCL.KT 

01). 

( 1 0) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan t.idak 

melakukan ekspor kembali sesuai ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) atau tidak 

menyampaikan laporan realisasi ekspor sesuai ketentuan 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (1). berlaku ketentuan: 

a. apabila Basil Produksi yang diimpor kembali laporan 

pertanggungjawabannya telah disetujui, Perusahaan 

KITE Pembebasan wajib melunasi Bea Masuk serta 

pajak dalam r;:mgka impor yang terutang; at.au 
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b. apabila Hasil Produksi yang diirnpor kcrnbali laporan 

pertanggungjawabannya belurn disampaikan, 

laporan pertanggungjawaban yang disa rnpaikan 

ditolak. 

(11) Kepala Kantor Wilayah atau KPU rnenerbitkan surat 

penetapan pabean sebagai dasar penagihan atas 

kewajiban pelunasan sebagairnana dirnaksud pacta ayat (7) 

huruf b dan ayat ( 1 0) huruf a sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(12) Pajak dalarn rangka irnpor berupa Pajak Pertarnbahan 

Nilai atau Pajak Pertarnbahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah yang dilunasi sebagairnana dirnaksud 

pada ayat (7) huruf b dan ayat (10) huruf a tidak dapat 

dikreditkan. 

( 13) Laporan realisasi ekspor sebagairnana dirnaksud pada 

ayat (1) sesuai contoh sebagairnana ditetapkan dalam 

Lampiran XXXIX yang rnerupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

( 14) Surat persetujuan atas laporan realisasi ekspor 

sebagairnana dirnaksud pada ayat (6) huruf a sesuai 

contoh sebagairnana ditetapkan dalarn Larnpiran XL yang 

rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur J enderal ini. 

(15) Suat penolakan atas laporan realisasi ekspor sebagairnana 

dirnaksud pada ayat (7) huruf a sesuai conloh 

sebagairnana ditetapkan dalarn Larnpiran XLI yang 

rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur J enderal ini. 

Pasal45 

(1) Terhadap Hasil Produksi yang diirnpor kern bali yang belun1 

disarnpaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana 

dirnaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Perusahaan KITE 

Pembebasan wajib rnenyampaikan lapora n 

pertanggungjawaban dengan ketentuan: 
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a. Hasil Produksi dimaksud telah dilakukan ekspor 

kembali; 

b. laporan realisasi ekspor kembali atas Hasil Produksi 

dimaksud telah mendapatkan putusan; 

c. disampaikan paling lama sesuai jangka wakt.u 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (9) 

hurufa; dan 

d. laporan pertanggungjawaban menggunakan dokumen 

pemberitahuan pabean ekspor yang disetujui untuk 

diimpor kembali. 

(2) Laporan pertanggungjawaban disampaikan sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan 

melampirkan dokumen pendukung tambahan berupa: 

a. dokumen pemberitahuan pabean impor kembali Hasil 

Produksi; 

b. dokumen pemberit.ahuan pabean ekspor kembali 

Hasil Produksi; dan 

c. surat persetujuan atau penolakan atas laporan 

realisasi ekspor kembali Hasil Produksi. 

(3) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk dalam melakukan penelitian laporan 

pertanggungjawaban sebagaimana dilnaksud pacta ayat (l) 

dengan memperhatikan putusan atas hasil penelitian 

laporan realisasi ekspor kembali sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 44. 

BAB VIII 

BARANG CONTOH 

Bagian Pertama 

Impor dan/ a tau Pemasukan Barang Contoh 

Pasal 46 

(l) Perusahaan KITE Pembebasan dapat melakukan impor 

dan/atau pemasukan Barang Contoh dengan fasilitas 

pembebasan Barang Contoh. 
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(2) Impor dan/ a tau pemasukan Barang Contoh sebagaimana 

dimaksud pacta ayat (1) harus berdasarkan persetujuan 

kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan 

keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE 

Pembebasan. 

(3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud 

pacta ayat (2), Perusahaan KITE Pembebasan mengajukan 

permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU 

yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan, dilampiri dengan paparan 

mengenai keterkaitan Barang Contoh dengan Hasil 

Produksi. 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat (3) 

disampaikan secara elektronik. 

(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat 

(3) tidak dapat disampaikan secara elektronik, 

permohonan disampaikan secara tertulis. 

(6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat (3). 

kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai: 

a. keterkaitan antara Barang Contoh dengan Hasil 

Produksi; 

b. jumlal1 Barang Contoh yang diberikan pembebasan; 

dan 

c . kriteria dan ketentuan lain terkait pembebasan 

Barang Contoh sesuai peraturan perundang­

undangan yang mengatur mengenai pembebasan bea 

masuk untuk impor Barang Contoh. 

(7) Kepala Kantor Wilayah a tau KPU memberikan persetujuan 

atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud 

pacta ayat (3) paling lan1a: 

a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan disan1paikan secm·a 

elektronik; atau 

b . 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterilna secara 

lengkap, clalam hal permohonan disampaikan secara 

tertulis. 



- 87-

(8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat 

(3) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menerbitkan surat persetujuan impor dan/atau 

pemasukan Barang Contoh. 

(9) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

dilampirkan pacta saat pengajuan pemberitahuan pabean 

impor dan/ atau pemasukan. 

( l 0) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pad a ayat 

(3) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan 

alasan penolakan. 

( ll) Surat persetujuan impor dan/ a tau pemasukan Barang 

Contoh sebagaimana dimaksud pacta ayat (8) sesuai 

contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Bagian Kedua 

Penatausahaan atas Penggunaan Barang Contoh 

Pasal47 

( 1) Perusahaan KITE Pembebasan melakukan penatausahaan 

atas penggunaan Barang Contoh untuk menunjang proses 

produksi. 

(2) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk n1elakukan monitoring atas 

penggunaan Barang Contoh. 

(3) Monitoring atas penggunaan Barang Contoh sebagaimana 

dimaksud pacta ayat (2), kepala Kantor Wilayah a tau KPU 

atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan: 

a. n1emeriksa pencatatan atau penatausahaan Barang 

Contoh; 

b. memeriksa Barang Contoh telah digunakan untuk 

menunjang proses produksi sehingga menghasilkan 

Hasil Produksi; dan 

c. memeriksa Barang Contoh n1asih disimpan untuk 

jangka waktu 2 (clua) tahun. 
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(4) Penatausahaan atas penggunaan Barang Contoh 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

BABIX 

MONITORING, EVALUASI, DAN AUDIT 

Bagian Pertama 

Monitoring dan Evaluasi 

Pasal48 

(1) Kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan 

keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE 

Pembebasan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk 

melakukan monitoring terhadap pemberian fasilitas KITE 

Pembebasan. 

(2) Kegiatan monitOiing sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) 

dilakukan bersamaan dengan kegiatan pelayanan da n 

pengawasan terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE 

Pembebasan. 

(3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pacta ayat (1): 

a. disampaikan kepada unit yang melaksanakan tugas 

dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan/ a tau unit 

yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang 

pengawasan kepabeanan sebagai informasi awal; 

b. digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi 

pemberian fasilitas KITE Pembebasan; dan/ a tau 

c. digunakan sebagai dasar penagihan Bea Masuk, Pajak 

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta sanksi 

administrasi di bidang kepabeanan dan perpajakan, 

dalam hal terdapat Barang dan Bahan dan Barang 

Contoh yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau 

tidak rnernC:'nuhi ketentua.n pembe1ian fasilitas KITE 

Pembebasan. 
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(4) Tata cara monitoring sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) 

ctilaksanakan berctasarkan Peraturan Direktur J enderal 

mengenai pelaksanaan monitoring dan/ a tau evaluasi 

terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan. 

Pasal49 

( 1) Kepala Kantor Wilayah a tau KPU yang menerbitkan 

keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE 

Pembebasan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk 

melakukan evaluasi terhadap pemberian fasilitas KITE 

Pembebasan secara periodik paling kurang l (satu) kali 

dalam l (satu) tahun. 

(2) Dalam rangka evaluasi kebijakan fasilitas KITE 

Pembebasan, Direktur Fasilitas Kepabeanan atau Pejabat 

Bea dan Cukai yang ditunjuk ctapat melakukan evaluasi 

terhadap pemberian fasilitas KITE Pembebasan. 

(3) Basil evaluasi sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dan 

ayat (2): 

a. digunakan sebagai dasar untuk melakukan asistensi, 

pembinaan, apresiasi, pembekuan, dan/ a tau 

pencabutan fasilitas KITE Pembebasan; dan/ a tau 

b. rekomendasi penyempumaan peraturan perundang­

undangan. 

(4) Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal 

mengenai pelaksanaan monitoring dan/ a tau evaluasi 

terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan. 

Bagian Kedua 

Audit Kepabeanan 

Pasa150 

(1) Dalam rangka menguji kepatuhan Perusahaan KITE 

Pembebasan atas ketentuan penggunaan fasilitas KITE 

Pembebasan, ctilakukan audit. kepabeanan. 
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(2) Dalam hal berdasarkan basil audit sebagaimana 

dimaksud pacta ayat (1) ditemukan Barang dan Bahan dan 

Barang Contoh yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 

atau tidak n1emenuhi ketentuan pemberian fasilitas KITE 

Pembebasan, Perusahaan KITE Pembebasan wajib 

melunasi: 

a . Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah; 

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

ten tang pengenaan sanksi administrasi beru pa denda 

di bidang kepabeanan; dan 

c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

(3) Hasil audit kepabeanan disampaikan kepada kepala 

Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan. 

{4) Hasil audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pacta ayat 

(3) harus memuat rincian paling kurang: 

a . Barang dan Bahan yang telah dilakukan penyelesaian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; 

b. saldo Barang dan Bahan yang belum dilakukan 

penyelesaian sebagaimana din1aksud dalam Pasal26; 

dan 

c. Barang dan Bahan yang tidak dapat 

dipertanggungj awabkan, 

yang menunjuk dokumen pemberitahuan pabean impor 

dan/ a tau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan. 

(5) Hasil audit kepabeanan dapat digunakan sebagai 

pertanggungjawaban atas penyelesaian Barang dan 

Bahan. 
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(6) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan penyesuaian saldo 

Barang dan Bahan dalam SKP berdasarkan data hasil 

audit kepabeanan. 

(7) Audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pacta ayat (l) 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang­

undangan yang mengatur mengenai audit kepabeanan. 

BABX 

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN 

Pasal51 

(1) Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan pembekuan 

terhadap fasilitas KITE Pembebasan dalam hal 

Perusahaan KITE Pembebasan: 

a. tidak melakukan kegiatan impor dan/ a tau 

pemasukan Barang dan Bahan dengan menggunakan 

fasilitas KITE Pembebasan selama periode 1 (satu) 

tahun; 

b. tidak mengajukan permohonan perubahan data 

keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE 

Pembebasan kepada Kepala Kantor Wilayah a tau KPU 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atas 

perubahan data berupa nama perusahaan, alamat, 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). penanggungjawab. 

Barang dan Bahan. dan/ a tau Hasil Produksi; 

c. tidak memenuhi ketentuan pembongkaran dan/ a tau 

penimbunan Barang dan Bahan dan/ a tau Barang 

Contoh serta Hasil Produksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (1) dan/atau ayat (2). paling lama 

3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen 

risiko kepala Kantor Wilayah a tau KPU; 

d. tidak memenuhi ketentuan subkontrak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). paling lama 3 (Hga) 

bulan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko 

Kepala Kantor V.lilayah atau KPU; 
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e. tidak memenuhi ketentuan subkontrak atas seluruh 

kegiatan pengo laban, perakitan dan/atau 

pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 

ayat (2), paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan 

pertimbangan manajemen risiko kepala Kantor 

Wilayah atau KPU; 

f. tidak memenuhi ketentuan subkontrak kepada 

penerima subkontrak yang belum tercantum dalam 

keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE 

Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

ayat l, paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan 

pertimbangan manajemen risiko Kepala Kantor 

Wilayah a tau KPU; 

g. tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 

ayai l; 

h . tidak menyerahkan dokumen dan/atau data yang 

diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi; 

i. iidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (2); 

j. tidak melakukan penatausahaan barang asal fasilitas 

KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (3); 

k. tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (2); 

1. tidal<: mendayagunakan sistem informasi persediaan 

berbasis komputer (IT Inventory); 

m. diduga melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan, kepabeanan, dan/ a tau cukai dengan 

bukti permulaan yang cukup berdasarkan 

rekomendasi pcnyidik; dan/ a tau 

n. Perusahaan KITE Pembebasan berubah status 

menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha 

di Kawasan Berikat dan permohonan izin Kawasan 

Berikat telal1 diset.ujui. 
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(2) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan memenuhi 

kriteria pembekuan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), 

kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat 

pembekuan fasilitas KITE Pembebasan. 

(3) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman surat 

pembekuan sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) dalam 

SKP. 

(4) Dalam hal fasilitas KITE Pembebasan dibekukan. atas 

impor dan/ a tau pemasukan Barang dan Bahan dan/ a tau 

Barang Contoh tidak diberikan fasilitas KITE Pembebasan 

sejak tanggal pembekuan. 

(5) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

menghilangkan hak Perusahaan KITE Pembebasan untuk 

melakukan kegiatan kepabeanan lain. 

(6) Surat pembekuan fasilitas KITE Pembebasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Pasal52 

( 1) Kepala Kantor Wilayah a tau KPU memberlakukan kern bali 

fasilitas KITE Pembebasan yang dibekukan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (l) huruf b, dalan1 hal 

Perusahaan KITE Pembebasan telah m engajukan 

permohonan perubahan data secara lengkap, dan telah 

diberikan persetujuan oleh kepala Kantor Wilayah atau 

KPU 

(2) Kepala Kantor Wilayah a tau KPU memberlakukan kembali 

fasilitas KITE Pembebasan yang dibekukan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 1 ayat ( 1) huruf c sampai dengan 

huruf f, setelah waktu pembekuan berakhir. 
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(3) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberlakukan kembali 

fasilitas KITE Pembebasan yang dibekukan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (l) huruf a dan huruf g 

sampai dengan huruf 1, dalam hal Perusahaan KITE 

Pembebasan: 

a. melakukan impor dan/ a tau pemasukan dengan 

menggunakan fasilitas KITE Pembebasan dengan 

mengajukan permohonan pemberlakuan kembali 

fasilitas KITE Pembebasan; 

b. telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal5l ayat (l) huruf g. atau telah melakukan 

pelunasan atau penyelesaian lain atas kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal32 ayat (13); 

c. telah menyerahkan dokumen dan/ a tau data yang 

diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi; 

d. telah memasang papan nama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (2); 

e. telah melakukan penatausahaan barang asal fasilitas 

KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (3); 

f. telah menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat ( l); 

g. telah mendayagunakan sistem informasi persediaan 

berbasis komputer (IT Inventory); atau 

h. tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan 

rekomendasi penyidik atau putusan pengadilan yang 

telah memiliki kekuatan hukum tetap. 

(4) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan telah memenuhi 

kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ayat (2). 

atau ayat (3). kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menerbitkan surat pemberlakuan kembali fasilitas KITE 

Pembebasan. 

(5} Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakul\an perekaman surat 

pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pembebasan 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (4} dalam SKP. 



- 95-

(6) Surat pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pembebasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai contoh 

format sebagaimana tercantum dalam Lan1piran XLV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan 

Direktur J enderal ini. 

Pasal 53 

( l) Kepala Kantor Wilayah a tau KPU atas nama Menteri 

melakukan pencabutan fasilitas KITE Pembebasan dalam 

hal Perusahaan KITE Pembebasan: 

a. tidak melakukan impor atau pemasukan, dengan 

menggunakan fasilitas KITE Pembebasan dalam 

waktu l (satu) tahun sejak dibekukan karena alasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal5l ayat (l) huruf 

a. 

b. tidak mengajukan permohonan perubahan data 

berupa nama pen1sahaan, alamat, Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP). penanggung jawab, Barang dan 

Bahan, dan/ a tau Hasil Produksi dalam waktu paling 

lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal fasilitas KITE 

Pembebasan dibekukan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 51 ayat (l) huruf b; 

c. diterbitkan surat paksa karena ada tagihan yang 

tidak dilunasi; 

d. terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang 

kepabeanan dan/atau perpajakan berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan 

hukum tetap; 

e. berubah status menjadi pengusaha Kawasan Berikat 

atau pengusaha di Kawasan Berikat, setelah laporan 

pertanggungjawaban atas penyelesaian Barang dan 

Bahan mcndapatkan putusan; 

f. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; 

g. tidak lagi memenuhi kriLeria untuk memperoleh 

fasilitas KITE Pembebasan; dan/ a tau 
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h. mengajukan permohona11 untuk dilakukan 

pencabutan fasilitas KITE Pembebasan. 

(2) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan memenuhi 

kriteria pencabutan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), 

kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbit..kan keput..usan 

pencabutan atas penetapan sebagai Perusahaan KITE 

Pembebasan. 

(3) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman keput..usan 

pencabutan atas penetapan sebagai Perusahaan KITE 

Pembebasan sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) dalam 

SKP. 

(4) Dalam hal fasilitas KITE Pembebasan dicabut dengan 

alasan selain karena berubah status menjadi pengusaha 

Kawasan Bertkat atau pengusaha di Kawasan Berikat 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) huruf e, kepala 

Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan kepada 

Perusahaan KITE Pembebasan bahwa dalam waktu 30 

(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan, 

wajib: 

a. melaporkan Hasil Produksi yang telah diekspor 

namun belum disampaikan laporan pertanggung 

jawabannya; 

b. melunasi seluruh tagihan terutang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang 

kepabeanan dan perpaj akan; dan 

c. menyelesaikan saldo Barang dan Bahan yang belum 

dilakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 dan Barang Contoh. 

(5) Saldo Barang dan Bahan dan Barang Contoh sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf c diselesaikan dengan cara: 

a . dilunasi Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah yang terutang; dan/ a tau 

b. dilakukan ekspor dan/atau dikembalikan. 
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(6) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan tidak 

melakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

pencabutan, kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan 

penagihan atas pembayaran Bea Masuk dan Pajak 

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. 

(7) Dalam rangka pencabutan fasilitas KITE Pembebasan, 

terhadap Perusahaan KITE Pembebasan dapat terlebih 

dahulu dilakukan pemeriksaan sederhana oleh kepala 

Kantor Wilayah atau KPU atau dilakukan audit 

kepabeanan. 

(8) Keputusan pencabutan atas penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan sesuai contoh format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

BABXI 

PERUBAHAN STATUS MENJADI PENGUSAHA KAWASAN 

BERIKAT ATAU PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT 

Pasal 54 

(1) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan akan beruba h 

status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau 

Pengusaha di Kawasan Berikat, Perusahaan KITE 

Pembebasan mengajukan permohonan izin Kawasan 

Berikat kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor 

Wilayah a tau KPU. 

(2) Dalam hal permohonan izin Kawasan Berikat disetujui 

kepala Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan 

menerbitkan s u rat pe1nbekuan fasilitas KITE Pembebasan 

yang diberikan. 
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(3) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman surat 

pembekuan sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) dalam 

SKP. 

(4) Perusahaan K.ITE Pembebasan dapat. mengajukan 

permohonan penetapan Barang dan Bahan yang masih 

dalam pe1iode K.ITE Pembebasan namun belum 

diselesaikan serta Barang Contoh yang bel urn diselesaikan 

menjadi saldo awal persediaan Kawasan Berikat kepada 

kepala Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan K.ITE Pembebasan. 

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat (4) h arus 

disampaikan sebelum kegiatan operasional Kawasan 

Berikat dimulai. 

(6) Pem1ohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat (4) 

disampaikan secara elektronik. 

(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat 

(4) tidak dapat disampaikan secara elektronik. 

permohonan disampaikan secara tertulis kepada kepala 

Kantor Wilayah a tau KPU. 

(8) Kepala Kantor Wilayal1 atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (4) paling lama 3 (tiga) 

hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima 

dengan melakukan pencacahan terhadap Barang dan 

Bahan serta Barang Contoh yang belum diselesaikan. 

(9) Pencacahan sebagaimana dimaksud pacta ayat (8) dapat 

dilakukan dengan berkoordinasi dengan kepala Kantor 

Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat. 

( l 0) Hasil pencacahan dituangkan dalam berita acara 

pencacahan, 

pemberital1uan 

pemberitahuan 

dengan menyebutkan dokumen 

pabean impor dan/ a tau dokumen 

pabean pemasukan asal Barang dan 

Bahan serta dokumen pemberitahuan pabean impor 

dan/ a tau pemasukc:m Barang Con to h. 
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(11) Kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat 

keputusan tentang penetapan Barang dan Bahan serta 

Barang Contoh yang menjadi saldo awal persediaan 

Kawasan Berikat, berdasarkan berita acara pencacahan, 

paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal berita acara 

pencacahan. 

( 12) Atas Barang dan Bahan serta Barang Contoh yang telah 

ditetapkan sebagai saldo awal persediaan Kawasan 

Berikat, berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. diperlakukan sebagai barang impor dengan mendapat 

penangguhan Bea Masuk; 

b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah; dan 

c. dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai 

Kawasan Berikat. 

(13) Kepala KantorWilayah atau KPU mengembalikanjaminan 

atas Barang dan Bahan yang telah ditetapkan sebagai 

saldo awal persediaan Kawasan Beiikat. 

( 14) Kepala Kantor Wilayah a tau KPU melakukan penyesuaian 

saldo Barang dan Bahan yang harus 

dipertanggungjawabkan pacta SKP berdasarkan penetapan 

saldo awal persediaan Kawasan Berikat. 

(15) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk menyampaikan pembe1itahuan 

kepada Perusal1aan KITE Pembebasan tentang kewajiban 

penyampaian laporan pertanggungjawaban atas Barang 

dan Bahan yang telah dilakukan penyelesaian tetapi 

belum disampaikan laporan pertanggungjawabannya. 

(16) Kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan keputusan 

pencabutan at as keputusan pen eta pan sebagai 

Pen1sahaan KITE Pembebasan, dala1n hal laporan 

pertanggungjawaban atas Barang dan Bahan 

S('bagaimana dimaksud pad a ayat ( 15j telah n1endapatkan 

putusan. 
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(17) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman keputusan 

pencabutan atas keputusan penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud 

pad a ayat ( 16) dalam SKP. 

(18) Realisasi ekspor yang telah dilakukan oleh Perusahaan 

KITE Pembebasan dapat diperhitungkan dalam penentuan 

batas penjualan Hasil Produksi dari Kawasan Berikat ke 

tempat lain dalam daerah pabean. 

( 19) Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan penagihan 

Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah serta sanksi administrasi berupa denda dan sanksi 

administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal berdasarkan 

basil pencacahan ditemukan Barang dan Bahan dan/ a tau 

Barang Contoh yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

BAB XII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal55 

( 1) Tata cara impor Barang dan Bahan dan Barang Contoh 

berupa barang kena cukai, dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur n1engenai 

cukai. 

(2) Tata cara ekspor Basil Produksi yang dikenakan Bea 

Keluar, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang­

undangan yang mengatur mengenai pemungutan Bea 

Keluar. 
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(3) Tata cara penetapan atas kewajiban pembayaran Bea 

Masuk, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta 

sanksi administrasi berupa denda dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai penetapan Pejabat Bea dan Cukai atas 

kewajiban pembayaran Bea Masuk, pajak dalam rangka 

impor, serta sanksi administrasi berupa denda. 

Pasa156 

(l) Sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT 

Inventory) dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

(2) Pelal<:sanaan pemberian akses sebagaimana dimaksud 

pacta ayat (l) mengikuti ketentuan mengenai pengawasan 

bersama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

dengan Direktorat Jenderal Pajak terhadap perusahaan 

penerima fasilitas kepabeanan. 

Pasal 57 

(l) Perusahaan KITE Pembebasan dapat mengajukan 

permohonan penyelesaian atas kewajiban pembayaran 

Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pe1iambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah yang terutang serta sanksi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan 

dan perpajakan atas Barang dan Bahan dalam hal: 

a. teijadi kondisi tertentu yang mengakibatkan 

Perusahaan KITE Pembebasan tidak dapat 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; dan/ atau 

b. terdapat saldo Barang dan Bahan dart Barang dan 

Bal1an yang telah disampaikan laporan 

pertanggungj awabannya. 
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(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a antara lain: 

a. Perusahaan KITE Pembebasan memberitahukan 

ekspor Hasil Produksi dart Barang dan Bahan yang 

menggunakan fasilitas KITE Pembebasan sebagai 

ekspor urn urn; dan/ a tau 

b. Perusahaan KITE Pembebasan tidak mencantumkan 

nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai 

penertma fasilitas KITE Pembebasan pacta dokumen 

pemberttahuan pabean ekspor. 

(3) Saldo Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b adalah: 

a. saldo Barang dan Bahan yang masih tersisa dalam SKP 

setelah Perusahaan KITE Pembebasan melakukan 

penyelesaian dan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban; dan/ a tau 

b. saldo Barang dan Bahan terse but secara fisik barangnya 

sudah tidak ada atau tidak memungkinkan untuk 

dilakukan proses produksi. 

(4) Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan 

atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hart keija sejak 

permohonan diterima secara lengkap. 

(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan 

penetapan sebagai dasar penagihan atas kewajiban 

pembayaran Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai a tau 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah yang terutang serta sanksi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan 

dan perpajakan atas Barang dan Bahan sebagaimana 

dimaksud pad a ayat (1). 

(6) Dalam hal pem10honan sebagaimana dimaksud pada pada 

ayat ( 1) ditolak. kepala Kantor Wilayah a tau KPU 

menyampaikan surat pemberitahuan dengan 

menyebutkan alasan penolakan. 
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Pasal58 

(l) Perusahaan KITE Pembebasan dapat memanfaatkan 

fasilitas Kawasan Berikat, sepanjang lokasi pabrik yang 

ditetapkan sebagai Kawasan Berikat berbeda dengan 

lokasi pab1ik yang memperoleh fasilitas KITE Pembebasan. 

(2) Lokasi yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

dipisahkan oleh batas yang permanen. 

Pasal59 

(l) Kegiatan pelayanan fasilitas KITE Pembebasan dilakukan 

menggunakan SKP. 

(2) Dalam hal SKP belum tersedia atau tidak berfungsi, 

pelayanan fasilitas KITE Pembebasan dilaksanakan secara 

manual. 

Pasal60 

( l) Pelayanan pemberian fasilitas KITE Pembebasan 

dilakukan oleh Kantor Wilayah a tau KPU yang mengawasi 

lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha Perusahaan KITE 

Pembebasan. 

(2) Badan usaha yang berlokasi di wilayah Jakarta, Bogor, 

Depok, Bekasi, Cikarang, Karawang, Purwakarta dan 

Sukabumi dapat dilayani pemberian fasilitas KITE 

Pembebasan di Kantor Wilayah DJBC Jakarta. 

(3) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta menyampaikan 

tembusan keputusan penetapan sebagai penerima fasilitas 

KITE Pembebasan kepada Kepala Kantor Wilayah atau 

KPU yang mengawasi lokasi pab1ik atau kegiatan usaha 

Perusahaan KITE Pembebasan yang berlokasi di luar 

wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jakarta. 

(4) Pengawasan terhadap Perusahaan KITE Pembebasan 

dilakukan oleh: 

a . Kantor Wilayah atau KPU yang melayani pemberian 

fasilitas KITE Pembebasan; dan 

b. Kantor Wilayah atau KPU clan Kantor Pabean yang 

mengawasi lokasi pab1ik atau lokasi kegiatan usaha 

Perusahaan KITE Pembebasan. 
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BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 61 

Laporan pertangungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) 

yang disampaikan sejak berlakunya Peraturan Direktur 

Jenderal ini, atas dokumen pemberitahuan pabean ekspor yang 

bel urn diterbitkan Laporan Pemeriksaan Ekspor (LPE), dapat 

dilampiri dengan laporan basil penelitian realisasi ekspor. 

BABXIV 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 62 

Pacta saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- 16/BC/2012 

tentang Tata Laksana Pembebasan Bea Masuk Atas Impor 

Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang 

Pacta Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur 

Jenderal Nomor PER-04/BC/2014 dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku; dan 

b. Pasal 27 ayat (2), Pasal 46, dan Pasal 4 7 pacta Peraturan 

Direktur Jenderal Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata 

Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-

29/BC/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal63 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 

18 Februari 2019. 

Ditetapkan di Jakarta 

pacta tanggal 13 Februari 2019 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 

NIP 19700412 198912 1 001 
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1..!\MI'Ilv\N 1 
l'~:RATUHAN Dll{~;J(fUH .JENm:RAL m;A !JAN CUI<AJ 
NOI\.IOR I'Jm. <I / BC/20 19 
TENTI\NG 
l'ETUNJ UK I'J·:LAKSANI\AN 1'1-:HATURAN Mr:NTI·;[{I 
l<EUANGAN RE!'UDLIK I NDON I~SIA NOMOH 
160/l'MK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN m;A MASUJ< 
DAN TIDAl< lll l'UNGUT PAJAK J>~:RTAMIIAIIAN NII.AJ ATAU 
PAJAK J>r:HTAMHN-IAN NII.Al DAN PAJAK p~;NJUAJ.AN ATAS 
l!AJ{ANG M~:WAH ATAS IMPOH I!Al{ANG !JAN IJAIIAN 
UNTUK DlOI.AII. DII{AJ<IT. ATAU Dll'ASANG !'ADA BAI{ANC; 
I.AIN m:NGAN T UJUAN UNTUI< DIEI<SI'OH 

FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN OLEH BADAN USAHA DALAM 
PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN, 

SERTA FORMAT YANG DIGUNAKAN OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI 
DALAM PROSES PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN 

Nomor 

SURAT PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE 
PEMBEBASAN DAN/ATAU KITE PENGEMBALIAN 

(dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis) 

KOP SURAT BADAN USAHA 

Tanggal ..... .. ....... .. ... ... . 

Lampiran : - Dokumen Persyaratan 

Hal 

- Daftar isian permohonan 

Permohonan Fasilitas*: 

D KITE Pembebasan 

D KITE Pengembalian 

D KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian 

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJBC .... /Kepala KPU BC .... 

c.q. Kepala Kantor Pabean ...... . 

l. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea 

Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk 

Diolah. Dirakit, atau Dipasang pacta Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor 

ctan/atau Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengembalian Bea Masuk yang 

Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang 

pacta Barang Lain ctengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini kami mengajukan 

permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dan/atau 

Pentsahaan KITE Pengembalian. 

2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen persyaratan permohonan 

dan daftar isian permohonan fasilitas KITE Pembebasan dan/atau KITE 

Pengembalian dalam bentuk soft comJ. 
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3. Terkait permohonan ini, kami menyatakan bahwa: 

a. dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai 

dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; 

b. kami telah memiliki sistem informasi berbasis komputer (IT Inventory) sesuai 

ketentuan fasilitas KITE dan bersedia untuk dapat diakses untuk kepentingan 

pemeriksaan oleh Direktorat Jencleral Bea Dan Cukai dan Direktorat Jenderal 

Pajak; 

c . badan usaha: 

1) Udak pemah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. kepabeanan, 

dan/atau cukai; 

2) tidak ada satu atau lebih dari anggota direksi dan/atau komisarisnya yang 

pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, 

danjatau cukai; dan/atau 

3) tidak mengalami pailit atau dipailitkan, 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama 10 (sepuluh) tahun sejak 

selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit; 

d. bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan bersedia dicabut keputusan penetapan sebagai fasilitas KITE 

Pembebasan dan/atau KITE Pengembalian jika di kemudian dokumen dan 

keterangan yang kami sampaikan kedapatan tidak sesuai dengan aslinya dan 

tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

4. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai 
berikut: 
Nama ... ....... .... . 

Nom or ldentitas (KTP /SIM/Paspor)**: ........ .. ... . 

Surat Tugas/Surat Kuasa No. 

Telepon 

Email 
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5. Berikut pas foto penanggungjawab perusahaan serta pegawai yang ditugaskan: *·t.*) 

Pas Foto W a rna Pas Foto Warna 

Ukuran 4 x 6 Ukuran 4 x 6 

Nama: .. .. . . Nama : ..... . 

No. identitas: .... .. . . No. identitas: ... .. .. . 

NPWP: ..... NPWP: ..... 

Alamat: ..... . Alamat: ..... . 

Jabatan: .. ... Jabatan : ..... 

Pas Foto Warna Pas Foto Warna 

Ukuran 4 x 6 Ukuran 4 x 6 

Nama: ..... . Nama: .... . . 

No. identitas: ....... . No. identitas: . .. ... . . 

NPWP: ... .. NPWP: ..... 

Alamat: ... .. . Alamat: .. ... . 

Jabatan : ... .. Jabatan : ... .. 

Pemohon(Penanggung 
.---M-a_t_e-ra-i ---.,~ awab Bactan 

Usaha/Direksi) ****) 

L...------'······················· ·· 

*) Diisi dengan tancla silang (x) sesuai dengan jenis permohonan fasilitas yang 
diajukan. 

**) Caret yang tidak perlu. 

***)Pas foto sesuai dengan jumlah penanggung jawab perusahaan yang ada, serta foto 
pegawai pengurus permohonan. 

****) Pimpinan badan usaha yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha atau 
pentbahannya. 
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D.AFTAR ISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN 
KITE PEMBEBASAN DAN/ATAU KITE PENGEMBALIAN 

I. D.AFTAR ISIAN TENTANG ENTITAS BADAN USAHA 

1. 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Nama badan usaha 

Nomor Pokok Wajib Pajak 

Nomor Induk Berusaha 

Alamat kantor 

Nomor telepon kantor 

Nomor faximile kantor 

Email kantor 

Data penanggung j awab 

No. Nama Jabatan Kartu 
!dent Has 

a. 
b. 
c. 

Fasilitas kepabeanan yang telah 
digunakan 

······· ········ ·· ··· ··· 
. .......... ............ 
. ... ......... .... ...... 
. ........... ..... ...... 

··················· ···· 
. ... ....... .... ..... ... 
. .......... ... ... ...... 

Nomor karlu 
identitas 

No. Jenis rasilitas Nomor clan tan~al sural krputusan fasilitas 
a. 
h. 
c. 

10. Asal perolehan barang dan bahan 

ll. Tujuan penjualan hasil produksi 

12. J Nilai investasi 

I Awal Berdi1i 
Saat lni 

13. Jumlah tenaga kerja 

14. Data keuangan 2 (dual tahun 
terakhir 

No. Data Kettrull!an 

"· Asct Lancar 
1>. Total Aset 
c. Utanl! Lancar 
d. Total UtanJ! 
e. Modal 
f. Laba/Rlll'i Bersih 

15. Indikator kinetja utama (key 
perjonnance indicator) 

No. lnclikalor 
a. PPh Bactan Pasal 21 
b . Devi~a ekspo~ 
c 

Tahun . ... 

Ta rge t 

. ....... ....... ... .. .. . 

.... ... .... ............ 

Tahun .... 

Nomor 
ld('J_JO!l/HP 

Lokasi 

~---·- ---------

Em<~il 

Waktu kesiapan dilakul(an___ I :........~.I _ ______________ ..J pemeriksaan lokasi __l__. 
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II. DAFTAR ISIAN TENTANG EKSISTENSI BADAN USAHA 

1. I Tempa t pengolahan/pabrik 

No. Ala mat Luas Slat us Bukti kepernilikan Mnlai Brrakhii· 
(M2) kepemilikan / sampai 

penf.(Hasaan dcn<tan 
Jc-nis Nom or Tan.g_!!al 

a. 
b. 
C'. 

Tempat pembongkaran dan/a ta u I I 
penim bu nan barang dan bahan* . . 

No. Ala mat Luas Sla l1.1s Bukli kepernilikan Mula! Brmkhir 
(M2) kepemilikan / sampai 

penguasaan denuan 
J cnis Nom or Tan~<taJ 

a. 
b. 
('. 

*cliis i dalam hal lokasi pembongkaran dan /atau penimbunan berbeda dengan 
lokasi tempat pengolahan/pabrik. 

III. DAFTAR ISIAN TENTANG KEGIATAN PRODUKSI BADAN USAHA 

1. lzin Usaha Industri (lUI) 

a. Instansi penerbit lUI ······· ············ ·· ·· 
b. Nomor lUI ···· ····· ··· ······ ··· ·· 

c. Tanggal lUI ·· ··· ·· ···- ·· ····· ·· ·· · 
d . Bidang Usaha Industri ·· ············· ··· ····· 

2. I Ka pasitas produksi sesu a i lUI 

No. lJraian Barang Saluan KD.pa~itas pe-r lahun 

a. 

b . 

c. 

I 3 . I3arang dan Bahan 

No. l-IS Ura.ian I3arang Satuan Rencann impor per lahun 

a . 

b. 

(' . 

I 4. Hasil Produksi 

No. HS Urairu1 Barang Satuan Masa procluks! Rencana ekspor 
per tnh un 

a. 
b. 
c. 

-
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5. Penerima subkontrak** 

Nama 
lUI I Dokumcn Noru01· & Tahapnn kcginlan 

No. penet;ma NPWP 
srjenis lninuya TanMal Ala mal produl<si yang 

subkonlrak Konlrak clisui>kOJltrakkan 
a. 

b. 
c. 

I 6. I Periode KJTE Pembebasan 

**dalam hal terdapat proses produksi yang akan disubkontrah:kan. 

Pemohon (Penanggung 
Jawab Badan 
U saha/ Direksi) 
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PETUNJUK PENGISIAN 
DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN 

KITE PEMBEBASAN DAN/ATAU KITE PENGEMBALIAN 

I. DAFTAR ISIAN TENTANG ENTITAS BADAN USAHA 
1. Diisi dengan nam a bactan usaha. 

2. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bactan usaha. 

3. Diisi dengan Nomor Induk Berusaha. 

4. Diisi dengan a lamat kantor badan usaha. 

5 . Diisi dengan nomor telepon ka ntor badan usaha. 

6. Diisi dengan nomor faximile kantor badan usaha. 

7. Diisi dengan alamat email kantor badan usaha. 

8. Diisi dengan data penanggung jawab pen1sahaan. ben1pa: 
a. Nam a: 
b. Jabatan; 
c. Kartu identitas; 
d. Nomor kartu identitas; 
e. Nomor telepon/HP; dan 
f. Email. 

9. Diisi clengan informasi mengenai fasilitas kepabeanan yang telah 
dimiliki oleh badan usaha dan masih berlaku, berupa: 
a. Jenis fasilitas: 
b. Nomor dan tanggal surat keputusan fasilitas; dan 
c. Lokasi. 

10. Diisi dengan pilihan: 
a. Barang dan Bahan yang akan digunakan seluruhnya merupakan 

barang yang diimpor atau dimasukkan dengan fasilitas KITE: atau 
b. Barang dan Bahan yang akan digunakan sebagian merupakan 

barang yang diimpor atau dimasukkan denga n fasilitas KITE. dan 
sebagian lainnya bukan barang yang mendapatkan fasilitas KITE 
(barang asal lokal a tau impor non fasilitas KITE). 

11. Diisi clengan p iliha n: 
a . Hasil produksi seluruhnya diekspor; atau 
b. Hasil produksi sebagian diekspor dan sebagian di jual ke dalam 

negeri. 
12. Diisi dengan nilai investasi awal dan saat ini. 

13. Diisi dengan jumlah tenaga keija badan usaha. 

14. Diisi dengan dat a keuangan sesuai laporan keuangan perusahaan 2 
(dual tahun terakhir. ben1pa: 
a. Aset Lancar; 
b. Total Aset: 
c. Utang Lancar; 
d . Total Utang; 
e. Modal; 
f. Laba/Rugi Bersih. 

15 . Diisi dengan indikator kine1ja ut.ama (lcey peiformance indicator) yang 
ditargetkan oleh badan u sah n untuk mengukur manfaat ekonomi 
yang ditimbulkan dari pem<'lnfaatan fasilitas KITE Pembebasan. paling 
kurang memuat informasi mengenai target devisa ekspor dan target 
PPh badan Pasal 21. 
Indtkator lain yc.mg bisa ditambahkan untuk diis i seperti nilai investasi 
dan jumlah tenaga kerja. 

16. Diisi dengan tanggal kesiap;:m baclan usaha untuk dilakukan 
pemeriksaan lokasi. 
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DAFTAR ISIAN TENTANG EKSISTENSI BADAN USAHA 
1. Diisi dengan data lokasi tempat pengolahan/pabrtk badan usaha yang 

climohonkan untuk menclapat fasilitas KITE. berupa: 
a. Alamat; 
b. Luas. dalam satuan meter persegi; 
c. Status kepemilikan/penguasaan, misal hak milik atau sewa: 
d. Jenis. nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan 

lokasi; 
e. Mulai, yaitu tanggal dimulainya waktu penguasaan atas lokasL diisi 

dalam hal bukan hak milik; 
f. berakhir sampai dengan. yaitu tanggal berakhimya waktu 

penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik. 

2. Diisi dengan data lokasi tempat pembongkaran dan/atau penimbunan 
barang dan bal1an yang dimohonkan untuk mendapat fasilitas KITE. 
berupa: 
a. Alamat; 
b . Luas, dalam satuan meter persegi; 
c. Status kepemilikan/penguasaan, misal hak milik atau sewa: 
d. Jenis, nomor. clan tanggal bukli kepemllikan atau bukti penguasaan 

lokasi: 
e. Mulai, yaitu tanggal dimulainya waktu penguasaan atas lokasi, diisi 

dalam hal bukan hak milik; 
f. berakhir sampai dengan. yaitu tanggal berakhimya waktu 

penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik. 

II. . DAFTAR ISIAN TENTANG KEGIATAN PRODUKSI BADAN USAHA 

1. Diisi dengan data lzin Usaha lndustrt berupa: 
a. Instansi penerbit lUI: 
b. Nomor lUI; 
c. Tanggal lUI; 
d . Bidang Usaha Industri. 

2. Diisi dengan daftar hasil produksi baik yang diekspor maupun dijual ke 
dalam negert serta kapasitas produksi sesuai lUI, yang terdiri dari data 
bentpa: 
a. uraian hasil produksi: 
b. jenis satuan; dan 
c. kapasitas produksi per tahun sesuai lUI. 

3. Diisi dengan daftar barang dan bahan yang akan diimpor atau 
dimasukkan dengan menggunakan fasilitas KITE, yang terdiii dari data 
bentpa: 
d. kode HS barang dan bahan, sekurang .. kurangnya menunjukkan 

klasifikasi dalam bentuk 6 (enam) digit kode HS; 
e. uraian barang dan bahan; 
f. jenis satuan; dan 
g. perkiraan jumlah hanmg dan bahan yang akan diimpor atau 

dimasukkan dengan menggunakan fasilitas KITE ctalam 1 (satu) 
tahun. 
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4. Diisi clengan daftar hasil produksi yang diekspor, yang terdiri dari data 
berupa: 
a. kode HS hasil produksi, sekurang-kurangnya menunjukkan 

klasifikasi dalam bentuk 6 (enam) digit kode HS; 
b. uraian hasil produksi; 
c . jenis satuan; 
d. masa produksi per jenis hasil produksi, yaitu waktu yang dimulai 

dari proses dari barang diminta oleh bagian proctuksi untuk 
dilakukan produksi atau dikirim ke badan usal1a subkontrak 
sampai menghasilkan barang jadi untuk diekspor, dalam satuan 
Hari . 

e. perkiraanjumlah hasil produksi yang akan diekspor dalam 1 (satu) 
tahun. 

5. Diisi dengan data penerima subkontrak yang menggunakan barang dan 
bahan asal fasilitas KITE. terdiri dari: 
a . nama penerima subkontrak; 
b . NPWP penerima subkontrak : 
c. Nomor lzin Usaha Industri atau dokumen sejenisnya; 
d. Nomor dan tanggal kontrak perusahaan dengan penerima 

subkontrak; 
e. alamat penerima subkontrak; 
f. tahapan kegiatan produksi yang disubkontrakkan, dengan pilihan 

tahapan sebagai berikut: awal, dalam proses, atau akhir. 

6. Diisi dengan periode KITE Pembebasan yang diajukan oleh badan 
usaha, dalam satuan Bulan. 
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FORMAT TANDA TERIMA 

KOPSURATKANTORPABEAN 

TANDA TERlMA BERKAS PERMOHONAN 0 0 00 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nomor 

Tanggal 

Ytho Pimpinan Badan Usaha .......... 0 

di ooooooooooooooo 

Berdasarkan surat Saudara Nomor .. 0. 0 ..... tanggal .......... hal .................... dengan 
ini kami sampaikan bahwa berkas permohonan lengkap dan dapat diproses lebih lanjut. 

Petugas, 

TTD 
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TATA CARA PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) 

Penilai;m SPI dilakukan dengan cara menilai komponen sebagai berikut: 

Kriteria Penilaian 
No Komponen Penilaian 

Ada/Ya Tidak Keterangan 

l. memiliki struktur organisasi yang jelas 

memiliki uraian atau deskripsi tugas Uob 
2. description) dari setiap bag ian dalam 

struktur organisasi 

adanya otorisasi oleh pihak yang berwenang 
3. atas setiap proses bisnis terkait pemasukan 

dan pengeluaran barang 

4. memiliki sistem dan SOP yang memadai 
antara lain meliputi: 
a. pemesanan dan pembelian barang 
b. penerimaan dan pemasukan barang 
c. pengeluaran I pemakaian barang 

untuk proses produksi 
d. pemasukan dan pengeluaran hasil 

produksi 
e. pencatatan dan pembukuan atas 

transaksi pemasukan dan 
pengeluaran barang 

f. pemeriksaan a tau pencacahan fisik 
barang 

5. 
pengkodean terhadap persediaan barang 
dan bahan 

6. 
memiliki laporan keuangan yang telah 
diaudit oleh auditor independen 

Kesimpulan 

Nama Pejabat Penilai 

,Jabatan 

Tanda Tangan 
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FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN 

KOP SURAT KANTOR PABEAN 

BERlTA ACARA PEMERlKSAAN 

NOMOR: .... ...... ... ............... . 

Pacta hari ini .. .. .. .. . tanggal .. .. .. . ( .. .. .. .. } bulan .. .. .. .. tahun .. .. .. .. kami yang 
bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tug as dari Kepala Kantor .. ...... .. .. 
No ..... tanggal ..... serta menindaklanjuti surat permohonan fasilitas KITE badan 
usaha .......... No ..... tanggal ............... , telah melakukan peme1iksaan terhadap: 

1. Nama Badan Usaha 

2. NPWP 

3 . Alamat kantor 

4. Alamat Pabrik 

5. Email resmi 

6. Nama pemilik/penanggung jawab 

7. Alamat pemilik/penanggungjawab 

8. Bidang usaha industri 

9. Hasil produksi 

Kegiatan Pemeriksaan 

I. Penelitian (valiclasi} dokumen dan administrasi 

II. Analisa kliteria dan persyaratan 

a. SPI 

b. IT Inventory 

c. Profil Badan Usaha 

III. Pemeriksaan lapangan 

a. Pabrik/Kegiatan Produksi 

1} tempat penimbunan Barang dan Bahan 

2} tempat penimbunan Hasil Produksi 

3} Pabrik/tempat pengolahan 

4} Kegiatan 
pengolahan/ pemasangan/ perakitan 

b. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan 

Hasil 
Pemeriksaan/Kesimpulan 

(lokasi} 

(lokasi} 

(lokasi} 

(diisi proses produksi 
perusahaan} 

l} Tempat pembongkaran dan/atau (lokasi} 
penimbunan di dalam Pabrik 

2} Tempat pembongkaran 
penimbunan di luar Pabrik 

dan/a tau 
(lokasi} 
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c. Badan Usaha Penerima Subkontrak 

l). Pabrik 

2). Tern pat pembongkaran 
penimbunan 

d. Informasi lainnya 

Lamp iran: 

l. Foto lokasi 

2. Foto clan daftar mesin atau barang modal; 

3. Denah dan peta lokasi ....... 

4 . Lain-lain 

dan/atau 

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Pejabat Bea dan Cukai, 
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FORMAT PENILAIAN PRESENTASI PROSES BISNIS 

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU 

PENILAIAN PRESENTASI PROSES BISNIS 

No Komponen Penilaian 
Ada/ Ya 

Kriteria Penilaian 

Tidak Keterangan 

l. Persyaratan dokumen dan administrasi 

2. 
Komitmen badan usaha dalam melakukan 
pemaparan proses bisnis dan perizinan KITE 

a. Penanggung jawab a tau Direktur 
badan usaha dapat dihadirkan pacta 
saat presentasi dan sesuai dengan 
yang tercantum dalam akte pendirian 
perusahaan yang terakhir 

b. lsi paparan dapat menggambarkan 
profil bisnis perusahaan secara utuh 

c. Penanggung jawab a tau Direktur 
Perusahaan memahami proses bisnis 
KITE 

3. Sistem Pengendalian Intemal (SPI) 

a. Memiliki struktur organisasi yang 
jelas 

b. Bad an usaha memiliki SOP yang 
memadai terutama berkaitan dengan 
barang yang akan diimpor dengan 
menggunakan fasilitas. 

4 . 
Sudah mendayagunakan IT Inventory 
sesuai ketentuan 

5. Jenis Usaha (Nature Of Business) Badan Usaha 

a . alur produksi dari barang dan bahan 
baku menjadi barang jadi 

b . keterkaitan jenis bidang us aha 
perusahaan dengan barang dan bahan 
baku serta hasil produksi. 

6. Indikator kinerja utama (key 
per:fonnance indicator) yang 
ditargetkan oleh badan usaha untuk 
mengukur manfaat ekonomi yang 
ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas 
KITE 

7. 
Berita Acara Pemeriksaan dan 
Rekomendasi Kepala Kantor Pabean 

Informasi lainnya yang diperoleh dari a. 
paparan badan usaha: b. 

Kesimpulan 

Catatan 
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Nama Pejabat Penilai l 

NIP 

Jabatan 

Tanda Tangan 

Nama Pejabat Penilai 2 

NIP 

Jabatan 

Tanda Tangan 

Nama Pejabat Penilai 3 

NIP 

Jabatan 

Tanda Tangan 

dsL 
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FORMAT BERITA ACARA PRESENTASI PROSES BISNIS 

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU 

BERITA ACARA PRESENTASI PROSES BISNIS 
NOMOR: ............................ . 

Pacta hari ini .. ... ... . tanggal ....... ( ..... ... ) bulan ........ tahun ..... .. . kami yang 
bertandatangan eli bawah ini sesuai dengan Surat Undangan No . .... tanggal ... ... clengan 
ini menyatakan bahwa: 
1. Nama Perusahaan 
2. LokasiPerusahaan 
3. NPWP 
4. Izin yang Dimohonkan (KITE Pembebasan dan/atau KITE 

Pengembalian) 
5. J enis Hasil Produksi 

* ticlak melakukan presentasi proses bisnis sampai clengan batas waktu yang telah 
clitentukan. 

** telah melakukan presentasi proses bisnis, dengan hasil sebagai berikut: 
berclasarkan penilaian. dapat disimpulkan bahwa permohonan PT . . . . . . . dapat 
disetujui/disetujui dengan perbaikan (menyebutkan perbaikan yang harus 
dilakukan)/ditolak. (menyebutkan alasan penolakan) untuk ditetapkan 
sebagai ......... /perlu dilak.ukan presentasi lanjutan (menyebutkan pemaparan 
dan/atau perbaikan yang harus dilakukan). 

Presentasi telah selesai dilaksanakan pad a tanggal .. . . . . .. .. pukul ..... ....... .. . 

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Pejabat Bea dan Cukai dan Pemeriksa 
Pe1wakilan Perusahaan 

Mengetahui 
Kepala Kantor Wilayah/KPU, 
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FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN 

Mf-:;"~,rml<l KEl lA~CA~ 

REI'I JUI.IK 1'\ I)ONt-.:.'-;IA 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ........... . 

TENTANG 

PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA ........................ . 

Menimbang 

Mengingat 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a . bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan 
badan usaha ............... nomor ....... . tanggal .. ... .. , diperoleh 
kesimpulan bahwa badan usaha telah memenuhi persyaratan dan 
kriteria untuk ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan ten tang 
Penetapan Sebagai Perusahaan KITE Pembebasan 
kepacta .............. ........... : 

l. Undang-Unctang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 4661): 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang 
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan 
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah. 
Dirakit, atau Dipasang pacta Barang Lain dengan Tujuan untuk 
Diekspor: 

Memperhatikan: l. Berita Acara Peme1iksaan Nomor ...... tanggal ...... : 

2. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis Nomor ...... tanggal ..... . ; 



PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

Menetapkan 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan badan usaha ............... .. NPWP .................... , sebagai 
perusahaan penerima fasilitas KITE Pembebasan. 

Penetapc:m sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai 
kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan 
eli bidang Kepabeanan. Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain eli 
bidang impor dan ekspor, termasuk kewajiban melunasi seluruh 
kewajiban pembayaran, apabila terdapat barang yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan di bidang kepabeanan yang memanfaatkan fasilitas KITE 
Pembebasan. 

Data entitas, eksistensi, dan kegiatan produksi perusahaan 
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan 
Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan d<ui 
Keputusan Menteri Keuangan ini. 

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI 
PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA ................ ...... .. . 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 
1. Menteri Keuangan; 
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai: 
3. Direktur Jenderal Pajak; 
4. Oirektur Fasilitas Kepabeanan; 
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan; 
6. Kepala Kantor Pabean ....... (yang mengawasi lokasi tempat usaha, pelabuhan 

bongkar, pelabuhan muat. danjatau badan usaha penerima subkontrak); 
7. Pimpinan ........ (perusahaan). 

Ditetapkan di 
pad a tanggal ..... . 

a.n. MENTERI KEUANGAN 
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! KEU/\NGAN 
NOMOR 
TANG GAL 

LAMPIRAN I 

DATA ENTITAS PERUSAHAAN 

l. Nama badan usaha 

2. Nomor Pokok Wajib Pajak 

3 . Nomor Induk Berusaha 

4. Alamat kantor 

5. Nomor telepon kantor 

6. Nomor .faximile kantor 

7. Email kantor 

8. Data penanggung jawab 

No. Nn mn Jabatan Karlu iclentilas 

a. 
b. 
('. 

9. Fasilitas kepabeanan yang telah 
digunakan 

Nornor knrtu identllas 

No. ,J en is fasilitas Nomor clnn lan~nl s ural kepulusan fas ililas 
a. 
b. 
C' . 

10. Asal perolehan barang dan bahan 

ll. Tujuan penj ualan hasil produksi 

12. Indikator kinerja utama (key 
perjomwnce indicator /KPI)* 

No. Indikator 
a. PPh Badan Pasnl 2 1 
b. DevJsa ekspor 
c. 

Tnr~et 

Nom or Emnil 
lelepon/HP 

Lokas i 

''Target KPI yang dicantumkan adalah target untuk periode lahun pertama setelah badan 
u saha ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan. Target KPI untuk periode 
berikutnya dicantumkan oleh Perusahaan KITE Pembebasan pacta laporan capaian KPI yang 
disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah/KPU setiap tahun. 

Oitetapkan di .... .... . 
pad a tanggal ..... . 

a.n. MENTER! KEUANGAN 
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN 
NOMOR 
TANG GAL 

LAMPIRAN II 

DATA EKSISTENSI PERUSAHAAN 

1. Tempat pengolahan/pabrik 

Luas Status 
No. Ala mat 

(M~) 
kepemilikan/ 
pen~uasaan 

a. 
b . 
('. 

2. Tern pat pembongkaran dan/ a tau 
penimbunan barang dan bahan* 

Luas Status 
No. Ala mat 

(M2) 
kepemilikan/ 
penj!uasaan 

a. 
b. 
('. 

Bukti kepelllilikan berakhir 

J enis Nomor Tang_~al 
mulai sam pat 

denj.!an 

Bukti kepemilikan bC'rnkhir 
J en is Nom or Tanggal nmlai sampai 

<lenJJan 

Ditetapkan di ..... . 
pada tanggal .... . . 

a.n. MENTERI KEUANGAN 

KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! I{EUANGAN 
NOMOR 
TANG GAL 

LAMPIRAN III 

DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN 

1. Izin Usaha Industri (lUI) 

a. Instansi penerbit lUI 

b. Nomor lUI 

c. Tanggal lUI 

ct. Bictang Usaha Inctustri 

2. Kapasitas produksi sesuai lUI 

No. Uraiau Bamng Saluan Kapasilas per talmn 

a. 

1>. 

r. 

3. Barang dan Bahan 

No. HS Uraian Barang Satu an Rencana impor per tahun 

a. 

b. 
c. 

4. Hasil Produksi 

No. HS Uraian Barang Satuan Masa produksi Renrana ekspor 
per lahun 

a. 

1>. 
(" . 

5 . Penerima subkontrak** 

No. Nama prnt'rima subkontrak NPWP Ala mat Tailapan kegiatan prociuksi 

a. 

b. 

(' . 

6. Periode KITE Pembebasan . .... bulan 

Ditetapkan di ..... . 
pad a tanggal ...... . 

a.n. MENTERl KEUANGAN 
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU 
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FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN FASILITAS KITE 

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU/KANTOR PABEAN 

Tanggal ........ ... .. ........ . Nomor 
Sifat 
Lamp iran 
Hal Pemberitahuan Penolakan Perrnohonan Fasilitas KITE 

Yth. Pimpinan ..... 

di 

Sehubungan dengan surat perrnohonan Saudara Nomor : ............ tanggal .......... . 
hal permohonan fasilitas KITE, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan: 

0 hasil penelitian administrasi 
D hasil analisa kriteria dan persyaratan 
0 hasil pemeriksaan lapangan 

p(:'rmohonan Saudara ditolak dengan alasan: 

a .... ..... . 
b ......... . 
c. dst. 

Demikian disampaikan untuk dimaklumi. 

Nama Jabatan 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 

judi Adrijanto 
NIP 19700412 198912 1 001 
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l.AMPIHAN II 
I'~:HATUI{AN DIR~:KTUH J~:Nm~l~l. IlEA DAN CUKAI 
NOMOH P~:H- 4 / llC/2019 
n:NTANG 
I'E:TUNJUK Pf-I..AKSANAAN l'r:HATUHAN Mr:N'n:l{l 
KEUANGAN l{r:l'UBI.IK INI>ONr:SIA NOMOI{ 
160/I'MK.04/ 20lf! TI,;NTANG l'r:Mm:llASAN m ;A MASUK 
DAN TIDAK DIPUNGLIT PAJAK Pr:RTAMllAI IAN Nil AI ATAll 
PAJAK PERfAMBAI IAN NIIAI DAN PAJAK Pt:;N,JUN.AN AT/\S 
BAI{ANG MEWAI I ATAS IMI'OR llAI{ANG DAN BAl iAN 
UNTUK DIOIAI I. DIRAKIT. ATAU DIPASANG PADA llAHANG 
JAIN DENGAN TUJUAN UNTUK Dlr:KSPOR 

KEGIATAN PENGAWASAN UNTUK MEMASTIKAN DIPENUHINYA 
KEWAJIBAN PEMENUHAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS 
KOMPUTER (IT INVENTOR¥) YANG DAPAT DIAKSES OLEH DIREKTORAT 

JENDERAL BEA DAN CUKAI SECARA DARING (ONLINE) 

Tahap Kegiatan 

Triwulan I 1. Menyampaikan pemberitahuan pertama kepada 
perusahaan atas kewajiban IT Inventory daring (online) dan 
batas waktu pemenuhan kriteria daring. 

2. Dalam hal IT Inventory perusahaan telah dijalankan secara 
online, pejabat Bea dan Cukai melakukan uji coba dan 
penilaian. 

Triwulan II l. Menyampaikan pemberitahuan kedua kepada perusahaan 
untuk Menyampaikan pemberitahuan kepada perusahaan 
atas kewajiban IT Inventory daring (online) dan batas 
waktu pemenuhan kriteria daring. 

2. Mengidentifikasi kendala yang dialami perusahaan. 
3. Memberikan asistensi kepada perusahaan untuk 

memenuhi kriteria daring (online). 

Triwulan III -h Memantau perkembangan IT Inventory perusahaan dan 
memberikan asistensi atas kendala yang dialami 
perusahaan. 

2. Menyampaikan pemberitahuan ketiga kepada perusahaan 
atas kewajiban IT Inventory daring (online), batas waktu 
pemenuhan kriteria daring dan konsekuensi berupa 
pembekuan fasilitas KITE. 

Triwulan IV 1. Menyampaikan pemberitahuan keempat kepada 
perusahaan atas kewajiban IT Inventory daring (online), 
batas waktu pemenuhan kriteria daring dan konsekuensi 
ben1pa pembekuan fasilitas KITE. 

2. Melakukan pembekuan fasilitas KITE terhadap perusahaan 
yang belum memenuhi kriteria daring (online) pacta akhir 
triwulan setelal1 melewati jatuh tempo satu tahu n sejak 
tanggal surat keputusan penetapan sebagai perusahaan 
KITE 
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FORMAT CHECKLIST KEWAJIBAN PEMENUHAN IT INVENTORY 

CHECKLIST KEWAJIBAN PEMENUHAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN 
BERBASIS KOMPUTER (IT INVENTORY) 

NAMA PERUSAHAAN 

No. Kriteria Ya I Tidak 
I. PENCATATAN 
l.l. Mencatat pemasukan dan pen,geluaran Bahan Baku 
1.2. Mencatat pemasukan dan pengeluaran Barang Dalam 

Proses (WIP) 
1.3. Mencatat pemasukan dan pengeluaran Barang Hasil 

Produksi 
1.4. Mencatat pemasukan dan pengeluaran Scrap I Waste 
1.5. Menampilkan saldo barang 
1.6. Memuat kolom jenis, nomor, dan tanggal dokumen 

kepabeanan 
1.7. Memuat keterkaitan antara pemas ukan dan pengeluaran 

dengan dokumen kepabea.nan 
1.8. Penggunaan kode atas bara.ng dan bahan baku serta 

Baran~ Hasil Produksi 
II . LAPORAN 
2.1. Menghasilkan Laporan Pemasukan Bahan Baku 
2.2. Menghasilkan Laporan Pemaka.ian Bahan Baku 
2 .3. Menghasilkan Laporan Pemaka.ian Barang dala.m Proses 

(WIP) dalam rangka Kegiatan Subkontrak 
2.4. Menghasilkan Laporan Pemasukan Baran,g Hasil Produksi 
2.5. Men,ghasilkan Laporan Pen,geluaran Bara.n,g Hasil Produksi 
2.6. Menghasilkan Laporan Mutasi Bahan Baku 
2.7. Menghasilkan Laporan Mutasi Hasil Produksi 
2 .8. Menghasilkan Laporan Penyelesaian Waste I Scrap 

III. AKSES ONLINE DAN REALTIME DATA 
3 .1. Dapat diakses secara daring (online) 

(web ba..<>edjrernote desktop/desktop application)* 
3.2. Menyediaka.n Usemame dan Password khusus untuk 

Pejabat/Pe,gawai DJBC 
3.3. Menyediakan akses riwayat aktivitas (log history) kegiata.n 

pengguna IT Inventory 
3.4. Menyajika.n da ta secara realtime atau tepat waktu (tidak 

lebih dari 3 hari sejak pemasuka.n I pemaka.ia.n I 
pen ,gel uara.n) 

3 .5 . Menghasilkan laporan secara realtime sesua.i data yang 
diinput 

I IV. KESIMPULAN 

Tempat dan Tanggal. 
Nama Jabatan 

DIREKTUR JENDERAL. 

-ttd-

HERU PAf\.'lBUDI 

Keteran~an 
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LAMPIRAN Ill 
P~;I{ATUHAN DIR~:KTUH JEND~;I{AL m:A DAN CUKJ\1 
NOMOR P~;l{· 4 /llC/2019 
TI•:NTANG 
PE:TUNJUK PfO:I..AKSANAAN p~;J{ATUf{AN MI-;Nn:RI 
l<r:UANGAN tmPUBLIK INDONESIA NOMOI{ 
160/PMK.04/20 1R T~:N'TANG J>EMBEBASAN m:A MASlJJ< 
DAN TIDAl{ DIPUNGUT PAJAK P~:t<TAMIJAI IAN NILAI ATAU 
PAJAK P~:HTAMOAI IAN NIIAI DAN PAJAK PF:NJUAI..AN ATAS 
IIAI{ANG M~:WAI I ATAS IMI'OH JlJ\f{J\NG DAN BAliAN 
UNTUK DIOI..AII. I)IJ{AKJT. ATAU I>li'ASANG PAD!\ I!AI{ANG 
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUI< DI~:KSl'OR 

FORMAT LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY 
PERFORMANCE INDICATOR) SERTA DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN 

FASILITAS KITE PEMBEBASAN 

KOP SURAT PERUSAHAAN KITE 

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY 
PERFORMANCE INDICATOR) SERTA DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN 

FASILITAS KITE PEMBEBASAN 

A DATA PERUSAHAAN 

1. Nama Perusahaan 

2. NPWP 

3. J en is Fasilitas a. KJTE Pembebasan 

b. KJTE Pengembalian 

4. Nomor SKEP awal dan 
peru bah an terakhir 

5. Brand Produksi 

6. J en is Investasi Pilihan (a. PMA b. MPDN c. Lainnya (sebutkan)) 

B CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR) 

No . Indikator Tarf!et Periode ... 
a. PPh Badan Pasal 21 
b. Devisa ekspor 
('. 

C DAMPAK EKONOMI 

l. Jumlah Tenaga Kerja 

2. Jumlah Upah Tenaga Kerj a 

3. Nila i Ekuitas 

4. Nilai PMTB (pembentukan modal tetap 
bruto) I Penambahan Investasi 

5. Jumlah PPh Badan Tahu n Pajak Terakhir 

6. Jumlah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 
dan Penerimaan Daerah Lainnya 

7. Jumlah Jaringan Usaha (Subkon, 
Distribulor. Vendor. clll) yang 
menggunalcan fasilitas 

C~ian Pe riode ... Target Periode ... 



8. J umlah J ariugan 
Distributor, Vendor, 
menggunakatl fasilitas 
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Usaha (Subkon, 
dll) yang tidak 

9. Jumlah tenaga kerja pada jaringan usaha 
yang tidak menggunakan fasilitas 

10. CAPEXIDepresiasi 

ll. Labalrugi Usaha Sebelum Pajak 

12. Jumlah Pajak Tidak Langsung (contoh: 
PPN, PPnBM, bea masuk. bea keluar, 
p~ak impor) 

13. Pajak Daerah (contoh: PBB, pajak 
kendaraan bermotor) 

14. Jumlah nilai Devisa Ekspor 

15 . Jumlah nilai Devisa Impor 

D PERTANYAAN UMUM 

1. Apakah Fasilitas KITE Bermanfaat Bagi 
Perusahaan? 

2. Uraian Mru1faat Fasilitas KITE Bagi 
Peru sahaan 

3. Apakah terdapat ketentuan dan prosedur 
saat m1 yang menyulitkan dalam 
penerapan di lapangan? Sebutkan. 

4 . Apakah terdapat ketentuan saat ini yang 
tidak efektif dalam penerapan di 
lapru1gan ? Sebutkan. 

5. Apakah terdapa t kendala dalam pelayanan 
fasilitas di Kanwil DJBC/KPUBC/KPPBC 

(sarana prasaranaiSKP I birokrasiiSDM) 

6. Adakah masukan untuk pengembangan 
pemberian fasilitas ke depannya? 

(Ya I Tidak, sebutkan alasan) 

Nama Perusahaan 

Nama Jabatan 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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LAMPIRAN IV 
PERATURAN DIHI::KTUH JENDF.RAL BEA DAN CUKAJ 
NOMOR PER- 4 / BC/2019 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PEHATURAi\1 MENTER! KEUA."\IGAN 
REPUf3LlK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TF.NTANG 
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN T IDAK DlPUNGUT PAJAK 
PERTAMBAI·lAN NILAI ATAli PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DA!\ PAJAK 
PENJUALAN ATAS BARANG M~:WAII ATAS IMPOH BAI{ANG DA'\1 f3AHAN 
UNTUK DIO!..AH. OIRAKJT. ATAU DIPASANG PADA BARA.'\JG I..AJN 
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT PENCATATAN DATA LAPORAN KEUANGAN, DATA :MENGENAI DAMPAK EKONOMI PE:MBERIAN FASILITAS KITE, 
SERTA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (.KEY PERFORMANCE INDICATOR) 

I. DATA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KITE 

SKEP Fasilitas Laporan Keuangan yang 
Ase t Lancar Total Aset 

Laba/ Rugi 
Perusahaan KITE disampaikan 

Utang Lancar Total Utang Modal 
Bersih 

No_ KITE 
Pembebasan N omor l Tanggal ~~~~:e: J KAP ~ Opini I ~~~ I ~~ ~~~ I Thn ~~ I ~~~ Thn I Thn Thn I Thn ~~ I Thn 

....._____ .... . ... . ... . ... . ... . ... 
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II. DATA MENGENAI DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN FASILITAS KITE 

SKEP Fasilitas 
Jenis Investasi Data Dampak Ekonomi (sesuai Lampiran II Perdirjen ini, Bagian C) 

Perusahaan KITE 
(a. PMA b. MPDN Brand No. KITE NPWP Jumlah Nilai Jumlah PPh 

Pembebasan c . Lainnya Produksi Jumlah Upah Nilai Dan 
Nomor Tanggal Tenaga PMTBI Badan Tahun 

(sebutkan)) 
Kerja 

Tenaga Kerja Ekuitas 
Investasi Pajak Terakhir 

seterusnya .. . 

--
-- - -- ·- - -- - '------

III. DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR) 

Perusahaan SKEP Fasilitas 

No KITE KITE Indikator 
1 

Target 
Pembebasan Nomor Tanggal 

PPh 
Bad an 
Pasal 2 1 

-- ---- - -- ---

Salinan sesuai dengan aslinya, 
~retaris Direktorat Jenderal 

u.b. 

Tercapai 

Capaian I 
Tidak 

----- -·--

Tercapai 
Tercapail Indikator 

Target Capaian I lndikator 3 
Target Capaian 

2 dst . .. Tidak 
Tidak 

De visa 
ekspor 

! 
• 

---- - - -

DIREKTUR JENDERAL. 

-ttd-

HERU PAMBUDI 

I 

I 
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L.AMl'lRAN V 
p~;l{ATURAN DIRF: KTUH J~:Nm;I{AL B~:A DAN CUKAI 
NOMOR I'~:R- 4 /UC/2019 
n :NTANG 
P~~I'UNJUK I'~:I.AKSANAAN l'~:l{ATUI{AN M~:Nn:HI 
I<~:UANGAN Hr: PUBLIK I NI>ON~:SIA NOMOR 
160/PMK.04/ 20 1H Tr:NTANG Pr:Mm: llASAN IlEA MASUI< 
DAN TJJ)AK OII'UNGUT PAJAK p~;KrAMBAI IAN Nll.AI ATAU 
PAJAK Pr:HTAMBAIIAN NII.AI DAN PAJAK I'ENJUALAN ATAS 
BAJ{ANG Mr:WAH ATAS IMI'OH BARANG DAN HAl IAN 
UNTUK I>lOl.Al I. DIRAKIT. ATAU Dll'ASANG I' ADA llAI{ANG 
I.AIN Dr:NGAN TUJUAN UNTUK DI~:KSPOH 

FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS 
KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ··-·---··· -

TENTANG 

PERUBAI-IAN KfAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ··--··· TENTANG 
PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA ········- · ·--·········-- -

Menimbang 

Mengingat 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat 
permohonan/pemberitahuan perubahan data oleh PT 
nomor .. ... ..... . tanggal ···· ··- ··- ·· diperoleh kesimpulan bahwa 
pennohonan perubahan data dimaksud telah memenuhi 
persyaratan/perlu dilakukan perubahan data pacta Keputusan Menteri 
Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai 
Perusahaan KITE Pembebasan: 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ctalam 
huruf a , perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor --·· 
tentang Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Pe1usahaan 
KITE Pembebasan kepada ..... ; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
{Lembaran Negara R.epublik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2006 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93. 
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661 ); 



- 135-

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l60/PMK.04/2018 tentang 
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai 
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit. atau Dipasang 
pacta Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor; 

Memperhatikan: l. . . . . . . . . . . . (dokumen pendukung perubahan data keputusan 
pemberian fasilitas KITE Pembebasan); 

Menetapkan 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

2 ............ ; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOM OR ....... TENTANG PENETAPAN 
SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA ........................ . 

Mengubah Lampiran .... Keputusan Menteri Keuangan Nomor ....... ... . 
Tanggal ...... menjadi Lampiran .. .. yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini; 
Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang ticlak 
terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... ; 
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pacta tanggal 
ditetapkan. 

Salinan keputusan ini disampaikan kepada: 
l . Menteri Keuangan: 
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 
3. Direktur Jenderal Pajak; 
4 . Direktur Fasilitas Kepabeanan; 
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan; 
6. Kepala Kantor Pabean . . . . . . . (yang mengawasi lokasi tempat us aha, pelabuhan 

bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak); 
7. Pimpinan .... .... (Perusahaan). 

Ditetapkan di .... ... . 
pacta tanggal 

a.n. MENTERI KEUANGAN 
KEP.ALA KANTOR WILAYAH/KPU 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN 
NOMOH 
TANGGAL 

LAMPIRAN I 

DATA ENTITAS PERUSAHAAN 

1. Nama badan usaha 

2. Nomor Pokok Wajib Pajak 

3. Nomor Induk Berusaha 

4. Alamat kantor 

5. Nomor telepon kantor 

6. Nomor faximile kantor 

7. Email kantor 

8. Data penanggung jawab 

No. Nruna Jabalan Km·tu idenlilas Nomor karllt idenlitas 

a. 
b. 
c. 

9. Fasilitas kepabeanan yang telah 
digunakan 

No. Jenis fasilitas Nomor dan tanggal sural keputusan fasilitas 
a. 
b. 
c. 

1 0. Asal perolehan barang dan bah an 

11. Tujuan penjualan h asil produksi 

Ditetapkan di 
pad a tanggal ..... . 

Nom or 
telep on/HP 

Lokasi 

a.n. MENTER! KEUANGAN 

Email 

KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN 
NOMOR 

TANG GAL 

LAMPIRAN II 

DATA EKSISTENSI PERUSAHAAN 

l. Tempat pengolahan/pabrik 

No. Alamal Luas Slalus 
(MZ) kepemilikan / 

penguasaan 

a. 
b. 
c. 

2. Tempat pembongkaran dan/a ta u 
penimbunan ba.rang dan bahan* 

No. Ala mal Luas Status 
(W) kepemillkan/ 

penguasaan 

a. 
b. 
c. 

Bukti kepemtlikan mula! berakhtr 
sampai 
<lengan 

Jenis Nom or Tanggal 

Bukti kepemilikan mu la! berakl1ir 
sampai 
clengan 

Jenis Nornor Tanggal 

Ditetapkan di Jakarta 
pad a tanggal ..... . 

a.n. MENTERl KEUANGAN 

KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN 
NOMOR 

TANG GAL 

LAMPIRAN III 

DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN 

l. Izin Usaha In dustri (lUI) 

a. Instansi penerbit lUI 

b. Nomor lUI 

c. Tanggal lUI 

d. Bidang Usaha Industri 

2 . Kapasitas produksi sesu a i lUI 
No. Uraian I3arang Saluan Kapasitas per lahun 

a. 

1>. 
(', 

3. Barang dan Bah an 
No. HS Uraian Barang Saluan Rencana impor pC'r tahun 

a. 

h. 

(', 

4. Hasil Produksi 
No. HS Uraian Barang Satuan Masa produk si Rencana ekspor 

p_er talnm 
a. 

b. 
(', 

5. Penerima s ubkontrak** 
No. Nama penerima sulJkontrak NPWP Ala mal Tahapan kegial an pr ocluksi 

a. 

I>. 
C'. 

6 . Periode KITE Pembebasan 

Ditetapkan di Jakarta 
pacta tanggal .. ... . 

a .n. MENTERI KEUANGAN 
KEPALA KANTOR WILAYAH/ KPU 

DIREKTUR JENDERAL. 

-ttcl-

HERU PAMBUDI 
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LAMI'JI{AN VI 
P~:RATUHAN DIREKTUR JENOERAL IlEA DAN CUI\AI 
NOMOH I'F:l {- 4 /BC/2019 
T!';NTANG 
1'1-:TUNJUI< P~:LAJ<SANAAN I'I·;I{KfUI<AN MI·;NT!.;({[ 
I<EUANGAN HE!:I'UBLJK lNDON~:SlA NOMOI{ 
l60/I'MK.04/2018 n:NTANG P~:Mm:BASAN m:A MASUI< 
DAN Tll)AI< [)!PUNGUT PAJAK P~:I<TAMBAI IAN N!LA! ATAU 
PAJAK l'~:lfl'AMBAHAN NlLAl DAN PAJAK I'~:NJUALAN ATAS 
BA!{ANG M~:WA!l ATAS IMPOI< flA!{ANG DAN BAliAN 
UNTUK l>!Ol..All. D ll{AK!T. ATAll D l i'ASANG !'ADA llAl{ANG 
LAIN D~:NGAN TUJUAN UNTUI< rm : J<SPO!{ 

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN 
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE 

PEMBEBASAN 

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU 

Tanggal. .... ............. .. . . Nom or 
Sifat 
Lampi ran 
Hal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perubahan atas Keputusan 

Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan 

Yth. Pimpinan ..... 

eli 

Sehubungan ctengan surat permohonan Saudara Nomor: .. .. ........ tanggal ......... .. 
hal Permohonan Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE 
Pembebasan, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian 
terhadap dokumen penctukung, permohonan Saudara ditolak dengan alasan: 

a .. ....... . 
b . ........ . 
c. ctst. 

Sauctara dapat mengajukan permohonan pemrosesan kembali perubahan atas 
keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan setelah memenuhi alasan 
penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa ..... 

Untuk keterangan lebih lanjut Saudara dapat menghubungi (unit) dengan 
nomor telepon ... .. I email ....... (nomor telepon dan email resmi kantor). 

Demikian disampaikan untuk dimaklumi. 

Nama Jabatan 

DIREKTUR JENDERAL. 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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I.AMI'JI{AN VII 
I'~:RATUHAN DIHEKTlJI{ JEND~:l{AL IlEA OAN CUl<AI 
NOMOH PER- 4 /I3C/2019 
T~:NTANG 

P~:rUNJUK I'~:LAKSANAAN PE!{ATUI{AN M~:Nn:HI 

KEUANGAN HlWUllLIK INDONESIA NOMOR 
160/l'MK.04/2018 n:NTANG I'EMIIEilASAN m :A MASUK 
DAN T!DAK I>II'UNGUT PAJAK P~:RTAMilAllAN NJI.AI ATAU 
PAJAK P~:I<I'AMllAliAN NII..Al DAN PAJAK PENJUAl.AN ATAS 
llAI{ANG M~:WAJ I ATAS IMPOR IlAJ{ANG DAN BAl iAN 
UNTUK DIOI.AII, DII{AKIT. ATALJ IJII'ASANG I'A!JA !IARANG 
I.AIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSI'Q!{ 

FORMAT SURAT TANDA TERIMA JAMINAN 

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU ATAU KANTOR PABEAN 

SURAT TANDA TERIMA JAMINAN / JAMINAN PENGGANTI* 

NOMOR: ... / ... / ... 

Sudah terima dari ..... .. . (Perusahaan KITE) 
Kepu tusan pemberian fasilitas 
KITE Pembebasan/NPWP 
Alamat 
Nomor /Tanggal Jaminan 
Bentuk Jaminan 
Nomor /tanggal**: 
D Aju BC 2 .0 
D Aju BC 2.8 
D Aju BC 2.5 
D PPF.TZ 
D Dokumen Lainnya 
*pilih sesuai jaminan yang diserahkan 
**hanya dapat disilang salah satu. 

dengan keterangan sebagai beriku t: 

: ..................... / ....... ...... ... . 

: .... .... ............ . / ........ .... .... . 

Nama dan Kode Penjamin 
Periode Jaminan : ...... s .d .... .. 
N ilai J aminan : Rp .......... ...... . 

yang menyerahkan. yang menerima, 

DIREKTUR JENDERAL. 

-ttd-

HERU PAMBUDI 

.l 
, c; i Aclrijanto 

9700412 198912 1 001 
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LAMPIRAN VIII 
P~:RATUHAN l>l!{EKTUR J~:N DI-:RAL BEA DAN CUKAI 
NOMOH l'EH- 4 / llC/20 19 
TF:NTA:'>IG 
I'I':I"UNJUK I'I·:J.AKSANAAN I' ~: IU\TURAN M~:JVn:m 

I<F:UANGAN ({~:PU!lLIK INDONr:SIA NOMOH 
160 / I'MK.04/20 lH TEN"l'ANG P~:MIIEBASAN m :A MAS UK 
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK 1'1-:HTAMnAIIA N NII.AI ATAU 
I'A.JAK I'ERTAMIIAIIAN NII.AJ DAN I'A.JAK P~:NJUAI.AN ATAS 
BAIU\NG M r:WAJ I ATAS IMPOR IIAIU\NG DAN BAliAN 
l!NTUK IJIOI.All , DIRAKJT. ATAU IJII'ASANG I 'ADA IIAIU\NG 
lAIN Dr:NGAN T UJUAN LJNTUK DI~:KSI'OI { 

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBONGKARAN DAN/ ATAU PENIMBUNAN 
BARANG DAN BAHAN, BARANG CONTOH, DAN/ ATAU HASIL PRODUKSI KE 

LOKASI SELAIN YANG TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI 
PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN 

KOPSURATPERUSAHAAN 

Tanggal ......... .... .... . Nom or 
Lamp iran 
Hal Permohonan Pembongkaran dan/atau Penimbunan Barang dan Bahan. 

Barang Contoh , dan/atau Hasil Produksi ke Lokasi selain yang 
Tercantum dalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE 
Pembebasan 

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU .. .. .. 
eli ... . .. ... ..... . . 

Dengan ini dibeiitahukan bahwa kami: 
Nama Pentsahaan ............ . . 
SKEP KITE Pembebasan . ...... ... ... . 

mengajukan permohonan untuk melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan 
Barang dan Bahan, Barang Contoh, dan/atau Hasil Produksi ke lokasi selain yang 
tercantum clalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, yaitu: 

1. Lokasi Gudang/ .... .. ... .. ..... .. 
2. Alamat .. ... .. ... .. . . 
3. Jenis barang yang ditimbun .......... .. .. 
4 . Jumlah barang ....... ..... .. 
5 . Packing List ........ .. ... . 

6. Perkiraan tanggal pembongkaran dan/atau .. .. ...... ... . 
penimbunan 

Demikian kami sampaikan. 

udi Adrijanto 
--......::.::=::::Rrrpi 19700412 1989 12 1 001 

Penanggung J awab 
Perusahaan/Direksi 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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LAMPIRAN IX 
J>~;J{ATUI{AN DJR~:KTUR J~:Nm:J{AL m :A DAN CUI<AJ 
NOMOI~ I'J•:H- 4 / llC/2019 
T~:NTANG 

PETUNJUK I'~:LAKSANAAN !'~;RATUI{AN MENH:RJ 
l<l':UANGAN REPUilLII< INI>ON~:SIA NOMOR 
160/PMK.04/2018 TENTANG PI':MilEilASAN BEA MASUK 
DAN TIDAK DII'UNGt.rr I'AJAI< I'EJ(I"AMilAIIAN NILAI ATAll 
PAJAK I'~:RTAMilAHAN NILAI !JAN PAJAK I'ENJUALAN ATAS 
llAI{ANG MEWA!i ATAS IMPOR llAJ{ANG J>AN BAliAN 
UNTUK DIOI..AII. DIRAKIT. ATAU Dll'ASANG !'ADA llAJ{ANG 
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUI< DIEI<SI'OR 

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBONGKARAN DAN/ ATAU PENIMBUNAN 
BARANG DAN BAHAN, BARANG CONTOH, DAN/ ATAU HASIL PRODUKSI KE 

LOKASI SELAIN YANG TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI 
PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN 

KOP SURAT PERUSAHAAN 

Tanggal ........ ... ...... . Nomor 
Lamp iran 
Hal Pemberttahuan Pembongkaran dan/atau Penimbunan Barang dan 

Bahan, Barang Con toh , danjatau Hasil Produ ksi ke Lokasi selain yang 
Tercantum dalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE 
Pembebasan 

Yth. Kepala Kantor Wilayah /KPU .. .. .. 
di ...... . .. . ..... . 

Dengan ini diberitahukan bahwa kami: 
Nama Perusahaan 
SKEP KITE Pembebasa n 
akan melakukan pembongkaran dan /atau penimbu nan Barang dan Bahan, Barang 
Contoh. dan/atau Hasil Produksi ke lokasi selain yang tercantum dalam Keputusan 
Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, yaitu: 

1. Lolmsi Gudang/.... . ............ . 
2 . Alamat 
3. Jenis barang yang ditimbun 
4. J umlah barang 
5 . Packing List 
6 . Perkiraan tanggal pembongkaran dan/atau 

penimbunan 

Demikian kami sampaikan. 

Tembusan: 

Penanggung J awab 
Perusah aan/Direksi 

l . Kepala Bicla ng Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU; 
2. Kepala Ka ntor Pabean tempat pembongkara n danja tau penimbuna n . 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd-
HERU PAMBUDI 

NIP 19700412 198912 1 001 
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LAMPIRAN X 
PlmAT URAN DIR~:KTUR J r:Nm:RAL m ;A DAN CUI<AI 
NOMOH I'~:R- 4 /OC/2019 
Tr:NTANG 
l'~:TUNJUK P~;J..AKSANAAN I'Ef{ATURAN M ENH:I<I 
KEUANGAN Rr:l'UBLII{ I N llON~:S IA NOMOR 
I GO/ PMK.04/20 18 TF:NTAN( ; l'r:Mm:BASAN m :A MASUI{ 
DAN TIOAK DII'UNGlJr PAJAK J>r:JnAMBAIIAN NII.AI ATAU 
PAJAK P~:I-rrAMilAHAN NILAI DAN PAJAK PENJ UALAN ATAS 
IIAI<ANG Mr:WAII ATAS IM POR IlAI<ANG DAN IlAIIAN 
UNTUK DIOI.AI I. DII<AKIT, ATAU I>II'ASANG I'ADA IlAI~ANG 
lAIN Dr: NGAN TUJ UAN UNTUK lm:I<SI'OR 

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBONGKARAN DAN/ ATAU PENIMBUNAN 
BARANG DAN BAHAN, BARANG CONTOH, DAN/ATAU HASIL PRODUKSI KE 

LOKASI SELAIN YANG TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI 
PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN 

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU 

Tanggal .. ........ .... . .. . Nomor 
Sifat 
Lamp iran 
Hal Persetujuan Pembongkaran dan/atau Penimbunan Barang dan Bah an. 

Barang Contoh, dan/atau Hasil Produksi ke Lokasi selain yang 
Tercantum dalam Keputusan Pen etapan sebagai Perusahaan KITE 
Pembebasan 

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan) 
SKEP KITE Pembebasan Nomor .... ...... .. 
di ... . ......... . 

Sehubungan dengan sura t Saudara Nomor : .......... .. tanggal 
hal .. .. ..... ... .. ...... .. ...... .. .... .... . , dengan ini diberitahukan bahwa : 

l. Dapa t disetujui permohonan Saudara untuk melakukan pembongkaran clan/a tau 
penimbunan Barang dan Bahan, Barang Contoh, dan/atau Hasil Produksi ke lokasi 
selain yang tercantum dalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE 
Pembebasan dilokasi: 

a . Lokasi Guclang/ .... 
b . Alamat 
c . J enis barang yang ditimbun 
cl. Jumlah barang 
e. Packing List 
I Perkiraan tanggal pembongkaran 

dan/ a tau penimbunan 

2 . Persetujuan tersebut pacta butir 1 (satu) diberikan dengan kelentuan sebagai 
berikut: 

a . Persetujuan in i hanya berlaku unluk l (satu) kali pembongkaran clan /atau 
penimbunan; 

b . Dalam hal pembongkaran dan/atau penimbunan dilaku kan pa cta lokas i 
sebagaimana dimaksud pa cta butir l akan dipergunakan secara tetap clan /atau 
berulang-ulang, Saudara wajib mengajukan perubahan data cla lam Keputusan 
Penetapan sebagai Perusal1aan KITE Pembebasan. 

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. 
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Kepala Kantor 

Tembusan: 
l. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah; 
2 . Kepala Kantor Pabean tempat pembongkaran dan/atau penimbunan. 

DIREKTUR JENDERAL, 

-t.td-

HERU PAMBUDI 
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I.J\MPIRAN X I 
Pr:RATURAI'IJ UIHE.KfUR JI•:ND~I{AL BEA DAN CUKAI 
NOM OR l'r:R- 4 /BC/20 19 
T~:NTANG 

l'r:;'fUNJUK I'ELAKSANAAN 1'1-:RATURAN MENTr:HI 
KEUANGAN R~:I'Uill.ll{ INIJONESIA NOMOR 
160/Pl'IIK.04 /2018 Tr:NTANG I'EMIIEBASAN llr:A MASUK 
DAN TIDAK DII'UNG lJI' PAJAK Pr:RTAMBAIIAN NII.AI ATAU 
Pi\. lA!( PERTAMilA!IAN NII.AI DAN PAJAK I'ENJUALAN ATAS 
BAI.u\NG Mr:WAJI ATAS IMPOR BAI{ANG DAN BAliAN 
UNTUK DIOI.AI I, Dll.u\KIT. ATAU llii'ASANG 1'1\I>A llAI{ANG 
LAJN DENGAN TUJUAN UNTUI< Dlf:I(SI'OR 

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGUNGGAHAN (LOADING) KONVERSI 

KOPSURATPERUSAHAAN 

Tanggal ...... .... ....... . Nomor 
Lamp iran 
Hal Permohonan Pengunggahan (Loading) Konversi a.n. Nama Pentsahaan 

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU ...... 
di ·······-·· ······ 

Dengan ini kami: 
Nama Perusahaan 
SKEP KITE Pembebasan 
mengajukan pennohonan untuk dilakukan pengunggahan (Loading) Konversi 
sebagaimana terlampir pada surat ini ke dalam Sistem Komputer Pelayanan fasilitas 
KITE Pembebasan. 

Demikian kami sampaikan. 
Penanggung Jawab 
Perusahaan/Direksi 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 



NAMA PERUSAHAAN ·- ...... (!) .......... . 
SKEP KJTE PEMBEBASAN ........ (2) .. ...... .. . 

DATA HASIL PRODUKSI 

NOM OR KODEHASIL 
KONVERSI PRODUKSI 

NO. SAT NO 
HS 

URAIAN BARANG 

(4) (5) (6) (7) (8) 

l l 

2 

3 

- 146 -

KONVERSI 

KOEFISIEN 

KODE BARANG DAN 

BAHAN 

LAMPIHAN XII 
PERATURAN DIREKTUR J ENDERAL BEA DAN CUKA! 
NOMOR PER- 4 /BC/2019 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN 
REPUBL!K INDONESIA NOMOR 160/ PMK.04/ 2018 TENTANG 
PEM BEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK 
PERTAMBAHAN NILA! ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILA! DAN l'AJAI< 
PENJL!ALA.I\J ATAS BAI<ANG M~:WAH ATAS IMPOR BAJ<ANG DAN BAHAJ\l 
UNTUI< D!OLAH_ DIRAKIT . AT AU D!PASANG PADA BARA"'G LAIN 
OENGAN T UJ UAN UNTUK O!EKSPOR 

BARANG DAN BAHAN T ERPAK..A..I 

TERKANDUNG 
SAT KOEFISIEN 

WASTE/ SCRAP 

HS i 

URAIAN BARANG (O/o) (o/o} 

(9) (10) ( ll) (12) ( 13) 
I 

I 

--- -- - --------

Tanggal: 
Materai 

Diotorisasi oleh: 

Pimpinan Perusahaan 
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PETUNJUK PENGISIAN KONVERSI 

1. Diisi dengan nama Perusahaan KITE Pembebasan. 

2. Diisi dengan Keputusan Penetapan sebagai Pen1sahaan KITE 
Pembebasan. 

3. Diisi dengan nomor Konversi. 

4. Diisi dengan nomor un1t Hasil Produksi. 

5. Diisi dengan kode Hasil Produksi. klasifikasi HS, dan uraian barang. 

6. Diisi dengan satuan Hasil Produksi. 

7. Diisi dengan nomor urut Barang dan Bahan. 

8. Diisi dengan kode Barang dan Bahan. klasifikasi HS. dan uraian 
barang. 

9. Diisi dengan satuan dari koefisien Barang dan Bahan. 

10. Diisi dengan koefisien Barang dan Bahan. 
11. Diisi dengan angka persentase Barang dan Bahan yang digunakan 

untuk 1 (satu) satuan Hasil Produksi. 

12. Diisi dengan angka persentase wastejscrap dalam Barang dan Bahan 
yang digunakan untuk 1 (satu) satuan Hasil Produksi. 
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CONTOH PENYUSUNAN KONVERSI 
Jika untuk l (satu) satuan Hasil Produksi diproduksi dengan menggunakan Barang dan Bahan asal Impor dengan fasilita s KITE Pembebasan. barang dan 
bahan asal Impor tanpa fasilitas KITE Pembebasan (Impor Umum) dan barang dan bahan asal tempat lain dalam daerah pabean. dengan Konversi produ ksi 
sesuai contoh berikut: 

DATA HASIL PRODUKSI KONVERSI BAHAN BAKU TERPAKAI 

Kode HP Kode BB TERKANDU NG WASTE/SCRAP 
NO. SAT NO. SAT KOEFISIEN 

URAIAN BARANG URAIAN BARANG (%) ( %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 K ET. ASAL BAHAN BAKU : 

1 71000 576 1 ZC100 Fasilitas Pembebasan 
MANGAN ESE DIOXIDE B ATTE RI ES: 121SBP4 PCE ZINC CALLOT KGM 0 ,025 90% 10% 

2 AC001 Lokal 
ACETYLEN E BLACK KGM 0 ,030 90% 1 0% 

3 M010 I mpor Umum (PI B) 
MAN GAN ESE ORE KGM 0,025 90% 10% 

4 EM100 I m por U m um (PI B) 
ELECTROLITIC MA KGM 0 ,050 90% 10% 

5 PL001 Fas ilitas Pembebasan J 

P APER L1 NER M TR 0,20 90% 10% 

6 CRP001 I Lok a l 
CARIPHALT KGM 0,10 90% 10% 

7 TP01 Lokal 
TINPLATE KGM 0,10 90% 10% 

---

maka Konversi untuk Barang dan Bahan asal fasilitas KITE Pembebasan yang harus disampaikan adalah sebagai berikut: 

DATA HASIL PRODUKSI 

KOOE Kode HP 
KONVERSI NO. HS 

URAIAN BARANG 

1 2 3 

BGS 2 1 7 100 0 576/002 

8506.10.90.00 

MANGAN ESE DIOX IDE BATTERIES: 1215BP4 

Salinan sesuai dengan aslinya. 
~ -~~kretaris Direktorat J endera l 

,.,::~ . . 't.J.:.:··J~ ;, ' ...... .. u b 
~ ,- -.} ..... . ' ~ ' . . 

~~~~agian Umum 

""--W~}gdi Adrijanto 
19700412 198912 1 001 

SAT NO. 

4 s 
1 

PC E 

2 

KONVERSI BAHAN BAKU TERPAKAI 

Kode B B 
TERKANDUNG WAST E/SCRAP 

H S SAT KOEFISIEN 
(%) (%) 

URAIAN BARANG 

6 7 8 9 10 

Z C100 

7907.00.90.10 

ZINC CA LLOT KGM 0 ,025 90% 1 0 % 

PLOO :L 

4811.90.90 .00 

PAPER LINER MTR 0,20 90% 10% 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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LAMl'IRAN Xlll 
Pf<:Iu\TUHAN DIHf<:KTUR Jr:NDEHAL IlEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 4 /HC/201 9 
Tr:NTANG 
Pf<;!'UNJUK J>r:l-AKSANAAN l'r:HATURAN M ENTr:HI 
Kr:UANGAN REl'UBLIK INDONf<:SIA NOMOR 
JGO/l'MK.04/2018 TENTANG l'f<:MIIE!lASAN m ;A MASUI< 
DAN TIDAl< DIPUNGUT PAJAK PEIUAMBAIJAN NII.AI ATAU 
PAJAK Pf<: IUAMBAJIAN NJI.Al DAN PAJAK Pf<:NJUALAN ATAS 
BAHANG Mr:WAll ATAS IM POR BAI{ANG DAN BAliAN 
UNTUK DIOJ.All. DlAAKIT. ATAU D II'ASANG PAJ)A llARANG 
l -AIN DENGAN TUJUAN UNTUK Dlr:KSI'OR 

FORMAT SURAT PERMOHONAN MENSUBKONTRAKKAN SELURUH KEGIATAN 
PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN 

KOP PERUSAHAAN 

Nornor 
Lampi ran 
Hal Permohonan lJill mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, 

perakitan, dan/atau pemasangan 

Yth_ Kepala Kantor Wilayah/KPU ..... _ .. . 

di.. "" 

Kami ...... (nama Perusahaan). Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE 
Pembebasan Nomor Tanggal dengan 1m mengajukan permohonan ijin 
men s ubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan. perakitan, dan/atau pemasangan atas 
kelebihan kontrak yang tidak dapat kami kerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi, 
dengan data sebagai berikut: 
a . Penerima subkontrak 

b . Alamat penerima subkontrak 

c. NPWP penerima s ubkontrak 

d. J enis Barang dan Bahan atau barang dalam proses 

e. J u mlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses 

f. J en is hasil prod uksi 

g. Jumlah dan satuan hasil produksi 

Demikian kami sampaikan. 

r--------, Penanggung Jawab/Direksi 
Materai J abatan 

6000 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd-

HERU PAiviBUDI 
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l.AMPIHANXIV 
P~:RATUHAN I>IH~:KTUR JEND~:RAL IlEA DAN CUKAI 
NOMOR I'~:H- 4 / BC/2019 
T~:NTANG 

I'~::TUNJUK P~:LAKSANAAN p~;[{ATUI{AN MI·:NTERI K~:UANGAN 
I<~:PUIILIK INDONI:;SIA NOMOI{ 160/I'MK.04/20 1H T~:NTANG 
P~:MB~:BASAN BEA MASUK DAN TIOAK Dli'UNGUT PAJAK 
P~:HTAMBAI!AN N!LAI ATAlJ PAJAK I'~:RTAM!lA!IAN NILAI DAN 
PAJAK l'ENJUALAN ATAS BAI{ANG MEWAI! ATAS !MI'OH 
IIAJ{ANG DAN BAliAN UNTUK !>lOLA!!. l>II<AI<IT. ATAU 
Dll'ASANG PA!>A BA!{ANG LAIN m:NGAN TlJJlJAN UNTUK 
Dl~:ICSI'Ol{ 

FORMAT SURAT PERSETUJUAN MENSUBKONTRAKKAN SELURUH KEGIATAN 
PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ ATAU PEMASANGAN 

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU 

Tanggal ................. . Nomor 
Sifat 
Lampi ran 
Hal Persetujuan mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, 

dan/ a tau pemasangan 

Yth. Pimpinan Perusahaan 
eli ........ . .... . 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ............ tanggal .... ....... hal ........ .............. .. .... , 
dengan ini diberitahukan bahwa: 

l. Dapat disetujui permohonan ...... (nama Perusahaan) untuk mensubkontrakkan selu ruh 
kegiatan pengolahan, peraltitan, dan/atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak 
dapat dikerjakan ka.rena keterbatasan kapasitas produksi, dengan data sebagai berikut: 

a. Penerima subkontrak 
b. Alamat penerima subkontrak 
c. NPWP penerima subkontrak 
d. Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses 
e. Jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau ba.rang dalam proses 
f. Jenis hasil produksi 
g. Jumlah dan satuan hasil produksi 

2. Persetujuan tersebut pacta butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a . hasil peke1jaan subkontrak harus dikembalikan ke Perusahaan KITE Pembebasan: 
b. dalam hal terdapat sisa proses produksi (waste/scrap) harus dikembalikan kepada 

Peru sahaan KITE Pembebasan: dan 
c. persetujuan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak. 

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. 

Kepala Kantor 

Tembusan: 
1. Kepala Biclang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah; 
2. Kepala Kantor Pabean. 

DIREKTUR JENDERAL. 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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LAMPIR\N XV 
PI<:RATURAN UmEKTUI{ JENU~;J{AL m;A DAN CUI{AJ 
NOMOR P~:R- 4 / BC/2019 
Tfo:NTANG 
l'~:'I'UNJUI< PI·:I.AKSANAAN l'EW\TlJI<AN MI':Nn:W KI·:UANGAN 
REPUBLIK INDONI':SJA NOMOR ! GO /l'MK04/20IIl TENTANG 
I'J·:Mm-:flASAN BI':A MASUK DAN TI!JAK llll'lJNGlrr l'A.JAK 
1'1-:IITAMIJAIIAN NILAI ATAU PAJAK I'ERTAMIJAIIAN NILAI !JAN 
PAJAK PENJUAI..AN ATAS OAHANG MEWAII ATAS IMI'OR 
BARANG DAN 13AHAN UNTUK DIOLA!l, [)IJ{AKIT. ATAU 
DII'ASANG !'ADA BA!{ANG lAIN m:NGAN TUJUAN UNTUK 
DIEKSPOH 

FORMAT PERMOHONAN MENSUBKONTRAKKAN KEGIATAN OLAH. RAKIT, 
DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR 

DALAM DATA KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE 
PEMBEBASAN 

KOP PERUSAHAAN 

Nomor 
Lampi ran 
Hal Permohonan mensubkontrakkan kegiatan olah. rakit, danlatau 

pasang pacta penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data 
Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan 

Yth. Kepala Kantor WilayahiKPU ........ . 
di .... . 

Kami Perusahaan KITE Pembebasan berdasarkan Keputusan Nomor: 
Tanggal: .. . . . . . . .. dengan ini mengajukan permohonan ijin mensubkontrakkan kegiatan 
olah. rakit, danlatau pasang pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data 
Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dengan data sebagai 
berikut: 

a. Penelima subkontrak 
b. Alamat penelima subkontrak 
c. NPWP penerima subkontrak 
d. Nomor Izin Usaha Industri I Dokumen Sejenisnya 
e. Nomor dan Tanggal Kontrak I Perjanjian Subkontrak 
f. Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses 
g. Jumlah dan satuan Barang dan Bahan 

atau barang dalam proses 
h. Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan 
i. J en is hasil produksi 
j. Jumlah dan satuan hasil produksi 

Demikian kami sampaikan. 

Penanggung J awab IDireksi 
.---------~Jabatan 

Materai 

6000 

'--------' .. .. .......... . 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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l.A~Pll{AN XVI 
l'r:IU\'I'lJ!{AN DIHr:KI'UH JI-:Nm:I<J\1, m:A DAN CUI<AI 
NOM OR l'r:H- 4 /'dC/20 I 9 
Tr:NTANG 
l'r;'fUNJUK l'r:I..AKSANAAN l'r:I<ATLJ!{AN Mr:Nn;RI KI·:UANGAN 
Hr:PUBI.IK INDONESIA NOMOR 160/PMI<.04/20 1H TENTANG 
I'I•:MBr:BASAN IlEA MASUK DAN TIDAK D IPUNC Lr r PAJAK 
I'~:I<TAMIJAIIAN NILAI ATAU PA.JA!{ Pr:HTAMBAIIAN NILAI DAN 
PAJAK Pr:NJUALAN ATAS DAI<ANG Mr:WAI I ATAS IMI'OR 
llARANG DAN BAliAN UNTUK DIOLAII, DII<J\I( IT. ATAU 
DII'ASANG !'ADA f3AHANG LAIN Dr:NGAN TU,JUAN UNTUK 
Dl r:KSPQI{ 

FORMAT PEMBERITAHUAN MENSUBKONTRAKKAN KEGIATAN OLAH. RAKIT, 
DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR 

DALAM DATA KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE 
PEMBEBASAN 

KOP PERUSAHAAN 

Nom or 
Lampiran 
Hal Pemberitahuan mensubkontrakkan kegiatan olah. rakit. danlatau 

pasang pacta penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data 
Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan 

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU .. ...... . 
d i. ..... 

Kami Perusahaan .KITE Pembebasan berdasarkan Keputusan Nomor: ...... . 
Tanggal: ....... .. , dengan ini memberitahukan bahwa Perusahaan akan mensubkontrakkan 
kegiatan olah. rakit. danlatau pasang pada pene1ima subkontrak yang tidak terdaftar 
dalam data Keputusan Penetapan sebagai Pen1sahaan KITE Pembebasan dengan data 
sebagai berikut: 

a. Penerima subkontrak 
b. Alamat penerima subkontrak 
c. NPWP penerima subkontrak 
d . Nomor Izin Usaha Industri I Dokumen Sejenisnya 
e. Nomor dan Tanggal Kontrak I Perjanjian Subkontrak 
f. Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses 
g. Jumlah dan satuan Barang dan Bahan 

atau barang dalam proses 
h. Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan 
i. Jenis hasil produksi 
j. Jumlah dan satuan hasil produksi 

Demikian kami sampaikan. 

Materai 

6000 

Penanggu ng JawabiDireksi 
Jabatan 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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LAMPIRAN XVII 
l'~:RATUKAN IJIJU: I<TUR JENor; J{AL Il~;A DAN Clll<AI 
NOMOH l'~:H- 4 / BC/20 19 
'IE NTANG 
l' ~;rUNJUK I'~: I.AKSANAAN PEI{AT UHAN M~:N"n:RI K~:UANGAN 

J{~;PUBLIK INDON~:SIA NOMOI< 160 / I'MK04/20 I H n :N"I'ANG 
I'~:Mm:BASAN Or:A MASUK DAN TIDAl< IJII'llNGtrr PAJAK 
I'F:IUAMBAIIAN NII.AI ATAU PAJAK I'~:RTAMilAIIAN NILAI DAN 
I'A.JAK J>~:NJUAI.AN ATAS UAHANG ME\VAI I ATAS IM I'OH 
llAI{ANG DAN BAliAN UNTUK DIOLAII. DIJ{i\KIT. ATAU 
I>IPASANG !'ADA BAI{ANG LAIN IJENGAN T LJ,JUA N UNTUK 
DI~:KSI'OH 

FORMAT SURAT PERSETUJUAN MENSUBKONTRAKKAN KEGIATAN OLAH. 
RAKIT, DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR 

DALAM DATA KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN 

KOP SURAT KANTOR WILAYAHIKPU 

Nomor 
Sifat 
Lampi ran 
Hal 

Tanggal .. ... ...... ... .. .. 

Persetujuan mensubkontrakkan kegiatan olah. rakit, danlatau pasang 
pacta penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data Keputusan 
Penetapan sebagai Pen1sahaan KITE Pembebasan 

Yth. Pimpinan Perusahaan 
di .... ........ . . 

Sehubungan clengan surat Saudara Nomor: tanggal 
perthal .. .. ...... .. , dengan ini diberitahukan bahwa: 
1. Dapat disetujui permohonan .... .. (Perusahaan) untuk mensubkontrakkan kegiatan 

2 . 

olah. rakit, danlatau pasang dengan data sebagai berikut: 
a. Penerima subkontrak 
b . Alamat penerima subkontrak 
c. NPWP penerima subkontrak 
d . Nomor Izin Usaha Industri I Dokumen Sejenisnya 
e . Nomor dan Tanggal Kontrak I Perjanjian Subkontrak 
f. J enis Barang dan Bahan atau barang dalam proses 
g. Jumlah dan satuan Barang dan Bahan 

a tau barang dalam proses .... ........ . 
h . Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan . ........... . 
i. J en is hasil produksi . .... .. .... .. 
j. Jumlah dan satuan hasil produksi ........ .. .. . 

Persetujuan tersebut pacta butir l (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. has il pekerjaan subkontrak harus dikembalikan ke Perusahaan: 
b. clalam hal terdapat sisa proses procluksi (wastelscmp) harus dikembalikan kepada 

Perusahaan: dan 
c. persetujuan hanya berlaku untuk l (satu) kali pe1janjian subkontrak. 

Kepala Kantor 

Tembusan: 
1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor WilayahiKPU; 
2 . Kepa la Kantor Pabean. 

Salin<m sesuai dengan aslinya, 
Sekretaris Direktora t Jenderal 

- .~~f-.ui>-NGA~v« >- . ub 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd-
¥. {. ' .. 

;'.; v·e_p~la Bagian Umum 
lr----- . . HERU PAJVIBUDI 

* 
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LAMI'IRAN XVIII 
J>~:IU\TlJMN DII<EKTUI~ J I,NDI.;){AL I!I·:A DAN CU!{AI 
NOMOR !'~;){. 4 / BC/2019 
TENTANG 
I'~;J'UNJUK n:LAKSANAAN P~:RATUIU\N M~:NT~:m I(I·:UANGAN 
I<~:I'UilLIK INDON~:S!A NOMOR 160/I'MK.04/20 I H TENTANG 
l'~:MBEBASAN m:A MASUK DAN TIDAl< DIPlJNGLrJ' PAJAK 
I'ERTAMBAI!AN NII..AJ ATAU l'AJAI< 1'1-:RTAMIJAIIAN NII.AI DAN 
PAJAK I'~:NJUALAN ATAS IIAHANG ME\VAI I ATAS IMI'OI< 
IJAIU\NG DAN BAliAN UNTUK I>IOLAII. DIIU\KIT. ATAU 
D IPASANG I'ADA llAI<ANG lAIN D~:NOAN TUJUAN UNT UI< 
DI~:KSI'OR 

FORMAT PERMOHONAN MENSUBKONTRAKKAN KEGIATAN OLAH. RAKIT, 
DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN 

KOP PERUSAHAAN 

Nomor 
Lampi ran 
Hal Permohonan melakukan subkontrak paela penerima subkontrak eli 

luar claerah pabean 

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU ......... 
eli. ...... 

Kami Perusahaan KITE Pembebasan berclasarkan Keputusan Nomor: 
Tanggal: .... ..... , dengan ini mengajukan pennohonan ijin melakukan subkontrak pada 
penerima subkontrak eli luar daerah pabean dengan data sebagaimana terlampir. 

Sehubungan dengan permohonan tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan 
juga: 

l . paparan mengenai alur proses produksi dan alasan perlunya dilakukan kegiatan 
subkontrak kepada penerima subkontrak di luar claerah pabean; 

2. paparan mengenai kegiatan yang akan elilakukan oleh penerima subkontrak eli luar 
elaerah pabean; 

3. paparan mengenai hal yang akan dapat membuktikan bahwa barang yang nantinya 
cliimpor kembali merupakan barang yang disubkontrakkan ke luar daerah pabean: 
dan 

4. claftar perkiraan bagian-bagian (parts) pengganti atau ditambahkan, serta biaya 
perbaikannya termasuk ongkos angku tan dan asuransi, dalam hal terelapat 
penggantian, penambahan, atau biaya-biaya dimaksuel. 

Demikian kami sampaikan. 

Materai 

6000 

Penanggung J awab I Dire ksi 
Jabatan 

..._ ____ __. .................. . 
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Lampiran Surat 
Nomor 
Tanggal 

DATA BARANG YANG AKAN DISUBKONTRAKKAN KEPADA PENERJMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN 

No. Uraian Jenis Satuan Jumlah Nilai Tujuan Negara Perkiraan Pemberitahuan Pabean 
Urut Barang Barang ekspor Tujuan peri ode Barang dan/atau Bahan 

/FOB ekspor pengerjaan 
subkontrak 

Jenis Dokumen I Nomor I Tanggal 
'--------

Penanggung J awab /Direksi 

DIREKTUR JENDERAL. 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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LAMPJ[{AN XIX 
PERATUI-IAN DIHEKTUR J F:NDERAL IlEA DAN CUKAI 
NOMOR P~:R- 4 /llC/20 19 
TENTANG 
l'F:TUNJlH\ P~;LAKSANAAN l'EI~ATUI-IAN ME!'rr~;]{[ 

1<1-:UANGAN REPUIJLIK INI>ONESIA NOMOR 
160/l'MK04/20ltl ' t'r;NTANG Pr:Mm:!IASAN Br;A MASUI< 
DAN TIDAl< OIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATJ\U 
PAJAK Pr:RTAMBAI IAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BAI~NG Mr:WAII ATAS IMI'OI~ !IAI~NG DAN BAl iAN 
UNTUK IHOI.AII. DIHAKIT, ATAU I>II 'ASANG PAD!\ BAI-IANG 
I.AIN IW:NGAN Tli.JUAN UNTUK IJIEKSPOH 

FORMAT SURAT PERSETUJUAN SUBKONTRAK KEGIATAN OLAH. RAKIT, 
DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN 

Nomor 
Sifat 
Lamp iran 
Hal 
penerima 

KOP SURAT RANTOR WILAYAH/KPU 

Tanggal .... ... .. .. ... ... .... . 

Persetujuan subkontrak kegiatan olah. rakit, dan/atau pasang pacta 
subkontrak di luar daerah pabean 

Yth. Pimpinan (Nama Pen1sahaan KITE Pembebasan} 
di -··· ··· -··· ··· 

Sehubungan dengan surat Sau dara Nomor ......... .. . tanggal .. ..... .... perihal 
...... .. ........... . disetujui permohonan Saudara untuk melakukan subkontrak kegiatan 
olah. rakit, danjatau pasang pacta penerima subkontrak di luar daerah pabean dengan 
data sebagaimana terlampir. 

Demikian clisampaikan. 

Kepala Kantor 
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Lampiran Surat 
Nomor 
Tanggal 

DATA BARANG YANG AKAN DISUBKONTRAKKAN KEPADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN 

Nilai 
Negara 

Perkiraan Pemberitahuan Pabean 
No. Uraian Jenis Satuan Jumlah Barang Tujuan 

Tujuan 
periode Barang dan/atau Bahan 

Urut Barang /FOB ekspor pengerjaan 

I 
ekspor 

subkontrak 
Jenis Dokumen I Nomor I Tanggal 

- I l l 

Kepala Kantor 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 

*"i 
~udi Adrijanto 
p 19700412 198912 1 001 
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LAMPI!<AN XX 
I'ERATURAN Dmr:KTUR JENDERAL IlEA DAN CUICAI 
NOMOR l'r~R- 4 /BC/2019 
n:NTANG 
I'Kl'UNJ UK l'r:LAKSANAAN l'l•:RATU!<AN Ml•:Nn;I{f 
1\r~UANGAN REPUniJK IN!lONr:SIA NOMOR 
IGO/PMK.04/20!8 TENTANG Pr:MIWBASAN IlEA MASUK 
DAN TIDAK Ull'UNGUT PAJAK Pr~RTAMBAHAN NILAI ATAU 
PAJAK l'ERTAMilAI!AN NILAJ DAi\ll'AJAI< l'ENJUAI,AN ATAS 
BAI{ANG MEWAH ATAS IMPOR llA!{ANG DAN BAl iAN 
UNTUK DIOLAII. DIRAK!T, Kl"AU l>II'ASANG !'ADA BARANG 
LAIN Dr:NGAN TUJUAN UNTUK Dlr:t<SI'Ol{ 

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMBEBASAN 

KOP SURAT PERUSAHAAN 

Tanggal ... . . . Nom or 
Lampiran 
Pe1ihal Permohonan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan 

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU ... . . . 
di ....... .. ...... . 

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dart: 
Nama Perusahaan 
NPWP 
Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE 
Alamat 
Telepon/ Faximile 

dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan Periode KITE Pembebasan 
selama ..... bulan, terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/ ... (lainnya) ... nomor.. .. 
tanggal . . . . * karena alasan .. ........... ................... ..... . . 

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa: 
D Pemberitahuan Pabean yang dimohonkan perpanjangan 
0 Bukti pendukung berupa: 

l. . . . ................ . , 

2 ........ . ... ..... .... . 

materai 
Pemohon 
(Penanggung Jawab Perusahaan) 

Nama 
Jabatan 

*dalam hal tidak mencukupi, dapat dibuat lembar lampiran 

DIREKTUR J ENDERAL. 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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I..AMPIHAN XXI 
I'~:I<ATU!{AN i)IJ{~: I<TUH J~:Nn~:I{AL m:A DAN CUKAI 
NOMOR I'~H- 4 /llC/20 19 
TENTANG 
I'~;I'UNJUI< I'~:LAKSANAAN l'lmAT UHAN Ml·:Nn :l{l 
I<EUANGA:IJ l{f:I'UBUI< INDONESIA NOMOI{ 
160/I'MK.04/2018 TENTANG P~:MBEBASAN m:A MASUK 
DAN TIDAl< D IPUNGUT I'AJAI< l'r:HTAMBAIIAN Nl i..AI ATAU 
I'AJAI< I'ERfAMfiA!IAN Nil .AI DAN I' A.! AI< l'EN,J UAI.AN ATAS 
IIAI{ANG Mr:W Al l ATAS IM I'OR llAI{ANG llAN llAI IAN 
UNTUI< IJIOI.All. DIIW<JT, ATAU DII'ASANG PAI>A BAI{ANG 
I.AIN DENGAN TLIJUAN UNTUI< OWI<SI'OR 

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMBEBASAN 

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU 

Tanggal ..................... . Nomor 
Sifat 
Lamp iran 
Hal Persetujuan Perpanjangan Peliode KITE Pembebasan 

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan) 
eli .... ... ...... . 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... ... ..... . tanggal .... ... .. .. periha l.. ... . 
dengan ini diberitahukan bahwa: 

1. Permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan Periode KITE Pembebasan 
terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/ ... (lainnya) ... nomor. ... tanggal 
. . . . karena alasan............ selama . . . . . . bulan sejak berakhirnya peri ode KJTE 
Pembebasan, dapat disetujui. 

2. Persetujuan perpanjangan periode KITE Pembebasan diberikan dengan ketentucm 
sebagai berikut: 
a. Perusahaan KITE harus melakukan penggantian j aminan; 
b. penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pacta huruf a harus dilakukan 

dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan ini: 
c. dalam hal pen1sahaan tidak melakukan penggantian jaminan sebagaimana 

dimaksud pacta huruf a dan huruf b , surat persetujuan ini dinyatakan batal 
demi hukum. 

Demikian disampaikan. 

Kepala Kantor 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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IAMI'Jl{AN XXII 
l'r:RATUI{AN Dm~:KTU[{ Jr:Nor: I{AL m:A DAN CUI{AI 
NOMOH l'r:H- 4 /UC/20 19 
Tr:NTANG 
Pr;rUNJUI< I'ELAKSA.J\IAAN l'r:f{ATURAN MENn;HJ 
J<r:UANGAN REPUIJLIK INDONESIA NOMOI{ 

160/PM1<.04 /2018 T F:NTANG l'r:Mm:UASAN Br:A MASUI< 
DAN TIDAK D II'UNGlfl' PAJAK l'r:ln-AMIJAIIAN NII.AI ATAU 
PAJAK l'r:HTAMBAI IAN Nll.AI DAN PAJAK l'r:NJUALAN 
ATAS UAHANG MEW All ATAS IMI'OI< BAI{ANG DAN BAliAN 
UNTUK DIOI.AII , [)lf{AJ(IT. ATAU DII'ASANG I'AIJA llARANG 
I.AIN m :NGAN T UJUAN UNTUK rm:KSI'OH 

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMBEBASAN 

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU 

Tanggal ....... ....... .... ... . Nomor 
Sifat 
Lamp iran 
Hal Penolakan Perpanjangan Periode KJTE Pembebasan 

Yt.h. Pimpinan (Nama Perusahaan) 
di ..... .. ...... . 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .... ........ tanggal ..... ..... . perihal. .... . , 
dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan 
Pe1iode KITE Pembebasan terhadap BC 2.0/BC 2.5 / BC 2.8/PPFTZ 
01/ ... [lainnya) ... nomor .... tanggal .... karena alasan ............ selama ...... bulan sejak 
berakhirnya periode KJTE Pembebasan, tida.k disetujui, karena ... .. ...... ... . 

Demikian disampaikan untuk dimaklumi. 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

~==:-.... 

Nama Jabatan 

DIREKTUR JENDERAL. 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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l.AM!'IRAN >GX!Il 
p~;I{ATUHAN Dm£KTUH J~:NDEIU\L m;A DAN CUKAI 
NOMOH 1'1-:H- 4 /BC/2019 
n:NTANG 
P~~I'UNJUK PI<;LAKSANAAN I'~:IU\TUHAN M~:Nn:HI 

KEUANGAN Rr:PUI1Llf{ INDON~:SIA NOMOH 
160/l'MK.04/2018 TENTANG Pf:Mm:BASAN IlEA MASUr< 
DAN TIDAl{ llli'UNGUT f'AJAI{ l'lmTAMBAIIAN NILAI ATAU 
PAJAK I'ERTAMBAHAN NII.AI DAN PAJAK f'~:NJUALAN ATAS 
llAI<ANG M£\VAII ATAS IMPOR llARANG llAN BAliAN 
UNTUK DIOLAII. OIRAKJT. ATAU DIPASANG !'ADA llAIU\NG 
I.AIN Or:NGAN TUJUAN UNTUK lllf<:KSPOH 

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN KEMBALI PERIODE KITE 
PEMBEBASAN 

KOPSURATPERUSAHAAN 

Tanggal ..... . Nomor 
Lampiran 
Perihal Permohonan Perpanjangan Kembali Pe1iode KITE Pembebasan 

Yth. Direktur Fasilitas Kepabeanan 

c.q. Kepala Kantor Wilayah/KPU ...... 

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dart: 
Nama Perusahaan 
NPWP 
Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE 
Ala mat 
Telepon/ Faximile 

dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan kembali Periode KITE Pembebasan 
selama ..... bulan, terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFfZ 01/ ... (lainnya) ... nomor .... 
tanggal .. .. * karena alas an ...................................... . 

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa: 
D Pemberitahuan Pabean yang dimohonkan perpanjangan 
D Bukti pendukung berupa: 

1 ..................... . 

2 ..................... . 

materai 

Rp.6.000,00 

Pemohon 
(Penanggung Jawab Perusahaan) 

Nama 
Jabatan 

*clalam hal ticlak mencukupi, dapat dibuat lembar lampiran 

DIREKTUR JENDERAL. 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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LAMPIHAN XXIV 
PEIU\TUW\N Dm~~KTUH JENDEIV\L m:A DAN CUI<AI 
NOMOH I'EH· 4 /DC/2019 
n:NTANG 
PETUNJlJ I{ I'ELAKSANAAN P~:RATUHAN MENTI·:m 
I<~:UANGAN REPU!li.IK INIJON~:SIA NOMOI{ 
160/PMI<.04/2018 Tr:NTANG PEMilEliASAN m:A MASUK 
DAN TIDAK OII'UNGUT PAJAK Pl·:ln'AMIJAHAN NII.AI A'l'AlJ 
PAJAK I'EI{TAMilAIIAN NILAI DAN PAJAK I'ENJUAI.AN ATA5 
JIAJ{ANG M~:WAH ATAS IMP01{ llAI{ANG DAN BAliAN 
UNTUK DIOI.AH. OIRAKIT, ATAU I>II'A5ANG PAIJA llAI{ANG 
LAIN DF:NGAN TUJUAN UNTUK DI~:K51'0R 

FORMAT SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN ATAS 
PERMOHONAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMBEBASAN 

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU 

Tanggal. .................... . Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal Rekomendasi terkait Permohonan Perpanjangan Periode KITE 

Pembebasan 

Yth. Direktur Fasilitas Kepabeanan 
di ............. . 

Sehubungan dengan surat .... (Nama Perusahaan) Nomor ............ tanggal .......... . 
pe1ihal. ...... dengan ini diberitahukan bahwa: 

1. Perusahaan mengajukan permohonan perpanjangan kembali Periode KITE 
Pembebasan terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/ ... (lainnya) .. . nomor. ... 
tanggal . . .. karena alasan ...... ..... . selama ... ... bulan sejak berakhirnya peri ode KITE 
Pembebasan. 

2 . Berclasarkan hasil penelitian dapat kami sampaikan bahwa: 
a. 
b. 
c. 

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan permohonan 
.... (Nama Perusahaan) untuk mendapat keputusan lebih lanjut. 

Demikian disampaikan. 

Nama Jabatan 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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LAMPIRAN XXV 
P~:RATUI<AN Dm~:KTUR J~:NDEW\1. IlEA DAN CUI<AI 
NOMOH I'F.R- 4 /BC/2019 
TI•:NTANG 
l'~;ruNJUK l'EI.AKSANAAN I'EI<ATUI<AN MENT~:HI 
KF.UANGAN REl'UIILil< INDONF.SIA NOMOR 
I GO/PMK.04/20 18 Tr:NTANG P~:Mm:IIASAN m:A MASUI< 
DAN TIDAK Dll'UNGUT PAJAK Pr:HTAMliAilAN Nll..A! ATAU 
PAJAK P~:RTAM!3AJIAN Nll..AJ l)AN !'AJAJ< P~:NJUALAN ATAS 
BAI<ANG M I.CWAII ATAS IMI'OR IIARANG DAN BA! IAN 
UNTUK DIOI..A! I, DIRAKIT, ATAU DII'ASANG I'AIJA llAI<ANG 
LAIN m:NGAN T UJUAN U NTUJ< lm:I<SPOR 

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN KEMBALI PERIODE KITE 
PEMBEBASAN 

KOP SURAT DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN 

TanggaL. ... ... ............. . Nomor 
Sifat 
Lamp iran 
Hal Persetujuan Perpanjangan Kembali Periode KITE Pembebasan 

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan) 
eli .. ..... ... ... . 

Sehubungan dengan surat Saudara Nom or ............ tanggal ........... perihal.. .... , 
dengan ini diberitahukan bahwa: 

l. Permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan kembali Periode KITE 
Pembebasan terhadap BC 2 .0/BC 2 .5/BC 2.8/PPFTZ 01/ ... (lainnya) ... nomor. ... 
tanggal .... karena a lasan ....... ..... selama ...... bulan sejak berakhirnya periode KITE 
Pembebasan , dapat disetujui. 

2. Persetujuan perpanjangan kembali periode KITE Pembebasan diberikan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. Pen1sahaan KITE harus melakukan penggantian jaminan; 
b. penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a h arus dilakukan 

dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan ini; 
c. clalam ha l pen1sahaan tidak melalmkan penggantian j aminan sebagaimana 

climaksud pacta huruf a dan huruf b , surat persetuju an ini dinyatakan batal 
clemi hukum. 

Demikian disampaikan. 

Tembusan : Kepala Kantor Wilayah/KPU .... 

.)N'ahjudi Ad1ijanto 
NIP 197004 12 198912 1 001 

a.n. Direktur Jenderal 
Direktur 
Fasilitas Kepabeanan, 

DIREKTUR JENDERAL, 
-ttd-

HERU PAMBUDI 
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LAM!'Ir{AN XXVI 
I'~:RATUIU\.'1 D IHEKTUH J~:NDEI{AL m:A DAN CUKAI 
NOMOH I'~:R- 4 ;nC/20 19 
n:NTANG 
P~:TUN.JUK !'I•:I.AKSANAAN I'I;;!{ATUAAN MI·:Nn;m 
KEUANGAN IU:PU HLII( INDON~:SIA NOMOI< 
160/PMI<.04/20 I R Tr:N'fANG l'r:MilEBASAN m;A MASUK 
DAi'l T IDAl( OIPUNGliT PAJAK I'~: IHAMBAIIAN NII.AI ATAU 
!'A.JAK Pr:IITAMilAHAN NII.AI DAN I'A.JAK PENJUAI.AN ATAS 
llAI{ANG M~:WAII ATAS IMPOI{ BAI{ANG DAN llAIIAN 
UNTUK D IOI.AII. OJI{AKJT, ATAU DII'ASANG !'ADA I!AI{ANG 
LAIN D~:NGAN TlJJUAN lJN'I'lJK I m:I<SI'OR 

SURAT PENOLAKAN PERPANJANGAN KEMBALI PERIODE KITE PEMBEBASAN 

KOP SURAT DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN 

Tanggal ..... ....... ....... .. . Nom or 
Sifat 
Lampi ran 
Hal Penolakan Perpanjangan Kembali Pe1iode KITE Pembebasan 

Yth . Pimpinan (Nama Perusahaan) 
di .. ........... . 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ......... ... tanggal ........... perihal.. .... , 
dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan 
kembali Periode KITE Pembebasan terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ.Ol/ 
... (lainnya) ... nomor. ... tanggal .... karena alasan ....... .. .. . selama .. .... bulan sejak 
berakhimya peri ode KITE Pembebasan, tidak disetujui, karen a ... ... ... .. ... . 

Demikian disampaikan untuk dimaklumi. 

a.n. Direktur Jenderal 
Direktur Fasilitas 
Kepabeanan. 

Tembusan: Kepala Kantor Wilayah/KPU .. .. 

DIREKTUR JENDERAL. 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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I.AMPJRAN XXV II 
l'~;J{A'J'UHAN ()JI{F:KfUR J~:NO!o:J{AJ. IlEA DAN CUKAI 
NOMOI{ Pr:H- 4 /l!C/2019 
Tr:NTANG 
I'ETUNJUK I'EI.AKSANAAN I'EJ{ATURAN Mr:NTI~J{J 

Kr:UANGAN Rr: PUllLJJ< JNI>ONJ-:SJA NOMOH 
160/I'MK.04/20 18 n:NTANG I'EMIWBASAN m:A MASUI< 
DAN TIDAK DJI'UNGUT PAJAK Pr:HTAMBAHAN Nli.Al ATAU 
PAJAK I'J,;[{TAMBAHAN NILAI DAN PAJAK Pr:NJUALAN ATAS 
llAI{ANG MEW AI-l ATAS IMI'OH I!A!{ANG DAN BAI IAN 
UNTUK DIOLAI I. DII{AKIT. ATAU Dli'ASANG !'ADA IJAJ{ANG 
I.AIN D~:NGAN TUJ UAN UNTUK DJEI<SI'Ol{ 

FORMAT KEPUTUS.AN PEMBEBASAN K.ARENA KEADA.AN TERTENTU 

~1::.:\'TEHI KI·:Ut\N(it\~ 

HEI'l:BI.JK INDONESIA 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTERl KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR / ........ / .. .... . 

TENTANG 

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK 
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN 

ATAS BARANG MEWAH, SANKS! ADMINISTRASI BERUPA DENDA SESUAI 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEPABEANAN, SERTA SANKS! 
ADMINISTRASI ATAS PAJAI{ PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN 

NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SESUAI DENGAN 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN ATAS BARANG 

YANG MENDAPAT FASILITAS KlTE PEMBEBASAN KEPADA ........ ..... .... . 

Menimbang 

Mengingat 

KARENA KEADAAN TERTENTU 

MENTERl KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak 
Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Ba.rang Mewah atas Impor Barang dan Bahan 
untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pacta Barang Lain dengan Tujuan 
untuk Diekspor, dipandang perlu memberikan Pembebasan dari 
Kewajiban Pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Atau 
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, 
Sanksi Administrasi Ben1pa Denda Sesuai Peraturan Perundang­
Undangan Di Bidang Kepabeanan, Serta Sanksi Aclministrasi Atas 
Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah Sesuai Dengan Peraturan Perundang­
Undangan Di Bidang Perpajakan Atas Barang Yang M endapat Fasilitas 
KlTE Pembebasan Kepada .... .. ........ .. .. Karena Keadaan Tertentu: 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661): 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan 
Sanksi Administrasi Bempa Denda di bidang Kepabeanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4838); 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang 
Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan; 

4 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang 
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai 
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang 
pacta Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor. 

Memperhatikan: l ......... (dokumen pendukung); 
2 ... ..... . ; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN DARI 
KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH, SANKS! ADMINISTRASI BERUPA DENDA SESUAJ 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEPABEANAN, 
SERTA SANKS! ADMINISTRASI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG 
MEWAH SESUAJ DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI 
BIDANG PERPAJAKAN ATAS BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS KITE 
PEMBEBASAN KEPADA .. ................ KARENA KEADAAN TERTENTU. 

PERTAMA : Memberikan Pembebasan Kewajiban Pembayaran Bea Masuk, Pajak 

KEDUA 

KETIGA 

Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah, Sanksi Administrasi Bentpa Denda Sesuai Peraturan 
Pentndang-Undangan Di Bidang Kepabeanan, Serta Sanksi Administrasi 
Atas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah Sesuai Dengan Peraturan Perundang­
Undangan Di Bidang Perpajakan Atas Barang Yang Mendapat Fasilitas 
KITE Pembebasan Karena Keadaan Tertentu, kepada: 

Nama Perusahaan 
NPWP 
Keputusan penetapan sebagai 
Perusahaan KITE 
Alamat 

: No ....... ... Tgl.. ....... . 

: Daftar barang yang mendapatkan Pembebasan Kewajiban Pembayaran Bea 
Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah, Sanksi Administrasi Berupa Denda S esuai 
Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kepabeanan, Serta Sanksi 
Administrasi Atas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai 
Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sesuai Dengan Peraturan 
Pemndang-Undangan Di Bidang Perpajakan Atas Barang Yang Mendapat 
Fasilitas KITE Pembebasan Karena Keadaan Tertenu sebagaimana 
terlampir dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini yang 
merupakan bagian yang Udak terpisal1kan dari Keputusan Menteri 
Keuangan ini . 

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
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Salinan keputusan ini disampaikan kepada: 
1. Menteri Keuangan; 
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 
3. Direktur Jenderal Pajak; 
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan; 
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan: 
6. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi kegiatan produksi. 

tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Barang dan Bahan, 
pelabuhan bongkar. pelabuhan muat. tempat penimbunan Hasil 
Produksi, dan/atau penerima subkontrak); 

7. Pimpinan ..... ... (Nama Pen1sahaan) . 

Ditetapkan di ... ..... ... . 
pad a tanggal ............ . 

a .n. MENTER! KEUANGAN 
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU 
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LAMPlRAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN 
NOM OR 
TANGGAL 

DAFTAR BARANG DAN BAHAN YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN KEWAJIBAN 

PEMBAYARAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK 
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN SANKSI 

ADMINISTRASI ATAS ATAS BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS KITE 
PEMBEBASAN KEPADA ......... ... .... .. KARENA KEADAAN TERTENTU 

URAIAN BARANG 

KODEKANTOR JUMLAH 

NO KODEHS 

NOPEN/TGL PIB SERI BARANG SATUAN 

a.n. MENTER! KEUANGAN 

KEPALA KANTOR WILAYAH/ KPU 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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LAMP!I{AJ'; XXVIII 
PEHATURAN OIHEKTUR J ENDERAL !:lEA DAN CUKAJ 
:--JOMOR PER· 4 /l:lC/2019 
TE!'JTANG 
P~:l'UNJUK PELAKSANAAN PERATURA."i ME!\TERJ KF:UANGAN 
REPUBLlK INDONESIA NOMOR I60/PMK.04/2018 n;NTANG 
PEMBEOASAN BEA MASUK DAN TIOAK DIPUNGUT PAJAK 
I'F.RTAMI:lAHAN !\IILAJ ATAU PAJAK PERTAMBAI1A.I\l 1'\II.AI OAN PAJAK 
p~;NJ LiALAN ATAS BARA.'\JG M EW All ATAS IMPOR IJAJ{ANG DA.l\1 BAliAN 
Ui\'TUK DIOLAH. DIRAKIT. ATAU OIPASANG PAfJA UARANG !.All'\ 
D~~NGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BARANG DAN BAHAN (BCL.KT 01) 

NAMA PERUSAHAAN ....... (1) ....... .. 

KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN ....... (2) ........ . 
PENGAJUAN LAPORAN KEPADA KANTOR WILAYAH/KPU ........ (3) ........ . 
JENIS PENYELESAIAN ........ (4) .. ...... . 
NOMOR PENGAJUAN ........ (5) ........ . 

PENYELESAIAN PEMAKAIAN BARANG DAN BAHAN 

DATA DOKUMEN PENYELESAIAN DATA PENUNJANG 

- KODE HASIL - KODE 

PRODUKSI - KODE NOM OR 
BARANG - BEA 

KODEJENIS BERIKUT KODEJENIS KANTOR 
DAN NIL AI MAS UK 

NO NO.& URUT -JUMLAH 
DOKUMEN NOM OR NO BAHAN CIF -CUKAI 

· KODE KANTOR TANG GAL -JUMLAH DOKUMEN - NOPEN SERI • SATUAN 

• NOPEN 
KONVERSIATAU · JUMLAH 

- TGL BARANG 
-HS (Rp) • PPN 

'- LPE - SATUAN 
·TGL 

KODE BARANG - SATUAN 
· BUKTI - NILAI (Rp ) 

- URAIAN - PPnBM 

-HS 
EKSPOR 

BARANG 

• URAIAN 

BARANG 
- NILAI (Rp) 

I 
(6) (7) (8) (9) (10) (11) ( 12) - J!3J (14) (15) (16) (17) 

-- - --
(18) (19) (20) I 

Total Nilai Penyelesaian: Total Nilai CIF: 
Total Nilai BM: Pembuat: TTd.: 

... (nama Kota) .......... .. (tgl/bln/thn) .... . .. . . 

Total Nilai CUKAI: 
Total Nilai PPN: Pemeriksa: TTd.: 

Diketahui. 

Total Nilai PPnBM: Pimpinan Perusahaan 
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PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BARANG DAN 
BAHAN (BCL.KT 0 1) 

1. Diisi dengan nama Perusahaan. 

2. Diisi dengan Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE 
Pembebasan. 

3. Diisi dengan tujuan pengajuan laporan, yaitu Kantor Wilayah/KPU 
yang menerbitkan Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE 
Pembebasan. 

4 . Diisi ciengan pilihan jenis penyelesaian Barang dan Bahan. yaitu: 
a. angka "1" untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Has il Produksi; 
b . angka "7". untuk jenis penyelesaian dalam bentuk sisa proses 

produksi (waste/scrap); 
c. angka "8", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Hasil Produksi 

Rusak yang dimusnahkan; 
d. angka "9". untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Hasil Produksi 

Rusak yang dirusakkan: 
e. angka "10", untuk jenis penyelesaian clalam bentuk barang dalam 

proses rusak yang climusnahkan; 
f. angka "ll ", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk barang dalam 

proses rusak yang din.1sal{kan; 
g. angka "12", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan 

Bahan Rusak yang dimusnahkan; 
h. angka "13", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan 

Bahan Rusak yang dirusakkan; 
i. angka "14", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan 

Bahan Rusak yang diekspor kembali ; 
j. angka "15", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan 

Bahan Rusak yang dikembalikan ke TPB; 
k. angka "16", untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang clan 

Bahan sisa atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan 
yang diekspor kembali; 

l. angka "1 7", untuk j enis penyelesaian dalam bentuk Barang dan 
Bahan sisa atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan 
yang dikembalikan ke TPB. 

5. Diisi dengan nomor pengajuan BCL.KT 01. 

6. Diisi dengan nomor urut penyelesaian Barang dan Bahan. 

7 . Diisi dengan pilihan kode jenis dokumen penyelesaian, yaitu: 
a. angka "1" untukjenis dokumen BC 3.0; 
b. angka "2" untukjenis dokumen BC 3.3; 
c. angka "3" untuk jenis dokumen BC 2 .4. 

8. Diisi dengan kode kantor, nomor pendaftaran, dan tanggal dokumen 
pemberitahuan pabean penyelesaian sebagaimana angka 7. 

9 . Diisi dengan: 
a. kode barang, berupa: 

1) kode Hasil Produksi yang meliputi nomor Konversi yang 
digunakan, untuk jenis penyelesaian Hasil Produksi yang 
diekspor; atau 

2) kode barang, untuk jenis penyelesaian selain Hasil Produksi 
yang diekspor: 



- 171 -

b. klasifikasi HS barang; 
c . uraiang barang; dan 
d. nilai (dalam Rupiah). 

10 Diisi dengan jumlah dan satuan barang. 

11 Diisi dengan nomor dan tanggal bukti realisasi ekspor atau 
penyelesaian, berupa: 
a. laporan hasil penelitian realisasi ekspor; 
b. bertta acara; 
c. bukti pembayaran; 
d. faktur penjualan/invoice; 
e. Surat Serah Terima Barang; 
f. bukti piutang; 
g. lain-lain. 

12 Diisi dengan jumlah, satuan dan nilai barang berdasarkan bukt.i 
realisasi ekspor atau penyelesaian sebagaimana angka 11. 

13 Diisi dengan nomor un1t Barang dan Bahan yang dilaporkan. 

14 Diisi dengan pilihan kode jenis dokumen pemberitahuan pabean impor, 
yaitu: 
a. angka "1" untuk jenis dokumen BC 2.0; 
b. angka "2" untukjenis dokumen BC 2.5: 
c. angka "3" untukjenis dokumen BC 2 .8; 
d. angka "4", untuk dokumen lainnya. 

15 Diisi dengan kode kantor, nomor pendaftaran. dan tanggal dokumen 
pemberitahuan pabean impor sebagaimana angka 14. 

16 Diisi dengan nomor uru t seri Barang dan Bahan dalam okumen 
pemberitahuan pabean impor sebagaimana angka 14. 

1 7 Diisi dengan: 
a. kode Barang dan Bahan; 
b. klasifikasi HS Barang dan Bahan; dan 
c. uraiang Barang dan Bahan. 

18 Diisi dengan jumlah dan satuan Barang dan Bahan. 

19 Diisi dengan nilai CEIF Barang dan Bahan. 

20 Diisi dengan nilai bea masuk, cukai, PPN, dan PPnBM Barang clan 
Bahan. 

DIREKTUR JENDERAL. 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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I.AMPII{AN XXIX 
P~:RATUI{AN DIREKTUR J ~:NDJ-:l{AL m:A DAN CUKAI 
NOMOI< PER· 4 /BC/20 19 
n;NTANG 
l'F:TUNJUK I'ELAKSANAAN PEI{ATURAN MEN"n;HI 
~;UANGAN REPUOLIK I NDONESIA NOMOI< 
160/PMK04/2018 Tt-:NTANG Pr:MBEBASAN m ;A MASUK 
DAN TIDAK DIPUNGI.Jf PAJAK Pr:RTAMllAIIAN Nlf..AI ATAU 
PAJAK l'r:RTAMIJAJIAN Nlf..AI DAN PAJAK Pr:NJUALAN !\.TAS 
BAI{ANG M~;WAJI ATAS IMI'OI{ BAI{ANO DAN BAliAN 
UNTU!{ IHOI..Ai l. Dll{AK]T, ATAU IJII'ASANG I'AI)A llAHANG 
I..AIN Dr:NGAN TUJUAN UNTUK Dlr: ICSI'OR 

FORMAT REGISTER 

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU 

TANDA TERIMA REGISTER BCL.KT 01 

Telah diterima hasil register BCL.KT 01: 

No. Aju 
Nama 
Kepulusan penetapan sebagai 
Perusahaan KITE 
No. Register 
Tgl. Register 
Jml Dok Penyelesaian 
Jml Dok Barang dan Bahan 
Jumlah Hasil Produksi 
J umlah Barang dan Bahan 

yang menyerahkan, yang menerima, 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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I.AMI'IRAN XXX 
PE:RATURAN DIRr:KTUR Jr:NDr:H.AL IlEA OAN CUKAI 
NOMOR Pr:R- 4 /BC/2019 
n:NTANG 
Pr::TUNJ UI< Pr: LAKSANAAN I'ERATUHAN M r:N'n:RI 
l<r:UANGAN RJ,;PUBLIK INI>ONr:SIA NOMOH 
160/I'MK.04/20 18 n:NTANG PI·:Mm:BASAN m;A MASLIK 
DAN TIDAf( DII'UNGliT PAJAK Pr; I{TAMBAI IAN NII..AI ATAU 
PAJAK Pr:l{fAMAAIIAN NII..AI OAN I'A.JAK l'r:NJUAI..AN ATAS 
AA!{ANG MF:WA! I ATAS IMI'OH BAI{ANG DAN BAliAN 
UNTUK D IOLAI I. DIRAKIT. ATAU I>II'ASANG !'ADA BAI{ANG 
LAIN OE:NGAN TUJUAN UNTUK Dlr:KSI'OR 

LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR (LHPRE) 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR (LHPRE) 

Nomor: ........... (l) . ..... ...... Tanggal: ........ (2) ........ . .. 

A. KPU BC/ KANWIL BC : .. .......... . (3) ................... . 
B . DATA EKSPORTIR: 

Nomor PEB : .. .. . (12) ... Tanggal: .... (13) .. .. .. . 

EKSPORTIR: 

a. NPWP : .... .. ...... (4) .... .... .... .... .. 

b. NIPER/SKEP : ........... (5) .. .. .. .. .. ........ . FASILITAS YANG DITERIMA 

c. Nama : .......... (6) ..... ............. .. . .......... ........... ... (14) ... .... ..... ..... .. ... ........... . 

d . Alamat : ... ... .. .. (?) ....... ... ....... .. . Pelabuhan Muat Asal : ..... .... (15) .... .... .. .. 
Pel abuhan Muat Ekspor : ......... (16) .......... .. 

Pelabuhan Tujuan : ......... (17) .......... .. 

PENERIMA 
a. Nama : ............ (8) ................ .. Packing list: .. .... ... (18) ............ .. 

b. Alamat : ............ (9) ...... ...... .... .. Invoice : .... ..... (19) ...... ...... . 

c. Negara: ............ (10) ....... .... ..... . 

Uraian Barang Val uta 

................................. (11) .................... ..... . .. asing : ... .... ........ ...... ....... .. (20) ......... .. ....... .. 

Nilai FOB: 
........ ...... ........... . .... (2 1) .. .. .. ..... .. ..... ... ......... . 

C. KESIMPULAN : 
. .... .... ... ......... .... .... .. .... .. .. .. .. ..................... (22) .. .... .... .. .. .......... ... .. ..... . ... ... ...... .... .... .... . .. .. . . 

D . CATATAN 
.... ..... .. ................. ..... .... .. . ........ ................ (23) .. ..... .... ......... ... .............. ......... .................. .. 
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TATA CARA PENGISIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR 
(LHPRE) 

(1) Nomor LHPRE. 

(2) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) LHPRE. 

(3) Nama Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan surat keputusan penetapan 
sebagai Perusahaan KITE Pengembalian atau Pembebasan. 

(4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir sesuai dengan NPWP yang tercantum 
dalam PEB. 

(5) NIPER atau nomor surat keputusan penetapan sebagai perusahaan KITE 
Pengembalian atau Pembebasan sesuai dengan yang tercantum dalam PEB. 

(6) Nama eksportir sesuai dcngan nama yang tercantum dalam PEB. 

(7) Alamat eksportir sesuai dengan nama alamat yang tercantum dalam PEB. 

(8) Nama penerima barang ekspor eli luar negert sesuai dengan nama penerima yang 
tercantum dalam PEB. 

(9) Alamat penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan alamat penerima 
yang tercantum dalam PEB. 

( l 0) Negara penerima barang ekspor sesuai dengan negara penerima yang tercantum 
dalam PEB. 

(ll) Uraian barang ekspor sesuai yang tercantum dalam PEB. 

(l2}Nomor pendaftaran PEB sesuai dengan nomor perdaftaran yang tercantum clalam 
PEB. 

(l3)Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB sesuai dengan yang 
tercantum dalam PEB. 

(14) Fasilitas yang diterima oleh eksportir, yaitu fasilitas pembebasan atau 
pengembalian bea masuk atas barang impor yang ditujukan untuk diolah. 
dirakit, atau dipasang pacta barang lain. 

(l5)Nama pelabuhan muat asal barang ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat 
asal yang tercantum dalam PEB. 

(l6)Nama pelabuhan muat ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat eksporyang 
tercantum dalam PEB. 

(17)Nama pelabuhan tujuan di luar daerah pabean. 

(l8)Nomor packing list sesuai yang tercantum dalam PEB. 

( 19) Nomor invoice sesuai dengan yang tercantum dalam PEB. 

(20)Jenis valuta asing yang digunakan sebagai dasar transaksi antara penjual dan 
pembeli dalam nilai FOB, sesuai yang tercantum dalam PEB. 

(21) Nilai total barang ekspor dengan lncoterm FOB, sesuai nilai FOB yang tercantum 
dalam PEB. 

(22) Hasil rekonsiliasi diisi dengan sesuai atau tidak sesuai. 

(23)Jika ada catatan dart Kantor Wilayah atau KPU clalam hal dilakukan penelitian 
realisasi ekspor untuk dokumen yang ticlak rekon. 
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TATA CARA PENELITIAN REALISASI EKSPOR UNTUK DOKUMEN YANG TIDAK REKON 

1. Sistem Komputer Pelayanan melakukan rekonsiliasi data dokumen pabean ekspor 
dengan data Outward Manifest dengan mencocokkan elemen data berupa nomor 
pendaftaran dan tanggal PEB. 

2. Dalam hal nomor pendaftaran dan tanggal dokumen pabean ekspor kedapatan 
sesuai dengan data Outward Manifest, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan 
Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE). 

3 . Dalam hal basil rekonsiliasi antara PEB dan outward manifest kedapatan tidak 
sesuai. maka 7 (tujuh) hari sejak tanggal perkiraan ekspor, SKP akan 
memberitahukan ketidaksesuaian melalui Notifikasi Tidak Rekon (NTR). 

4. Paling lama sebelum periode KITE Pembebasan berkahir, Perusahaan KITE 
Pengembalian menginput data PEB pada SKP dan menyerahkan atau mengunggah 
dokumen: 

a. PP-PEB, dalam hal dilakukan pembetulan PEB; 

b. SSTB, dalam hal barang ekspor gabungan; 

c. Invoice; 

d. Packing list; 

e. House B/L atau AWB 

5. Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah yang menerbitkan sura t keputusan 
penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian atau Pembebasan meneliti 
dokumen pendukung yang diserahkan at.au diunggah oleh perusahaan KITE 
Pengembalian atau Pembebasan dengan cara sebagai berikut: 

a. Memeriksa kesesuaian data shipper pacta dokumen PEB dengan data pada 
dokumen invoice, packing list dan house B/L atau AWB. 

b. Memeriksa kesesuaian nomor dan tanggaJ invoice pada dokumen PEB dengan 
da ta pada dokumen invoice. 

c. Memeriksa kesesuaian nomor dan t.anggal packing list pada dokumen PEB 
dengan data pada dokumen packing list. 

cl. Memeriksa kesesuaian nilai FOB pada dokumen PEB dengan data pada 
ctokumen invoice. 

e. Memet;ksa kesesuaian data uraian, jumlah dan jenis satuan barang pacta 
dokumen PEB clengan data pacta dokumen invoice dan packing list. 

f. Membandingkan data berat ba rang (gross atau netto) pacta dokumen PEB 
dengan data berat b arang (gross atau netto) pada dokumen packing List dan 
house B/L atau AWB. 

6. Dalam ha l berdasarkan basil penelitian sebagaimana climaksud pacta butir 3 huruf 
a sampai dengan f kedapatan sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan 
Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE) melalui SKP. 

7 . Dalam hal berdasarkan bas il penelitian sebagaimana dimaksud pa cta butir 3 huruf 
a sampai dengan e kedapatan sesuai tetapi pada butir 3 huruf f kedapatan ticlak 
sesu ai maka Pejabat Bea dan Cukai ctapat menerbitkan Laporan Hasil Penelitian 
Realisasi Ekspor (LHPRE) dengan memberikan catatan atas keticlaksesu a ian butir 
3 huruf f mela lui SKP. 
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8 . Dalam hal berdasarkan hasH penelitian sebagaimana dimaksud pacta butir 3 huruf 
a sampai dengan e terdapat has il penelitian yang tidak sesuai maka Pejabat Bea 
dan Cukai melakukan penolakan melalui SKP dan tidak diterbitkan Laporan Hasil 
Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE). 

9. Dalam hal dokumen disampaikan oleh Perusahaan KITE Pembebasan melewati 
pe1iode pembebasan, maka Sistem 1\.omputer Pelayanan memberikan respon 
penolakan. 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

DIREKTUR JENDERAL 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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LAMP!I{AN XXXI 
P~;RATURAN DIHf:KI'UR Jf:Nm ;r{AL m;A DAN CUI<AI 
NOMOR 1'~: 1~- 4 /BC/2019 
TENTANG 
I'IO:TUNJUK PELAJ<SANAAN I'I~I{ATUJ{AN M~:Nn:HJ 

Kf:UAN(;AN REI'UilLIK INDONESIA NOMOI{ 
160/PMK-04 /2018 T~:NTANG P~:Mm:BASAN BEA MASUI< 
DAN TIDAl( DIPUNGLH PAJAJ< P~; Jn-AMBAI IAN NII.AJ ATAU 
PAJAK p~;Jr!"AMBAJIAN NILAI DAN J>AJAJ< PENJUAI.AN ATAS 
BAI{ANG MEWAJI ATAS IMJ>OR IIAJ{ANG DAN BAliAN 
UNTUK !>lOLA! L DIRAKIT, ATA U DII'ASANG !'ADA BA!{ANQ 
LAIN Of:NGAN TUJ UAN UNT UK D IEJ<Si'OR 

FORMATPEMBEWTAHUANPENGEMBAL~ 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BARANG DAN BAHAN (BCL.KT 01) 

KOP SURAT KANTOR WlLAYAH/KPU 

PEMBERITAHUAN PENGEMBALIAN BCL.KT 01 

Nomor Pengajuan: 
Waktu respon: 

Yth ......... .. (Nama Perusahaan) 
.... ... ... (Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE) 

Dengan ini diberitahukan bahwa: 

BCL.KT 01 yang Saudara sampaikan tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih 
lanjut. Agar dilakukan perbaikan sebagai berikut: 

l. 

2 ........ 

Demikian disampaikan untuk dimaklumi. 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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LAMPIHAN XXXII 
l'~:RATURAN DJREKTUR JENDEHAL BEA DAN CllKAl 
NOMOH P~:H- 4 /OC/2019 
n:NTANG 
PF:TUNJUK P~:LAKSANAAN PERAT URAN M~:NTEI~l 
KI•:UANGAN HEPUI3LIK INDONESIA NOMOR. 
160/l'MK.04/20 18 TENTANG P~:Mm:BASAN m;A MASUK 
DAN TIDAK OIPUNGUT PAJAK I'EHTAMBAIIAN NIIAI ATAU 
l'AJAK PEHTAMBAHAN NIIAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BAI~G MEWAII ATAS IMI'OR BARANG DAN HAI IAN 
UNT UI{ DIOIAII. DIHA!GT. ATAU Dll'ASANG !'ADA BAI~G 

lAIN DENGAN TUJUAN UNTUK lm:KSPOR 

PEMBERITAHUAN KETIDAKLENGKAPAN DOKUMEN 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BARANG DAN BAHAN (BCL.KT 01) 

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU 

PEMBERJTAHUAN KETIDAKLENGKAPAN DOKUMEN 

Nomor Pengajuan: 
Nomor Register: 
Waktu respon: 

Yth. -·-·---- .. (Nama Perusahaan) 
....... .. . (Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE) 

Dengan ini diberitahukan bahwa: 

BCL.KT 01 yang Saudara sampaikan tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih 
lanjut, karena belum menyampaikan kelengkapan dokumcn sebagai berikut: ... ... . 

Agar Saudara menyampaikan kelengkapan dokumen dimaksud paling lama 7 (tujuh) 
h ari keija sejak tanggal pemberitahuan ini. Dalam hal perusahaan tidak menyampaikan 
kelengkapan dokumen dalam batas waktu tersebut, laporan pertanggungjawaban 
ditolak. 

Demikian disampaikan untuk dimaklumi. 

NAMA 

NIP 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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lAMPI! {AN XXXIII 
l'r;({/\TUHAN DIRr:KruR Jr::NDr:HAL lll::A DAN CUKAI 
NOMOI{ Pr::H- 4 /DC/20 19 
n::NTANG 
l'r::TUNJUK I'EIAKSANAAN l'l~RATUI{AN Mr::NTr::l~l 

Kr:UANGAN REI'UBLIK I NDONE::SIA NOMOH 
i60/I'MK04/2018 n::NTANG l'r::MIWBASAN Br:A MASUI< 
DAN 'ffl)AK DIPUNGlJf I'AJAI( Pr:I<TAMOAI IAN NILAI ATAll 
PAJAK Pr::RTAMBAHAN Nl!AJ l>AN l'AJAJ( l'r:NJUALAN ATAS 
OARANG MJ::WAII ATAS IMPOR BARANG DAN BAl iAN 
UNTUK lllOI../\11. OIRAKIT. ATAU Dll'ASAN G I'ADA BAf{ANG 
lAIN Dr:NGAN TUJUAN UNTUK IJII•:KSPOR 

KONFIRMASI MENGENAI SELISIH ANTARA 
JUMLAH PEMAKAIAN BARANG DAN BAHAN YANG DILAPORKAN PADA BCL.KT 01 

DENGAN JUMLAH PEMAKAIAN BARANG DAN BAHAN BERDASARKAN KONVERSI 

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU 

KONFIRMASI SELISIH KONVERSI 
NOMOR: 

TANGGAL: 

Yth ... .... ... . (Nama Perusahaan) 
.. .... .... (Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE) 

Sehubungan dengan laporan pertanggungjawaban bahan baku asal fasilitas KITE 
Pembebasan (BCL.KT 01) dengan Nomor Pengajuan: .. .. . , Nomor Register: ... ... , dengan 
ini kami sampaikan bahwa: 

L Terdapat selisih an tara jumlah pemakaian Barang dan Bahan yang dilaporkan pacta 
BCL.KT 01 dengan jumlah pemakaian Barang dan Bahan berdasarkan Konversi 
sebagaimana data terlampir. 

2. Berdasarkan da ta selisih tersebut, dengan ini kami meminta konfirmasi/penjelasan 
kepada Saudara mengenai penyebab te1jadinya selisih dimaksud. 

3. Agar jawaban konfirmasi/penjelasan Saudara sebagaimana dimaksud pacta angka 2 
disertai dengan bukti pendukung ben1pa: 

a. 
b. 

c. 

4. Jawaban konfirmasi/penjeJasan serta bukti pendukung sebagaimana dimaksud 
clisampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal konfirmasi ini. 

5. Dalam hal konfirmasi/penjelasan serta bukti pendukung tidak disampaikan clalam 
batas waktu tersebut. atas selisih sebagaimana angka 1 dilakukan. 

Demikian clisampaikan untuk dimaklumi. 

Nama Jabatan 
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DAFTAR SELISIH KONVERSI 

No. Nopen PIB Seri Uraian barang/ Kode BCL.KT 01 Konversi % BCL.KT 01 Konversi 
TglPm Kode Barang Satuan BM/PPN BM/PPN 
Kode Kantor dan Bahan 

·--

. 
TOTAL I 

Nama Jabatan 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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l..AMPIHAN XXXIV 
J>~:ll.ATUI~ DIREKTUR J~:Nm:RAI. H~;A DAN CUKAI 
NOMOR PF.:l{- 4 /BC/20 19 
TJ·:NTANG 
l'~~l'UNJUJ< PEJ,AKSANAAN I' ~:HATUHAN M~;Nn:RJ 
KJ·:UANGAN HEPUBLIK INilONESIA NOMOI{ 
160/PMI<.04/20!8 n :NTANG P~:Mm:nASAN JH:A MASUK 
llAN TIDAK Dll'UNGUT PAJAK I'J•:RTAMRAl-JAN NJLAI ATAU 
PAJAK P~:liTAMBAllAN Nll.AI DAN PAJAK I'ENJUAJ.AN ATAS 
BAI{ANG MEWAJI ATAS IMI'QI{ BAI<ANG DAN BAliAN 
UI'IITUK DIOI.AII. Ulf<AKIT. ATAU llii'ASANG J>Al>A BARANG 
I.AIN m;NGAN TUJUAN UNTUK ))Jf:KSI'OR 

PERSETUJUAN ATAS BCL.KT 01 

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU 

PERSETUJUAN ATAS BCL.KT 01 
NOMOR: 

TANGGAL: 

Yth . .......... (Nama Perusahaan) 
.......... (Keputusan penetapan sebagai Penlsahaan KITE) 

Sehubungan dengan laporan pertanggungjawaban bahan baku asal fasilitas KITE 
Pembebasan (BCL.KT 01) dengan Nomor Pengajuan: ..... , Nomor Register: ... .... dengan 
ini kami sampaikan bahwa BCL.KT 01 terse but disetujui dan dilakukan penyesuaian 
salclo Barang dan Bahan yang harus dipertanggungjawabkan sesuai Surat 
Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ). 

Demikian disampaikan untuk dimaklumi. 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Sekretaris Direktorat Jenderal ........:::==--

Nama Jabatan 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 



- 182 -

LAMPl!~ XXXV 
I'F:RATUHAN DIR~I<TUR JENm:RAL IlEA DAN CUKAI 
NOMOH PF:R- 4 /BC/2019 
n:NTANG 
l'~:'rUNJUI< Pf:I.AI<SANAAN PEHATURAN M~:Nn:HI 

KEUANGAN HEPUI3LlK INDONESIA NOMOR 
160/PMK.04/201H T ENTANG l'EMBEBASAN 13~:A MASUK 
DAN TIDAK DII'UNGUT PAJAK I'EHTAMilAHAN NILAI ATAU 
PAJAK I'~RTAMBAIIAN Nil .AI DAN l'AJAI< l'lcNJUAIAN ATAS 
UAHANG M~WAII ATAS IMI'OR llAIV\NG DAN BA l iAN 
UNTUK OIOI.AII. D IRAKIT. ATAU Oll'ASANG PAIJA BAI{ANG 
lAIN D~NGAN TUJUAN U NTUK DI~:J<Sl'OR 

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENYESUAIAN JAMINAN 

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU 

SURAT PEMBERITAHUAN PENYESUAIAN JAMINAN 

Nomor: Tanggal: 
Lampiran: 
Peri hal: 

Yth . .... . 

Berclasarkan BCL.KT 01 dengan register nomor .............. tanggal .... .... ..... dengan 
ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 
l. Daftar BC 3.0/BC 3.3/BC 2.4 yang telah diperhitungkan seperti pacta 

Lamp iran- l; 
2 . Daftar Rekapitulasi Nilai Pungutan Negara Yang Disetujui Per nomor dokumen 

pemberitahuan pabean impor /pemasukan seperti pada Lampiran-2; 
3. Daftar Jaminan yang disesuaikan/dikembalikan berdasar butir l seperti pacta 

Lampiran-3. 

Saldo n ilai Pungutan Negara pada lampiran-2 dalam kolom 7 (saldo akhir) agar 
segera ctirealisasi ekspomya. Sedangkan nilai jaminan yang h arus dijaminkan 
tertera pacta lamp iran ~3 ·kolom·7. 

Terctapat selisih konversi atas Barang dan Bahan sebagaimana Lampiran-4, yang 
akan dilakukan pen eta pan tagihan be a masuk, PPN, serta sanksi administrasi di 
bidang kepabeanan dan perpajakan. 

Terdapat tagihan bea masuk dan PPN atas Barang dan Bahan sebagaimana 
Lampiran-5, yang akan d iakumulasi dan dilakukan penetapan tagihan bea masuk. 
PPN. serta sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan perpajakan, pada akhir 
pe1iode tahun berjalan. 

Bila kemudian hari hasil pemeriksaan lapangan temyata terbukti nilai Pungutan 
Negara yang dilaporkan lebih besar dari yang sebenarnya, maka Saudara wajib 
melunasi kelebihan tersebut ditambah sanksi administrasi berupa denda sesuai 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi 
administrasi berupa denda di bidang kepabeanan serta sanksi administrasi atas 
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah sesuai dengan peraturari penmdang-undangan di bidang 
perpajakan. 

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara. 

Nama Jabatan 
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LAMPIRAN I SPPJ NOM OR .... TANGGAL ... .. . 

NAMA PERUSAHAAN: 
KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE: 
NO /TGL REGISTER: 

Daftar BC 3.0/BC 3.3/BC 2.4 yang Disetujui 

I No. I Dokumen I Kantor I Nomor I Tanggal I Flag ~ 
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LAMPIRAN II SPPJ NOM OR .. .. TANGGAL ...... 

NAMA PERUSAHAAN : 
KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE 
NO /TGL REGISTER : 

Rekapitulasi Nilai Pungutan Negara Yang Disetujui Per nomor dokumen pemberitahuan pabean impor /pemasukan 

No. No. Aju PIB BM awal BMTawal PPN awal PPnBM awal Cukai awal 

Nopen PIB/Tgl BM saldo BMTsaldo PPN saldo PPnBM saldo Cukai saldo 

Seri Barang/HS Code/Kode BM pakai BMTpakai PPN pal{.ai PPnBM pakai Cukai pakai 
Satuan BM akhir BMT akhir PPN akhir PPnBM akhir Cukai akhir 
Uraian Barang 

TOTAL PER PIB: 
(Nilai awal) 
(Saldo lalu) 
(Digunakan) 
(Saldo akhir) 

TOTAL SELURUH PIB: 
(Nilai awal) 
(Saldo lalu) 
(Digunakan) 
(Saldo akhir) 

Total a~~ 
Total s aldo , 
Total paka i 

I 

Total akhir 
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LAMPIRAN III SPPJ NOM OR ... . TANGGAL ... .. . 

NAMA PERUSAHAAN 
KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAJ PERUSAHAAN KITE: 
NO/TGL REGISTER 
KANTORPABEANIMPOR 

No. Penjamin 
No. Jaminan 
Peri ode J aminan 
No. Aju PIB 

No. Daftar PIB 
Tgl. PIB 

TOTAL 

*KETERANGAN JAMINAN: 

(l). Jaminan 14 hari akan jatuh tempo 

(2). Jaminan sudahjatuh tempo 

(4). J aminan tidak ada 

(5). Adajaminan tambahan 

(6). 

J enis J aminan 

Daftar Jaminan yang disesuaikan/dikembalikan 

Nilai Jaminan Saldo lalu Digunakan 
Nilai Pungutan BM BM 
(PIB) CUKAI CUKAI 
Ket J aminan • BMT BMT 

PPN PPN 
PPNBM PPNBM 

Jumlah Jumlah 

- - - - · - - - - ·-- --

-
Yang Harus Dijamin 
BM 
CUKAI 
BMT 
PPN 
PPNBM 
Jumlah I 

- -
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LAMPIRAN IV SPPJ NOMOR .. .. TANG GAL ..... . 

NAMA PERUSAHAAN 
KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE 
NO /TGL REGISTER 
KANTORPABEAN IMPOR 

Daftar Selisih Konversi 

No. Nopen PIB Seri Uraian barang/ Kode BCL.KT 01 
Tgl PIB Kode Barang Satuan 

Kode Kantor dan Bahan 

TOTAL 

Konversi % BCL.KT 01 Konversi l --
BM/PPN BM/PPN 
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LAMPI RAN V SPPJ NOM OR .... TANGGAL . .... . 

NAMA PERUSAHAAN 
KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE 
NO /TGL REGISTER 
KANTORPABEAN IMPOR 

Tagihan bea masuk dan PPN atas Barang dan Bahan yang akan diakumulasi dan dilakukan penetapan pada akhir periode tahun berjalan 

No. Nopen PIB Seri Uraian barang/ Kode Jwnlah barang TAGIHAN BWigaPP~ Tgl PIB Kode Barang Satuan BM PPN Denda BM 
Kode Kantor dan Bahan 

I 

I 

TOTAL 

DIREKTUR JENDERAL. 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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I..AMI'Il{AN XXXVI 
l'lmATU!{AN OIR~:KTUR J fo:ND~;I{AL m:A DAN CUKAI 
N0.\10H P~;!{- 4 /llC/2019 
n:~rrANG 

p~;ruNJUK PELAKSANAAN I'EHATU!{AN M~;N"r~;l{l 

Kl•:UANGAN HEPUBLIK INDON~;SJA NOMOH 
160/PMK.04/201R TENTANG PEMm:nASAN !lEA MASUK 
DAN TIOAK OIPUNGUT PAJAI< PERTAMilAliAN NII..Al ATAll 
PAJAK l'EHTAMBAI·IAN NILAI DAN I'AJAI< PENJUALAN ATAS 
BAI{ANG M~:WAII ATAS IMPO!{ BAI{ANG DAN BAliAN 
UNTUI< OIOI..AII. DIRAJ<IT. ATAU DII'ASANG PAllA BARANG 
LAIN DENGAN TU.JUAN UNTUI< DI ~:KSI'QI{ 

FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS BCL.KT 01 

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU 

PENOLAKAN ATAS BCLKT 01 
NOM OR: 

TANGGAL: 

Yth ..... ...... (Nama Perusahaan) 
......... . (Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE) 

Sehubungan dengan laporan pertanggungjawaban bahan baku asal fasilitas KITE 
Pembebasan (BCL.KT 0 1) dengan Nom or Pengajuan: ...... Nomor Register: ...... , dengan 
ini kami sampaikan bahwa BCL.KT 01 tersebut ditolak. 

Demikian disampaikan untuk dimaklumi. 

Nama Jabatan 

DIREKTUR JENDERAL. 

-ttd-

HERU PAMBUDI 



Nomor 
Sifal 
Lampi ran 
Hal 
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LAMPIRAN XXXVII 
PERATURAN DlRr:Kl'UR JF:NOERAL m:A DAN CUI<AI 
NOMOR PF.I{· 4 / IIC/20 19 
Tfo:NTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN I'El{ATURAN MENTEl{! 
I<EUANGAN Rr:I'UHLIK lNDONr:SIA NOMOI{ 
160/l'MK.04/20 1H n:NTANG PEMm: BASAN ur:A MASUK 
DAN T lDAK DIPUNGUT PAJAK I'ERTAMIJAHAN NILAI ATAU 
PAJAK Pr:RTAMBAI IAN NII.Al DAN PA.JAK J>r:NJUALAN ATAS 
I!Al{ANG MI·;WAII ATAS IMI'O[{ BAHANG DAN BAliAN 
UNTUK DIOI..AII. DIRAI{IT. ATAU UIPASANG PADA BAI{ANG 
LAIN Dr:NGAN TUJUAN UNTUI< OIEI<Sl'OI{ 

FORMAT SURAT PERSETUJUAN IMPOR ATAU PEMASUKAN KEMBALI 
HASIL PRODUKSI 

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU 

Tanggal ..... ... ... ... .. ..... . 

Persetujuan Impor /Pemasukan Kembali Hasil Produksi 

Yth. Pimpinan (Nama Pe1usahaan) 
eli·· ··· ········· 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .. . .. .. .. ... tanggal .. .. .. .... . perihal 
................... , dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan 
impor kembali Hasil Produksi dengan data sebagaimana terlampir. disetujui dengan 
ketentuan sebagai be1ikut: 
1. Atas impor kembali Hasil Produksi: 

0 diberikan pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka 
impor. dengan menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam 
rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor 
kembali. 

0 diberikan pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka 
impor. 

2 . Pacta saat impor kembali Hasil Produksi, agar Saudara: 
0 a. membe1itahukan dengan menggunakan dokumen pembeiitahuan pabean 

impor; 
b. mengisi kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" dengan pilihan 

"barang reimpor yang mendapat fasilitas KITE"; 
c. mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali ini pacla 

lembar lanju tan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas 
pemberitahu an pabean impor; 

cl. melampirkan surat persetujuan impor kembali ini; dan 
e. menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor 

berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali. 

0 a. memberitahukan clengan menggun<1kan dokumen pembe1itahuan pabean 
impor: 

b. mengisi kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" dengan pilihan 
"barang reimpor yang menclapat fasilitas KITE"; 

c. mencantumkan nomor dan tangal surat persetujuan impor kembali ini pacta 
kolom ''Pernenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor": 

d . mcncantumkan nomor dan tanggal sural persetujuan impor kembali ini pacta 
lembar lanjutan dokumcn dan pemenuhan persyaratan/fasilitas 
pembe1itahuan pabean impor: 
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e. melampirkan surat persetujuan impor kembali ini; 
f. menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor 

berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali 

3. Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) wajib 
diekspor kembali dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
pemberitahuan pabean impor kembali dan dapat diperpanjang untuk waktu paling 
lama 3 (tiga) bulan dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang 
menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan. 

Demikian disampaikan. 
Kepala Kantor 



Hasil Produksi yang akan Diimpor Kembali 

No. Jenis Nomor/ Uraian 
Urut Dokumen Tanggall Jenis 

Kd Barang 
Kantor Hasil 

Produksi 

ilij:ffii Adrijanto 
~Vr9700412 198912 1 001 

Satuan Jumlah 
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Lampiran Surat 
Nomor : 
Tanggal: 

DATA HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI 

Barang dan/atau Bahan 

Nilai No. Urut Jenis Nom or/ Uraian Jenis Satuan Jumlah Nilai CIF 
Barang Dokumen Tanggall Barang 
/FOB Kd Kantor dan Bahan 

Nama J abatan 

DIREKTUR JENDERAL. 

-ttd-

HERU PAMBUDI 

Be a 
Masuk/ 

PPN 

i 
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LAMI'IHAN XXXVIII 
I'~;!{ATUHAN DIRr:I<TUH JENDI':f{AL m;A DAN CUI<Al 
NOMOH p~;J{. 4 /BC/20 19 
TENTANG 
l'I•;!'UNJUK P~:LAKSANAAN Pr·;I{ATLJHAN MI•:NTtm i 
KEUANGAN IU·:PUOLIK I NDON~:SIA NOMOH 
160/I'MK.04/2018 Tt:NTANG l'EM!li-:JIASAN IlEA MASUI< 
[)AN T!DAK DIPUNGUT PAJAI< PERTAM!IAHAN NILAI ATAU 
I'AJ AI< I'ERTAMBAI fAN NllAI DAN PAJAI< PENJUALAN ATAS 
llAl{ANG M~:WN I ATAS !MPOR I !AHANG DAN llAI !AN 
UNTUK OIOI.All. DIHAK!T. ATAU DII'ASANG PADA llAHANG 
LAIN DF:NGAN TUJUAN UNTUK Im:I<SI'OH 

FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN IMPOR ATAU PEMASUKAN 
KEMBALI HASIL PRODUKSI 

KOP SURAT KANTORWILAYAH/KPU 

Tanggal. ..... .. ....... .. .... . Nom or 
Sifat 
Lamp ira n 
Hal Pemberitahuan Penolakan atas Permohonan lmpor /Pemasukan Kembali 

Hasil 
Produksi 

Yth. Pimpinan (Nama Pen1sahaan) 

Yth .... ...... . (Nama Perusahaan) 
di -..... . -.. 

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor: .. ..... .. ... tanggal .. .... .... . 
hal ... .. .. bersama ini kami sampaikan bahwa berdasa rkan hasil penelitian terhaclap 
dokumen pendukung. permohonan Saudara tidak da pat clisetujui dengan alasan: 

a ... .... .. . 
b ... ...... . 
c. ctst. 

Demik ia n disa mpaikan untuk dimaklumi. 

Kepala Kantor 

DIREKTUR JENDERAL. 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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!.AMP! RAN XXXIX 
PERATURAN OIREKTUR JENDERAL m:A DAJ\ CUKAJ 
NOMOR PF:R- 4 /13C/2019 
TENTANG 
PETUNJUK PEI..AKSANAA:-.1 I'EHATUHAi'l MEVfEHI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONr:S!A NOMOR l60/PMK.04 /20 18 n :NTANG 
PEMBEHASAN REA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK 
1'1-:RTAMBAHAJ\ NILAl ATAU PAJAI< P~:RTAMBAHAlll NILAI DAN PAJAK 
Pt::NJUALAN ATAS BARAJ\G M EWAH ATAS IMI'OR BAHA!'\G DA:-.1 OAIIAt'\ 
UNTUK OIO!AH, DIRAKIT, ATAU Dli'ASANG PAOA BAI~G LAIN 
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI ATAS HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI 

NAMA PERUSAHAAN ....... (!) ....... .. 
KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN ... .. .. (2) ........ . 
PENGAJUAN LAPORAN KEPADA KANTOR WILAYAH/KPU .. ...... {3) ...... .. . 
NOMOR PENGAJUAN .. ...... {4) ........ . 

Hasil Produksi yang Diimpor Kembali Data lmpor Kembali Ekspor Kembali Hasil Produksi 

No. Jenis Nomor/ Uraian Barang/ Nilai No. Jenis Nomor/ Uraian Nilai Be a No. Urut Jenis Nomor/ Uraian Nilai 
Urut Dokumen Tanggal/ Satuan/Jumlah Barang Urut Dokumen Tanggal/ Barang/ CIF Masuk! Dokumen Tanggal/ Barang/ Sa rang 

Kd /FOB Kd Kantor Satuan/Jumlah PPN/ Kd Kantor Satuan/Jumlah /FOB 
Kantor PPh 

- - - - L___ -- --- --- --------- -- I 

... (nama Kota) .... ...... .. (tgl/bln/thn) .. .. .. . . . 
Oiketahui. 

Pembuat: Tid.: 

Pemeriksa: Tid.: Penanggung Jawab I Oireksi 

DIREKTUR JENDERAL. 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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1..1\MI'IHAN XL 
I'~:HATU!{AN I>mr:KfUR Jr~ND~:l{AL m:A DAN CUI<AI 
NOMOH I'Jo;l{- 4 /llC/2019 
T r;NT.\NG 
Pr:rUNJUK PELAI<SANAAN PEI\ATURAN M J;;Nn;w 
Kr:UANGAN REI'UOL!K INDONr~IA NOMOI{ 
160/I'MK.04 / 201H T F:NTANG I'EMI!r:IIASAN m;A MASUI< 
DAN TIDAl< DII'UNGlJf PAJAK l'Jo~I{TAMilAHAN NII.AI ATAll 
PAJAK PI-:RTAMBJ\1 ·1AN Nl l.l\1 DAN PAJAK l'r~NJUAIAN ATAS 
BAIZANG ME\VAII KfAS IMI'OR BAI{ANG DAN BAliAN 
UNTUK DIOI.AII. D IRAKIT. ATAU DIPASANG I'AIJA llAI{ANG 
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK Dlr:J<SI'OR 

FORMAT SURAT PERSETUJUAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI 
HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI 

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU 

PERSETUJ UAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI 
YANG DIIMPOR KEMBALI 

NOM OR: 
TANGGAL: 

Yth . .... ... ... (Nama Perusahaan) 
... .. ..... (Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE) 

Sehubungan dengan laporan realisasi ekspor kembali hasil produksi yang diimpor 
kembali dengan Nomor Pengajuan: ..... , Nomor Register: .. .... , dengan ini kami 
sampaikan bahwa laporan tersebut disetujui dengan daftar realisasi ekspor yang 
disetujui sebagaimana terlampir. 

Demikian disampaikan u ntuk dimaklumi. 

Kepala Kantor 
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DAFTAR REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DISETUJUI LAPORANNYA 

No. 
Urut 

Jenis Dokumen 

L.____ 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
~retaris Direktorat Jenderal 

Nomor I Tanggal l Kd Kantor 
DILAPORKAN DISETUJUI 

Uraian Barang I Satuan I Jumlah Uraian Barang I Satuan I Jumlah 

Kepala Kantor 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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l.AMl'mAN XLI 
I'~:RATURAN Dm~:KTUR J~:Nm:I{AL m:A DAN CU!<Al 
NOMOI{ l'r:R- 4 /LlC/20 19 
n:NTANG 
I'ETUNJU!< P~:l.AKSANAAN l'l·:I{.ATURAN Mr:N'n:Hl 
Kl·:UANGAN !{EPUill-lK INDON~:SIA NOMOI{ 
160/PMK.04/2018 Tr:NTANG Pr:MillmASAN m:A MASUI< 
DAN ·nDAI( D!PUNGUT PAJAK PElHAM BAHAN N!LAI ATAU 
PAJAK Pr:RTAMnAHAN NILAI DAN PAJAK l'r:N.JUAJ.AN ATAS 
BARANG MEWAH ATAS !Ml'OR LIA!{ANG DAN BAI IAN 
UNTUK DIOLAH. DIRAKIT. ATAU Dll'ASANG I'AIJA BAIMNG 
LAIN DENGAN TLJ,JUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI 
HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI 

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU 

PENOLAKAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG 
DIIMPOR KEMBALI 

NOMOR: 
TANGGAL: 

Yth .... ....... (Nama Perusahaan) 
. ..... .... (Keputusan penetapan sebagai Pen1sahaan KITE) 

Sehubungan dengan laporan realisasi ekspor kembali hasil produksi yang diimpor 
kern bali dengan Nom or Pengajuan: ..... , Nomor Register: ...... , dengan ini kami 
sampaikan bahwa laporan tersebut ditolak. 

Demikian disampaikan untuk dimaklumi. 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Sekretaris Oirektorat Jenderal 

......-::;:::::::=:::,....._ u .b. 

judi Adrijanto 
p 19700412 198912 l 001 

Kepala Kantor 

DIREKTUR JENDERAL. 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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l.AMI'IRAN XLII 
P~;I{ATUHAN DmEKTUR JENm;!{AL BI·:A DAN CUKAI 
NOMOR 1'"1{- 4 /BC/2019 
TENTANG 
I'~:TUNJUI< Pr:LAKSANAAN I'E!{ATlJHAN MENTER! 
I<~:UANGAN HEPUBUK INDONESIA NOMOR 
160/PMK.04/20 18 Tr:NTANG l'r:Mm:BASAN IlEA MASUl\ 
DAN TIDAK lliPUNGUT PAJAK Pr: tnAMilAHAN NIIA I ATAU 
PA.JAK Pr: lrJ'AMilAJ!AN NILAI DAN PAJAK l'ENJUA!AN ATAS 
BAI{ANG MI~WAII ATAS IMI'OR BAI{ANG DAN BAliAN 
UNTUK DIOIAII. Dfi{AKIT. ATAU DII'ASANG PAI>A IIAI{ANG 
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUI< Dlr: I<SPOR 

FORMAT SURAT PERSETUJUAN IMPOR ATAU PEMASUKAN BARANG CONTOH 

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal Persetujuan Impor Barang Cont.oh 

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan) 
di ·········· ···-

Tanggal .... .............. ... . 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ............ tanggal ........... perihal 
... .. ......... ..... . disetujui permohonan Saudara unt.uk melakukan impor Barang Contoh 
dengan mendapat pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN. yaitu terhadap 
barang sebagai berikut: 

No. HS 
Uraian 

Satuan 13ara ng 

Demikian clisampaikan. 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Sekret.aris Direktorat Jenderal 

~==~ u.b. 

Jumlah 

Uraian jenis Has il 
Negara Produksi 

Asa \ yang terkait Keterangan 
Barang Contoh 

Kepala Kantor 

DIREKTUR JENDERAL. 

-ttd-

HERU PAMBUDI 



Dokumen Pabean 

No. 
Jenis Kode 

Dokumen Nomor Tanggal 
Kantor 

Bukti Penerimaan Barang 

Nom or Tanggal 
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LAMP!RAN XL!!! 
PERATURAN D!HEKTUR JENDEAAL OEA DAN CUKAl 
NOMOR PER· 4 /BC/20 19 
TE:'ITANG 
PETUNJUK PELAKSANAA."J Pf:RATURAN MENTER! Kr:UANGAN 
REPUBL!K INDONESIA NOMOR 160/PMK04/20IIl TENTANG 
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPU!IIGUT PAJAK 
PERTAMBAHAN N!LAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN N!LAI DAN PAJAJ< 
PENJUAI..AN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOH BAI'U\"'G DAI\' BAHA"i 
UJ','TUJ< DIOJ.AI I. DlfW<JT. ATAU D!I'ASANG I'ADA l:lAI'U\."'G LAIN 
DENGA.N TUJUAN UNTUK OI EKSPOR 

Penatausahaan atas penggunaan Barang Contoh 

Kode 
No. 

Uraian 
Barang Seri HS Satuan Jumlah Mata Harga Bea 

Barang 
Barang Uang Satuan CIF 

Masuk 
PPN 

I 

Gudang 

DIREKTUR JENDERAL. 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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LAM!'IRAN X LIV 
l'lmATUHAN Dm!~KTU!{ J ~:NDERAL m:A DAN CUI<AI 
NOM OR PEl{- 4 I BC/20 19 
n ;NTANG 
p~;rUNJUK !'!~lAKSANAAN I'~:RATURAN MENTER! 
K~:UANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
160/PM!<.04/2018 n :NTANG P~:Mm:IJASAN m :A MASUI< 
()AN TIDAK D!I'UNGUT PAJAK PEI<rAMBA!IAN N!IA! ATAll 
PAJAK l'ERTAMIIAIIAN NILA! DAN PAJAK p~;NJUAJ.AN ATAS 
BARANG M~:WAH ATAS IMPOH BAI{ANG DAN BAliAN 
UNTUK D!OIAJ I. [)lf{AKlT. ATAU Dli'ASANG I' A I >A llAI{ANC 
LAIN IJENGAN TlJJUAN UNTUK lm:I<SPOR 

FORMAT SURAT PEMBEKUAN FASILITAS KITE PEMBEBASAN 

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU 

: s - ···· ·· ···· Tanggal ... . 
: Sangat Segera 

Nomor 
Sifat 
Hal : Pembekuan Fasilitas KlTE Pembebasan 

Yth. Pimpinan ..... .. ... (nama Perusahaan) 
eli. . . .... . .... . . 

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal .... . Peraturan Mente1i 
Keuangan Nomor ........... tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut P~ak 
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penju alan atas Barang 
Mewah a tas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pacta 
Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai 
berikut: 

l. Bahwa ...... (Perusahaan). yang mendapat fasilitas KJTE Pembebasan berdasarkan 
keputusan penetapan sebagai Perusahaan KJTE No ....... Tanggal ..... . , telah 
melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuan fasilitas KJTE Pembebasan 
yaitu: 
a ... ..... .. .... . .. 
b ............... .. 

2. Berdasarkan h al tersebut di atas dan mengingat ....... (Perusahaan) telah m emenuhi 
kriteria pembekuan sesuai ketentuan di atas maka terhitung tanggal .... .. ...... .. .. . 
fasilitas KlTE Pembebasan ......... (Perusahaan) dibekukan. 

3. Dengan pembekuan ini, ..... ... (Perusahaan) tidak dapat memperoleh fasilitas KJTE 
Pembebasan atas impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan serta Barang 
Contoh, sampai dengan fasilitas KJTE Pembebasan diberlakukan kembali. 

Demikian disampaikan untuk diketahui. 

Kepala Kantor Wilayah/KPU 

Tembusan: 
l. Oirektur Jenderal Bea dan Cukai; 
2. Direklur Jenderal Pajak; 
3. Oirektur Fasilitas Kepab eanan: 
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan ; 
5. Kepala Kantor Pabean ..... ... (pelabuhan bongkar, pelabuh an muat. dan/atau 

penerima subkonlrak). 

DIREKTUR JENDERAL, 
-tlcl-

HERU PAMBUDI 
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LAMI'IRAN XLV 
P~:RATUI{AN DIHEKTUR JENOEI{AL IlEA DAN CUKAI 
NOMOR l'lo;r{- 4 /BC/2019 
TENTANG 
I'~:TUNJ UK I'~:LAKSANAAN I '~;!{ATURAN Mf:N'mRI 
KEUANGAN R~:J>UnLIK INDONC:SJA NOMOI{ 
!60/PMK.04/20 18 TENTANG 1'1-:Mm:IJASAN IlEA MASUK 
DAN TII>Al{ DII'UNGUT PAJAK I'EHTAMIJAIIAN NIL.Al ATAU 
PAJAK I'EIITAMBAHAN NILAI DAN PAJAK I'ENJUALAN ATAS 
BAJ{ANG M EWAH ATAS IMI'OH I!Al{ANG DAN BAliAN 
UNTUK DIOLAI I. DIRAKJT , ATAU DII'ASANG I' ADA BAI{ANG 
LI\I N m:NGAN TUJUAi\1 UNTUK 1>11-:KSI'OH 

FORMAT SURAT PEMBERLAKUAN KEMBALI FASILITAS KITE 
PEMBEBASAN 

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU 

: s- ....... .. . Tanggal .... 
: Sangat Segera 

Nomor 
Sifat 
Hal : Pemberlakuan Kembali Fasilitas KITE Pembebasan 

Yth. Pimpinan ....... ... (nama Perusahaan) 
di. .. .......... . 

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal ..... Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor .. ...... ... tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak 
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan a t.as Barang 
Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pacta 
Barang La in dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini disampaikan ha l-hal sebagai 
be1ikut: 

l. Bahwa ...... (Pe1usahaan), yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan berdasarkan 
keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE No ...... . Tanggal ...... , telah 
memenuhi ketentuan pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pembebasan yaitu: 
a .. .. ..... ..... . .. 
b ............... .. 

2 . Berdasarkan hal tersebut di atas maka terhitung tanggal ............... .. fasilitas KITE 
Pembebasan ....... .. (Perusahaan) diberlakukan kern bali. 

Demikian disampaikan untuk diketahui. 

Kepala Kantor Wilayah/KPU 

Tembusan: 
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 
2. Direktur Jenderal Pajak; 
3. Direktur Fasilitas Kepabeanan; 
4 . Direktur Penindakan dan Penyidikan; 
5. Kepala Kantor Pabean ........ (pelabuhan bongkar. pelabuhan muat, dan/atau 

penerima su bkontrak). 

DIREKTUR JENDERAL. 

-ttcl-

HERU PAMBUDI 
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LAMPIRAN XLVI 
l'Ef{ATUHAN Dmr:I<TUR JENm:I{AL I WA DAN CUI<Al 
NOMOR PI·;!{- 4 /llC/2019 
TENTANG 
l'r;rUNJUK l'ELAKSANAAN p~;!{ATUr{AN Ml-:NTEH! 
K~:UANGAN Rr:PUBLIK INI>ONr:SIA NOMOI{ 
!GO/PMK.04/2018 TF:NTANG I'EM!IEBASAN m;A MASUK 
DAN TJUAI< DIPUNGUT PAJAK l'{,;lfi'AMIIAI IAN NliAl ATA U 
PAJAK Pf':lri'AMBAHAN Nll..A!DAN PAJAK P~:NJUALAN ATAS 
BAI{ANG MI-:WAII ATAS IMPOR BAI{ANG IJAN BAl iAN 
UNTUK 1)]0l..AI I. DIRAKIT. ATAU Dli'ASANG PAI>A BAI{ANG 
lAIN Or;NGAN TUJUAN UNT UK IJIEKSI'OR 

FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN FASILITAS KITE PEMBEBASAN 

M!·:N"Il:Hl KEU \N(;A~ 
REPt!lli.IK INDOr\ESIA 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR .. .. 

TENTANG 
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ....... (Diisi nomor 

keputusan awal dan perubahan terakhir) 

Menimbang 

Mengingat 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap ......... .. (Perusahaan) yang 
mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan bedasarkc:tn keputusan penetapan 
sebagai Perusahaan KITE Nomor ...... Tanggal ..... , diperoleh kesimpulan 
bahwa Perusahaan telah memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 36 Peraturan Mentert Keuangan Nomor 
160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut 
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit. 
atau Dipasang pada Bara.ng Lain dengan Tujuan untuk Oiekspor; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pencabutan 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor ......... ; 

l. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran 
Nega.ra Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambal1an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3612) seba.gaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara. Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara. Indonesia 
Nomor 4661); 



- 202-

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang 
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas 
Impor Barang dan Bahan untuk Diolah. Dirakit, atau Dipasang pada Barang 
Lain dengan Tujuan untuk Diekspor; 

Memperhalikan: 1. 

Menetapkan 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

2 ........... . 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 1ENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN 
MENTERI KEUANGAN NOMOR ............... (Diisi nomor keputusan awal dan 
pentbahan terakhir). 

Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor ................. (Diisi nomor 
keputusan awal dan perubahan terakhir). 

(Dalam hal badan usaha dicabut selain karena berubah status menjadi 
Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat) 

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabulan, 
Pen1sahaan wajib: 
1. melaporkan Hasil Produksi yang telah diekspor namun belum 

disampaikan laporan pertanggung jawabannya; 
2. melunasi seluruh tagihan terutang sesuai dengan peraturan perundang­

undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan; dan 
3. menyelesaikan saldo Barang dan Bahan yang belum dilakukan 

penyelesaian, dengan cara: 
a. dilunasi Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 
te1utang; dan/atau 

b. dilakukan ekspor dan/atau dikembalikan. 

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 



- 203-

Salinan keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Menteri Keuangan: 
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 
3. Direktur Jenderal Pajak; 
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan; 
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan; 
6. Kepala Kantor Pabean (pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau 

penerima subkontrak): 
7. Pimpinan ....... . (Perusahaan). 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 

a.n. MENTER! KEUANGAN 
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 




